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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah pada tahun 2022 ini, Yayasan PILI bisa menyelesaikan proyek
ICCTF dukungan Coremap-CTI, Bappenas dari World Bank. Proyek yang dikerjakan
Yayasan PILI dalam paket 6 berjudul “Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola
Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
(KMHA) di Taman Nasional Laut Sawu (TNP Laut Sawu) dan Suaka Alam Perairan (SAP)

Kepulauan Raja Ampat.”

Bicara soal adat, PILI menginisiasi dan mengawal penerbitan Surat Keputusan Bupati
terkait pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ataupun Panitia MHA di masing-masing
kabupaten yang telah ditunjuk sebagai pilot site. Begitu juga dukungan kajian akademik
untuk mendukung proses identifikasi dan verifikasi wilayah KMHA di dua kabupaten

sebagai rencana kerja Panitia atau Pokja KMHA di Rote Ndao maupun di Raja Ampat.

Pembentukan kelompok di tingkat KMHA yaitu tingkat desa/kampung untuk
pengembangan perikanan dan penyusunan rencana pengelolaan perikanan berbasis adat
juga sudah terlaksana. Selain itu proses pendampingan kelompok dalam implementasi
RPP dan juga dukungan pengadaan peralatan untuk mengembangkan usaha perikanan
juga sudah dilakukan di 3 KMHA. Hal terakhir untuk jembatan dukungan para pihak
sudah ada penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan antara kelompok dengan
dinas terkait di dua kabupaten juga sudah dilakukan.

Selebihnya kajian dampak yang dilakukan di tiga KMHA telah ada perubahan di tingkat
kelembagaan, pengetahuan dan persepsi masyarakat terkait usaha perikanan. Dari
kegiatan yang dilakukan telah disusun buku pembelajaran terkait pengelolaan perikanan
berkelanjutan dan akan dituliskan dalam pembelajaran praktik terbaik (best
management practices - BMPs). Buku pembelajaran itu terkait perlindungan dan
pengakuan KMHA, pendampingan pengelolaan perikanan berbasis hak (right-based
fisheries management [RBFM]), rencana pengelolaan perikanan, dan kemitraan. Semoga

kegiatan ini bisa menjadi pembelajaran di tempat lain untuk lebih baik lagi.

Tim Pelaksana Yayasan PILI
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1. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Hasil analisis citra satelit resolusi tinggi tahun 2011 menunjukkan adanya 5.019,53
hektare mangrove dan 5.320,62 hektare lamun di dalam kawasan Taman Nasional
Perairan (TNP) Laut Sawu, dengan luasan paling besar berada di Kabupaten Sumba
Timur dan di Kabupaten Rote Ndao (Sumber: Laporan TNC Sawu Sea, 2011). Hasil
monitoring sesuai Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (EKKP3K) oleh BKKPN Kupang dan Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6/Kepmen-KP/ 2014 tentang rencana pengelolaan
dan zonasi TNP Laut Sawu dan sekitar di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-
2034, menunjukkan bahwa tekanan dan praktik yang merusak telah berdampak pada
kelestarian ekosistem laut dangkal di TNP Laut Sawu (terutama mangrove, lamun, dan
terumbu karang), dengan tingkat kerusakan rata-rata mencapai 70%. Berdasar
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Estimasi
Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), kondisi
pemanfaatan berlebihan (untuk ikan karang, udang penaeid, kepiting, dan cumi-cumi)

telah terjadi di wilayah Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao.

Kondisi ekologis perairan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat yang
terletak Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat masih
tergolong baik. Warga dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat saat ini mengandalkan
wisata bahari sebagai tulang punggung sektor ekonomi dan pembangunan wilayah.
Keanekaragaman hayati yang tinggi dan pemandangan alam yang luar biasa menjadi

magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Raja Ampat.

Karakteristik fisik perairan Kepulauan Raja Ampat amat mendukung biota perairan
khususnya terumbu karang karena kedalaman perairan yang relatif dangkal, kejernihan
air, dan intensitas cahaya matahari yang cukup. Lokasi perairan Kepulauan Raja Ampat
yang berada pada kawasan perairan bebas (cukup jauh dari daratan) diduga
menyebabkan pengaruh bahan-bahan tersuspensi yang berasal dari aktivitas daratan

sangat kecil.

Pada umumnya mata pencaharian penduduk di kampung-kampung sekitar Suaka Alam
Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat hampir sama dengan mata pencaharian penduduk
di pulau-pulau kecil lainnya yaitu sebagai nelayan. Mata pencaharian sampingan dengan
berkebun atau mengumpulkan hasil hutan di sekitar kampung. Hasil tangkapan ikan
utamanya untuk konsumsi keluarga. Wilayah tangkap nelayan biasanya hanya di

perairan dan pulau-pulau sekitar kampung. Di beberapa kampung terdapat Lembaga
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Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
yang pembentukannya difasilitasi oleh Coremap-CTI Il Raja Ampat.

Kegiatan ini akan memperkuat penerapan konsep “wilayah penangkapan ikan” oleh dan
untuk kelompok masyarakat (khususnya kesatuan masyarakat hukum adat atau KMHA)
di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (percontohan di Kabupaten: Rote Ndao) dan
Provinsi Papua Barat (percontohan di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat)
sebagai pelaku penting bagi pengembangan kemitraan konservasi TNP Laut Sawu dan

SAP Kepulauan Raja Ampat secara berkelanjutan.

1.2. Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Tujuan

Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya pesisir dan perikanan
dengan pendekatan yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat (indigenous people
right) di wilayah TNP Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan SAP Kepulauan Raja

Ampat, Provinsi Papua Barat.

1.2.2 Sasaran

1. Menguatnya kelembagaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) untuk
pengelolaan perikanan berkelanjutan di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja
Ampat.

2. Berkembangnya praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan berbasis
kearifan lokal oleh kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA).

3. Implementasi rencana pengelolaan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis
hak (right-based sustainable fisheries management [RB-SFM]) di wilayah kabupaten
sasaran.

4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan proyek.

5. Terselenggaranya tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai

tujuan proyek.

1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan ini, mencakup:

1. Penguatan dukungan kebijakan pemda kabupaten/provinsi di dua lokasi sasaran
terhadap pengakuan dan perlindungan tenurial system KMHA.

2. Pelaksanaan kajian ekonomi dan biologi yang menjadi masukan dalam rencana
pengelolaan input, output, dan process control.

3. Penyusunan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (right-based

sustainable fisheries management atau RB-SFM).
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4. Pengembangan kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil

tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, melalui
kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan.

5. Penguatan kapasitas KMHA dampingan dalam menerapkan tata kelola perikanan
karang dan pengolahan hasil tangkapan dengan prinsip RB-SFM.

6. Pengembangan pembelajaran dari pilot activities di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil
monitoring dan evaluasi dalam bentuk best management practices (BMPs).

7. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku lainnya dalam pengembangan
pembelajaran dari pilot activities di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat.

8. Terselenggaranya manajemen dan tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif
dalam mencapai tujuan proyek.

9. Penguatan sistem manajemen proyek, kelengkapan tim pelaksana, dan sarana-
prasarana kerja di dua lokasi sasaran dalam mencapai target rencana proyek.

10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan periodik.

1.4. Metodologi

Strategi pendekatan yang dijalankan:

A. Upaya legalisasi nilai-nilai tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber
daya pesisir di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat telah dilakukan
oleh pemerintah melalui alokasi ruang kelola dalam “zona lainnya” yaitu “sub zona
kearifan lokal” sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6
Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan
Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-
2034, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2014
tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja
Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034.

Agar kebijakan tersebut dapat efektif terlaksana di lapangan, usulan program ini

secara ringkas menempuh pendekatan sebagai mana ilustrasi di bawah ini:
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Konsultasi dan Kajian Awal:
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Gambar 1 Pendekatan Usulan Program

B. Tahapan identifikasi dan pemetaan awal keberadaan KMHA hingga tahapan

pencapaian kemandirian kelembagaan KMHA, diuraikan dalam metodologi

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1.

Identifikasi dan Pemetaan

Kejelasan wilayah kelola adat (spasial dan karakter aset penghidupan

berkelanjutan atau sustainable livelihood assets) dari KMHA di Kabupaten Rote
Ndao (TNP Laut Sawu) serta KMHA di Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja
Ampat (SAP Kepulauan Raja Ampat), akan dibangun dengan:

a.

Kajian dan pemetaan partisipatif, musyawarah adat, dan penetapan
“deliniasi makro dan mikro” ruang laut dan pesisir dalam wilayah kelola adat
melalui kesepakatan musyawarah KMHA (termasuk perempuan adat) dan
kebijakan pimpinan adat, didampingi pengambil kebijakan desa/kampung,
kecamatan/distrik, kabupaten, provinsi, serta pihak BKKPN Kupang;

Pematangan dokumen rekognisi kebijakan wilayah kelola laut KMHA dalam
serial pembelajaran shared-learning dan dialog kebijakan Kelompok Kerja
KMHA Provinsi NTT (Kabupaten Rote Ndao) dan Provinsi Papua
Barat (Kabupaten Raja Ampat) bersama kebijakan desa/kampung,
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kecamatan/distrik, kabupaten, provinsi, serta pihak BKKPN Kupang; yang

diperkuat dengan perumusan kajian dan naskah akademis.

2. Pendampingan Kearifan Lokal KMHA dalam Tata Kelola Perikanan

Keberadaan KMHA dengan ruang kelola adat laut dan pesisir yang sah
(legitimate), akan menjadi dasar perumusan rencana pengelolaan (management

plan) sumber daya pesisir dan ikan karang, melalui:

a. Penyusunan basis data, kajian dampak sosial dan dampak ekonomi, serta
kecenderungan kondisi ekosistem pesisir dan (khususnya sumber daya
perikanan karang) dengan melaksanakan serangkaian kajian partisipatif.

b. Pematangan dokumen perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan
perikanan berkelanjutan oleh unit usaha KMHA dalam lokakarya adat yang
diperkuat dengan peraturan adat dan kajian akademis.

c. Penguatan rekognisi rencana kelola sumber daya pesisir dan perikanan
berkelanjutan berbasis ulayat KMHA melalui serial pembelajaran bersama
(shared-learning) dan dialog kebijakan yang dilengkapi dengan perumusan
serial modul pembelajaran kebijakan.

d. Implementasi rencana kelola sumber daya pesisir dan perikanan
berkelanjutan berbasis ulayat KMHA melalui seleksi pilot activities dalam
musyawarah adat, yang diperkuat dengan penyusunan kajian kelayakan,
kajian dampak lingkungan, kajian bio-ekonomi, perumusan serial modul
pembelajaran, pelaksanaan pelatihan teknis, uji coba lapangan, serta
monitoring dan evaluasi hasil uji coba dalam memperoleh praktik-praktik

terbaik tata kelola perikanan (best management practices atau BMPs).

3. Penguatan kelembagaan
Serial dialog kebijakan bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan dalam

rangka penguatan kelembagaan KMHA untuk mendorong:

a. Pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat KMHA dan rekognisi
wilayah kelola laut dan pesisir KMHA dalam kebijakan tata ruang dan
kebijakan pembangunan desa/kampung, atau kecamatan/distrik, atau

kabupaten, atau provinsi.

b. Rekognisi rencana pengelolaan berkelanjutan (sustainable management
plan) KMHA (melalui rencana kelola kelompok masyarakat) sebagai unit
usaha KMHA atas sumber daya perikanan karang dan kuota tangkapan
ikan dan hasil laut lainnya berbasis tenurial system ulayat adat (KMHA)

serta pengelolaan perikanan berdasarkan konsep hak pengelolaan
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perikanan (HPP) atau right-based sustainable management (RBFM).

Kelompok masyarakat yang telah difasilitasi pembentukan dan penguatan
kelembagaan kelompoknya yaitu KUB (Kelompok Usaha Bersama),
Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), Poklahsar (Kelompok Pengolah
Pemasar), dan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas melalui
Manaholo/Pengawas Adat).

c. Penguatan kolaborasi konservasi TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja
Ampat, melalui kerja sama usaha antara kelompok masyarakat (Pokmas)
dengan pelaku industri untuk mendukung keberlanjutan pilot activities
dalam adopsi teknologi budidaya perikanan karang, serta pengembangan

rantai pasok berkelanjutan (sustainable supply chain).

4. Kemandirian kelembagaan

Pengembangan lebih lanjut dari kerja sama teknis rantai pasok berkelanjutan
bersama pelaku industri perikanan di NTT dan Papua Barat akan diperkuat
melalui:

a. Pengembangan kapasitas teknis sumber daya manusia perikanan dalam
unit usaha Pokmas KMHA.

b. Rekognisi rencana kerja pengembangan sustainable fisheries oleh Pokmas
dalam program pembangunan sektor perikanan dan kelautan level
kabupaten dan provinsi.

c. Fasilitasi pengembangan teknologi pengelolaan budidaya perikanan
karang dan teknologi pasca-panen.

d. Inisiasi penguatan jejaring pemasaran produk perikanan berkelanjutan
berbasis pengembangan unit usaha Pokmas melalui kerja sama dengan
SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) di Kabupaten Rote Ndao
dan Raja Ampat, serta pelaku industri perikanan di NTT dan Papua Barat.

e. Fasilitasi pendampingan pengembangan standarisasi produk perikanan
KMHA dan SDM pelaku perikanan karang di lokasi pilot activities di wilayah
KMHA sasaran.
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1.5. Informasi Ringkas Organisasi dan Proyek

Nama Proyek: Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan
Berbasis Kearifan Lokal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Taman Nasional

Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan

(SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat.

Durasi Proyek:

Agustus 2020 - Maret 2022

Lokasi Proyek/Kegiatan

TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja

Ampat
Total Hibah Dari ICCTF Rp8.423.982.391,-
Dana hibah yang sudah diterima Rp7.830.615.596,-

Dana hibah ICCTF yang sudah digunakan

Rp8.423.982.391,-

Jumlah penerima manfaat langsung

+430 Orang yang terlibat kegiatan
dengan PILI dari bulan Januari 2021
hingga Desember 2021 di dua Site

Jumlah penerima manfaat tidak langsung

Dua desa di kabupaten Rote Ndao (lebih
kurang 600KK) dan 1 kampung di SAP
Raja Ampat (lebih kurang 98KK)

Nama organisasi

Yayasan Pusat Informasi Lingkungan

Indonesia

Direktur

Iwan Setiawan

Program Manager

Evi Indraswati
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2.1.Kerangka Kerja (Logical Framework)

Tabel 1 Kerangka Kerja atau LFA

COREMAP-CTI

komunitas/KMHA melalui aktivitas

Kelompok Kerja (Pokja) atau Panitia

berkelanjutan berbasis hak (right-based
sustainable fisheries management atau RB-
SFM) memuat harvest measure control

Uraian Indikator dan Target Cara Pembuktian Asumsi Penting
Resiko/Mitigasi
Tujuan Proyek: 1) Terbentuk Pokja KMHA melalui Surat 1) Dukungan pemerintah daerah secara Mengidentifikasi dan
Mengidentifikasi dan Keputusan (SK) Gubernur dan atau Bupati formal terhadap rencana kegiatan; memperkuat praktik kelola
memperkuat praktik kelola dalam tata kelola TNP-LS dan SAP-KRA; 2) Laporan penilaian kelayakan lokasi dan sumber daya pesisir dan
sumber daya pesisir dan 2) Terbentuk 3 (tiga) kelompok KMHA (satu penentuan kelompok dampingan KMHA perikanan dengan pendekatan
perikanan dengan pendekatan KMHA di SAP-KRA dan dua KMHA di TNP- bersama Pemda NTT, Kab. Rote Ndao, Kab. | yang berkelanjutan berbasis
yang berkelanjutan berbasis hak LS) yang terlibat dalam mengidentifikasi Raja Ampat, dan UPT pengelola TNP-LS hak masyarakat adat
masyarakat adat (indigenous atau menganalisis sumber daya perikanan dan SAP-KRA (BKKPN Kupang); (indigenous people right) di
people right) di wilayah TNP Laut yang dimiliki ancamannya, pemanfaatan 3) Naskah kesepakatan kelompok/aturan wilayah TNP Laut Sawu,
Sawu (TNP-LS), Provinsi NTT dan atau pengelolaannya, dan pelestariannya, KMHA /peraturan kampung atau naskah Provinsi NTT (TNP-LS) dan SAP
SAP Kepulauan Raja Ampat (SAP- sebagai bagian dari penilaian kelayakan kebijakan di kabupaten tentang terapan Kepulauan Raja Ampat, Provinsi
KRA), Provinsi Papua Barat. lokasi; right-based fisheries management (RBFM) Papua Barat (SAP-KRA).
3) Terbangun kesepakatan di di TNP-LS dan SAP-KRA;
komunitas/KMHA/kampung/kabupaten 4)  Laporan perkembangan kelembagaan
untuk melakukan pengelolaan perikanan komunitas/KMHA dan laporan aktivitas
berbasis hak (right-based fisheries Kelompok Kerja (Pokja) atau Panitia
management atau RBFM), baik dalam Pengakuan dan Perlindungan KMHA
bentuk kesepakatan kelompok/aturan kabupaten;
KMHA/peraturan kampung atau naskah 5) Laporan kajian partisipatif tentang
kebijakan di kabupaten sesuai dengan ekonomi dan biologi yang menjadi
aturan yang berlaku terkait pemanfaatan masukan dalam rencana pengelolaan
dan pengelolaan sumber daya perikanan; input, output, and process control;
4) Terbangun kelembagaan 6) Rencana pengelolaan perikanan
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5

-

6

=

7

-

8)

Pengakuan dan Perlindungan KMHA
kabupaten;

Tersedia rencana pengelolaan perikanan
berkelanjutan berbasis hak (right-based
atau RB-

ustainable fisheries g
SFM) dengan fokus pada pengendalian
tangkapan (harvest measure control)
perikanan ikan karang -- dengan
memadukan input, process, and output
control -- yang didasarkan pada kajian
partisipatif tentang ekonomi dan biologi
yang menjadi masukan dalam rencana
pengelolaan input, output, dan process
control;

Terlaksana rencana pengelolaan
pengendalian tangkapan dan pengelolaan
input, process, and output control oleh
kelompok dampingan KMHA didukung
perlengkapan dan penguatan kapasitas atau
pelatihan tentang kegiatan yang akan
diimplementasikan;

Terlaksana pengolahan hasil tangkapan oleh
kelompok dampingan KMHA, didukung
bantuan perlengkapan dan penguatan
kapasitas atau pelatihan hingga produksi;
dan

Terbangunnya pembelajaran dari pilot
activities di TNP-LS (Kabupaten Rote Ndao)
dan SAP-KRA (Kabupaten Raja Ampat) dari
hasil monitoring dan evaluasi berupa best

management practices (BMPs).

7)

8)

9)

10)

11)

perikanan ikan karang -- dengan
memadukan input, process, and output
control;

Laporan perkembangan implementasi RB-
SFM oleh kelompok dampingan KMHA;
Laporan kegiatan penguatan kapasitas
atau FGD /workshop tentang RB-SFM dan
bantuan perlengkapan;

Laporan perkembangan implementasi
pengolahan hasil tangkapan oleh
kelompok dampingan KMHA;

Laporan kegiatan penguatan kapasitas
atau FGD /workshop tentang pengolahan
hasil tangkapan dan bantuan
perlengkapan; dan

Dokumen pembelajaran dari pilot
activities di TNP-LS dan SAP-KRA dari
hasil monitoring dan evaluasi berupa best
management practices (BMPs).
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Outcome 1. 1) Terbentuk Pokja KMHA melalui 1) Inception report; Tidak terjadi penolakan dan

Menguatnya kelembagaan
kesatuan masyarakat hukum adat
(KMHA) untuk pengelolaan
perikanan berkelanjutan di TNP
Laut Sawu (TNP-LS) dan SAP
Kepulauan Raja Ampat (SAP-

2

-

penetapan SK Gubernur atau Bupati
secara formal terhadap rencana
pelaksanaan kegiatan;

Teridentifikasi empat kelompok
masyarakat yang akan didampingi dalam
KMHA (terutama kelompok nelayan);

2) SK Pokja/Panitia KMHA;
3) Laporan penilaian kelayakan lokasi dan

penentuan kelompok dampingan KMHA
bersama Pemda NTT, Kab. Rote Ndao, Kab.
Raja Ampat, dan UPT Pengelola TNP-LS dan
SAP-KRA (BKKPN Kupang);

bisa sinkronisasi dengan
menemukan jalan tengah jika
ada perbedaan pengakuan
antara legalitas versi negara
dan keberadaan lembaga
masyarakat hukum adat di dua

KRA). 3) Terlaksana penilaian kelayakan lokasi 4) Laporan pemetaan partisipatif tenurial lokasi project di TNP laut Sawu
pendampingan kelompok nelayan KHMA system KMHA di lokasi pilot activities dan SAP Kepulauan Raja Ampat.
yang akan menjadi pilot activities; sebagai dasar kajian RBFM;

4) Terbangun pengakuan dan perlindungan 5) Laporan monitoring periodik dan Laporan
tenurial system KMHA di lokasi pilot evaluasi program.
activities melalui peran Pokja/Panitia
KMHA kabupaten/provinsi;
5) Tersusun baseline informasi mengenai
tenurial system KMHA (khususnya marine
tenure) di lokasi pilot activities sebagai
dasar kajian RBFM.

Output 1.1. Panitia/Kelompok 1) Terbentuk Pokja/Panitia KMHA di dua 1) SKPokja/Panitia KMHA di lokasi target Tidak ada penolakan para pihak

Kerja (Pokja) KMHA untuk kabupaten (satu KMHA di SAP-KRA dan (Prov. NTT-Kab Rote Ndao, dan Prov. Papua | dan mendapat dukungan positif

pengakuan dan perlindungan dua KMHA di TNP-LS) yang ditetapkan Barat-Kab. Raja Ampat); dari lembaga adat serta dinas

tenurial system KMHA yang oleh Gubernur atau Bupati dilengkapi 2) Dokumen rencana kerja dan mekanisme terkait.

dibentuk melalui penetapan SK rencana kerja dan mekanisme kerja di masing-masing Pokja/Panitia

Gubernur dan atau Bupati. kerja/standard operating procedure (SOP) KMHA, serta SOP untuk masing-masing Mitigasi:

di Prov. NTT-Kab Rote Ndao, dan Prov. Pokja/Panitia KMHA; Melakukan kajian kesiapan
Papua Barat-Kab. Raja Ampat); 3) Laporan kegiatan berdasarkan rencana kelembagaan adat dan diskusi

2)

Terlaksana rencana kerja Pokja/Panitia
KMHA.

kerja.

dengan para pihak terkait
dengan pengakuan KMHA dan
skema yang akan ditempuh.
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Output 1.2.
Hasil Kajian kelayakan lokasi
KMHA yang akan menjadi pilot

Terlaksananya dua kajian kelayakan lokasi
KMHA bersama Pokja/Panitia KMHA yaitu di
TNP-LS (Kab. Rote Ndao) dan SAP-KRA (Kab.

1.
2.

Laporan kajian kelayakan;
Kesepakatan para pihak terhadap lokasi
pilot activities.

Terjadi sengketa untuk

penentuan desa lokasi pilot.

activities. Raja Ampat, Distrik Waigeo Barat daratan). Mitigasi:
Ada kriteria untuk penentuan
desa, adanya proses diskusi
partisipatif, berdasarkan hasil
kajian kelayakan kelembagaan
KMHA.
Output 1.3. Tersusun tiga hasil kajian tentang mekanisme Laporan pemetaan partisipatif tenurial system Tidak ada titik temu untuk
Hasil Kajian tentang mekanisme kerja tenurial system KMHA di lokasi pilot (termasuk marine tenure) KMHA di dua lokasi kesepakatan mekanisme kerja.
kerja tenurial system KMHA di activities (dua KMHA di TNP-LS wilayah sasaran.
lokasi pilot activities. Kabupaten Rote Ndao dan satu KMHA di SAP- Mitigasi:
KRA wilayah Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Dibangun proses partisipatif
Raja Ampat). dengan diskusi para pihak dan
membuat skema bersama untuk
hasil mekanisme kerja.
Outcome 2. 1) Terbangun kelembagaan 1) Laporan pendampingan kelembagaan UPT berperan aktif dalam
Berkembangnya praktik komunitas/KMHA dari pendampingan komunitas/KMHA oleh Kelompok Kerja pelaksanaan kegiatan dalam

pengelolaan perikanan secara
berkelanjutan berbasis kearifan
lokal oleh kesatuan masyarakat
hukum adat (KMHA).

2)

3)

oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Panitia
Pengakuan dan Perlindungan KMHA
kabupaten dan UPT-BKKPN Kupang
(Wilker Rote Ndao dan Satker Raja
Ampat);

Terbangun kesepakatan kelompok/aturan
KMHA/peraturan kampung atau naskah
kebijakan di kabupaten tentang terapan
RBFM di TNP-LS dan SAP-KRA;

Tersusun laporan kajian partisipatif

tentang ekonomi dan biologi yang

2)

3)

(Pokja) atau Panitia Pengakuan dan
Perlindungan KMHA kabupaten dan UPT-
BKKPN Kupang (Wilker Rote Ndao dan
Satker Raja Ampat);

Dokumen naskah kesepakatan
kelompok/aturan KMHA/peraturan
kampung atau kebijakan di kabupaten
tentang terapan RBFM di TNP-LS dan SAP-
KRA;

Laporan kajian partisipatif tentang ekonomi

dan biologi yang menjadi masukan dalam

mengembangkan kemitraan
RB-SFM.

Mitigasi:

Sosialisasi aktif di awal
program, penyampaian KAK,
pendekatan personil kunci, dan
penyampaian agenda kerja di
awal program (minimal untuk
setahun) untuk kemudian

Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022

11




£/

A

Kementerian PPN/
COREMAP-CTI
Uraian Indikator dan Target Cara Pembuktian Asumsi Penting

Resiko/Mitigasi

menjadi masukan dalam rencana
pengelolaan input, output, and process
control;

4) Tersusun rencana pengelolaan perikanan
berkelanjutan berbasis hak (RB-SFM)
memuat harvest measure control
perikanan ikan karang -- dengan
memadukan input, process, and output
control;

5) Tersedianya laporan kajian bioekonomi
yang menjadi masukan dalam rencana

pengelolaan sumber daya udang.

rencana pengelolaan input, output, and
process control;

4) Dokumen rencana pengelolaan perikanan
berkelanjutan berbasis hak (right-based
sustainable fisheries management atau RB-
SFM) memuat harvest measure control
perikanan ikan karang -- dengan
memadukan input, process, and output

control.

dikonsultasikan dengan UPT
terkait untuk sinkronisasi.

Output 2.1.

Naskah akademis (kebijakan
daerah) pengakuan dan
perlindungan tenurial system
KMHA di lokasi pilot activities.

Tersedia satu naskah akademis pengakuan
dan perlindungan tenurial system KMHA di
lokasi pilot activities (dua KMHA di TNP-LS
wilayah Kabupaten Rote Ndao dan satu KMHA
di SAP-KRA wilayah Distrik Waigeo Barat,
Kabupaten Raja Ampat).

Dokumen naskah akademis dilengkapi analisis
spasial tentang pengakuan dan perlindungan
tenurial system KMHA di lokasi pilot activities
(dua KMHA di TNP-LS wilayah Kabupaten Rote
Ndao dan satu KMHA di SAP-KRA wilayah
Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat).

UPT berperan aktif dalam
pelaksanaan kegiatan dalam
mengembangkan kemitraan
RB-SFM.

Mitigasi:

Sosialisasi aktif di awal
program, penyampaian KAK,
pendekatan personil kunci, dan
penyampaian agenda kerja di
awal program (minimal untuk
setahun) untuk kemudian
dikonsultasikan dengan UPT
terkait untuk sinkronisasi.

Output 2.2.
Hasil kajian baseline dan dampak
sosial, ekonomi, dan lingkungan

terhadap pelaksanaan RBFM.

Tersusunnya satu kajian baseline dan satu
kajian dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan tentang praktik pengelolaan

perikanan secara berkelanjutan.

1) Dokumen laporan kajian baseline;
2) Dokumen laporan kajian dampak.

UPT berperan aktif dalam
pelaksanaan kegiatan.

Mitigasi:
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Sosialisasi aktif di awal
program, penyampaian KAK,
dan konsultasi dengan UPT
terkait untuk sinkronisasi.

Output 2.3

Dukungan terhadap kajian
ekonomi dan biologi di tingkat
nasional yang menjadi masukan
dalam rencana pengelolaan input,
output, and process control untuk
sumber daya udang di WPP 718.

1) Tersedianya satu hasil kajian bioekonomi
yang menjadi masukan dalam rencana
pengelolaan input, output, dan process
control untuk sumber daya udang;

2) Tersedianya data primer sumber daya
Udang di WPP 718.

Dokumen laporan kajian bioekonomi
kompilasi data primer.

Kecelakaan di laut saat
pengambilan data.

Mitigasi:

Perlu ada safety procedure dan
nomor kontak Polisi Air
maupun SAR dalam setiap
kegiatan lapangan untuk
pengambilan data.

Output 2.4.
Hasil kajian bio-ekonomi
sederhana di dua lokasi KMHA

sasaran bagi rencana RB-SFM.

Tersedia satu kajian bio-ekonomi sederhana di
dua lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-
SFM memuat harvest measure control
perikanan ikan karang -- dengan memadukan
input, process, and output control.

1) Laporan kajian bioekonomi partisipatif;
2) Laporan kegiatan pelatihan.

Desa lokasi tidak aktif dalam
melakukan dokumentasi

pembelajaran.

Mitigasi:

Perlu perencanaan bersama
dan rencana pengelolaan
RBSFM yang dikawal bersama
dan pembagian peran yang
jelas.

Output 2.5.

Rencana pengelolaan perikanan
berkelanjutan berbasis hak
(Right-based sustainable fisheries
management atau RB-SFM)

1. Tersedia 1 rencana pengelolaan
perikanan berkelanjutan berbasis hak
(Right-Based Sustainable Fisheries
Management atau RB-SFM)

2. Tersedianya satu kesepakatan
kelompok/aturan KMHA/peraturan

1. Dokumen rencana pengelolaan;
2. Dokumen kesapakatan terapan RBFM.

Tidak terjadi penolakan dari

para pihak di lokasi sasaran.

Mitigasi:
Pelaksanaan kick-off meeting,
penyampaian KAK kepada para
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kampung atau naskah kebijakan tentang
terapan RBFM.

pihak sebelum pelaksanaan
kegiatan, komunikasi intensif
melalui social media group yang
disepakati, dan penggunaan
online meeting dalam keadaan

tidak memungkinkan tatap

muka.
Outcome 3. 1) Terimplementasi kegiatan pengolahan 1) Catatan dialog dan kesepakatan kemitraan UPT berperan aktif dalam
Implementasi rencana hasil tangkapan oleh kelompok usaha antara unit usaha KMHA (Pokmas) pelaksanaan kegiatan dalam
pengelolaan RB-SFM di wilayah dampingan KMHA dengan prinsip RB- dan pelaku usaha perikanan (BUMD dan mengembangkan kemitraan RB-
kabupaten sasaran. SFM; koperasi); SEM.
2) Terbangun kapasitas kelompok 2) Laporan perkembangan implementasi RB-
dampingan KMHA dalam pengolahan hasil SFM oleh kelompok dampingan KMHA; Mitigasi
tangkapan; dan penerapan RBFM; 3) Laporan kegiatan penguatan kapasitas atau Sosialisast aktif di al:val program,
ian KAK kegiat:
3) Tersedia pembelajaran dari pilot activities pelatihan tentang RB-SFM dan bantuan penyampatan eglatan
X . X dengan UPT terkait dan mitra
di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil perlengkapan pendukung;
pelaku usaha, pendekatan khusus
monitoring dan evaluasi berupa best 4) Laporan perkembangan implementasi . .
) ) personil kunci dan pemegang
mar‘mgementpralctlces (BMPs); ‘ pengollahan hasil tangkapan oleh kelompok keputusan, dan penyampaian
4) Terimplementasi tata kelola perikanan dampingan KMHA; agenda kerja dan rencana kerja di
karang dengan prinsip RBFM; 5) Laporan kegiatan penguatan kapasitas atau awal program (minimal untuk
5) Terbangunnya kemitraan dalam tata pelatihan tentang pengolahan hasil tangkapan | o11un) untuk kemudian
kelola perikanan karang dan pengolahan dan bantuan perlengkapan pendukung; dan dikonsultasikan dengan UPT
hasil tangkapan. 6) Dokumen best management practices (BMPS). | to/yeait yntuk sinkronisasi.
Output 3.1. 1) Terbentuk satu kemitraan tata kelola Laporan perkembangan kemitraan RB-SFM dan | UPT berperan aktif dalam
Kemitraan dalam tata kelola perikanan karang oleh kelompok pengolahan hasil tangkapan. pelaksanaan kegiatan dalam
perikanan karang dan dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM mengembangkan kemitraan
pengolahan hasil tangkapan oleh yang didukung pelaku usaha perikanan; RB-SFM.
kelompok dampingan KMHA 2) Terbangun satu kemitraan pengolahan

dengan prinsip RB-SFM, melalui

hasil tangkapan oleh kelompok

Mitigasi:

Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022

14




| 2

A

Kementerian PPN/ i
COREMAP-CTI
Uraian Indikator dan Target Cara Pembuktian Asumsi Penting

Resiko/Mitigasi

kemitraan usaha dengan pelaku

usaha perikanan.

dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM

yang didukung pelaku usaha perikanan.

Sosialisasi aktif di awal
program, penyampaian KAK
kegiatan dengan UPT terkait
dan mitra pelaku usaha,
pendekatan khusus personil
kunci dan pemegang keputusan,
dan penyampaian agenda kerja
dan rencana kerja di awal
program (minimal untuk
setahun) untuk kemudian
dikonsultasikan dengan UPT
terkait untuk sinkronisasi.

Output 3.2. 1) Terimplementasi tata kelola perikanan 1) Laporan pendampingan KMHA dalam Kesibukan KMHA (misal:
SDM KMHA dampingan dalam karang oleh kelompok dampingan KMHA menerapkan prinsip RB-SFM; agenda budaya) menyebabkan
menerapkan tata kelola dengan prinsip RB-SFM berdasarkan 2) Laporan kegiatan penguatan kapasitas / waktu tidak memadai bagi
perikanan karang dengan prinsip rencana pengelolaan perikanan; pelatihan KMHA dalam penerapan RB-SFM; | agenda capacity building.
RB-SFM yang ditingkatkan dan 2) Terlaksananya dua kali 3) Dokumen berita acara penitipan barang.
sarana pengembangan usaha. workshop /penguatan kapasitas kelompok Mitigasi:
dampingan KMHA dalam penerapan RB- Penyusunan dan pengolahan
SFM dalam usaha perikanan; data awal dan pengiriman KAK
3) Tersedianya tiga unit peralatan sebelum pertemuan;
pendukung usaha perikanan. mengetahui agenda lokal yang
dimuat dalam kajian kelayakan
lokasi pada awal pelaksanaan
proyek.
Output 3.3. 1) Terimplementasi pengolahan hasil 1) Laporan pendampingan KMHA dalam UPT berperan aktif dalam
KMHA dampingan menerapkan tangkapan oleh kelompok dampingan menerapkan prinsip RB-SFM; pelaksanaan kegiatan dalam
pengolahan hasil tangkapan KMHA dengan prinsip RB-SFM; 2) Laporan kegiatan penguatan kapasitas/ mengembangkan kemitraan RB-
dengan prinsip RB-SFM serta 2) Terlaksananya dua kali pelatihan KMHA dalam penerapan RB-SFM; | SFM.

workshop /penguatan kapasitas kelompok

3

-

Dokumen berita acara penitipan barang.
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memiliki kapasitas dalam dampingan KMHA dalam penerapan RB- Mitigasi:

pengolahan hasil tangkapan.

SFM dalam pengolahan hasil tangkapan.

3) Tersedianya enam unit peralatan
pendukung usaha pengolahan hasil
tangkapan.

Sosialisasi aktif di awal program,
penyampaian KAK kegiatan
dengan UPT terkait dan mitra
pelaku usaha, pendekatan khusus
personil kunci dan pemegang
keputusan, dan penyampaian
agenda kerja dan rencana kerja di
awal program (minimal untuk
setahun) untuk kemudian
dikonsultasikan dengan UPT
terkait untuk sinkronisasi.

Output 3.4.
Dokumen hasil pembelajaran dari

Terdokumentasi proses monitoring dan
evaluasi pilot activities di dua lokasi sasaran

1

[\

BMP tentang pengakuan dan perlindungan
KMHA;

Tidak terjadi penolakan dari para

pihak di lokasi sasaran.

pilot activities di TNP-LS dan SAP- | menghasilkan pembelajaran berupa empat 2) BMP tentang RBFM - KMHA;

KRA dari hasil monitoring dan dokumen best management practices (BMPs). 3) BMP tentang sustainable fisheries perikanan | Mitigasi:

evaluasi berupa best management karang oleh KMHA; Stakeholder engagement yang

practices (BMPs). 4) BMP kemitraan mendukung terapan RBFM efektif, komunikast intensif

dan sustainable fisheries, melalui social media group, online

meeting dalam keadaan tanpa
tatap muka, serta penggunaan
jasa tenaga ahli sesuai
kompetensi yang diperlukan.

Output 3.5. Tersedianya dua dokumen dukungan 1) Laporan akhir workshop diseminasi BMPs; Tidak terjadi penolakan dari

Dokumen pembelajaran dari pilot | pemerintah daerah (Kab. Rote Ndao, Pemda 2) Dokumen dukungan Pemda terhadap BMPs. | para pihak di lokasi sasaran.

activities di TNP-LS dan SAP-KRA
didukung oleh pemerintah
daerah sasaran.

NTT, Kab. Raja Ampat, Pemda Papua Barat)
terhadap 4 best management practices (BMPs)
yang dihasilkan proyek.

Mitigasi:

Stakeholder engagement yang
efektif, komunikasi intensif
melalui social media group,

online meeting dalam keadaan
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tanpa tatap muka, serta
penggunaan jasa tenaga ahli
sesuai kompetensi yang

diperlukan.

Outcome 4. 1) Terlaksananya monitoring dan evaluasi; Dokumen prosedur (SOP) Mon-Ev reporting Tidak terjadi penghentian
Terselenggaranya monitoring dan | 2) Tersedianya pelaporan periodik - serta internal proyek; ESAP, grievance-complaint kegiatan akibat adanya miss-
evaluasi kemajuan kegiatan audit proyek dengan hasil baik. handling sesuai SOP ICCTF. procedure dalam pelaksanaan
proyek. proyek, atau keterlambatan
pembayaran.

Mitigasi:

Penerapan sistem manajemen
proyek optimal, pembekalan
dan pendampingan tim
pelaksana, koordinasi rutin
internal, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi sesuai
jadwal, serta memastikan
kelancaran belanja anggaran
(tidak lebih dari tanggal 5
Desember, laporan keuangan
paling lambat tanggal 15
Desember setiap tahun, dan
project closing dimulai paling
lambat 1 bulan sebelum tanggal

penutupan).

Output 4.1 1) Terlaksana monitoring, evaluasi, dan 1) Laporan monitoring dan evaluasi periodik Tidak terjadi penghentian
Dukungan kegiatan monitoring, pelaporan periodik - serta audit proyek sesuai kesepakatan dan jadwal; kegiatan akibat adanya miss-
evaluasi, dan pelaporan periodik - dengan hasil baik; 2) Dokumen pembelajaran proyek; procedure dalam pelaksanaan
serta audit proyek. 2) Tersedianya dokumen pembelajaran 3) Dokumen publikasi dan multimedia. proyek, atau keterlambatan
proyek; pembayaran.
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3) Tersedianya material komunikasi dan
publikasi proyek (multimedia dan Mitigasi:

material cetak).

Penerapan sistem manajemen
proyek optimal, pembekalan
dan pendampingan tim
pelaksana, koordinasi rutin
internal, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi sesuai
jadwal, serta memastikan
kelancaran belanja anggaran
(tidak lebih dari tanggal 5
Desember, laporan keuangan
paling lambat tanggal 15
Desember setiap tahun, dan
project closing dimulai paling
lambat 1 bulan sebelum tanggal

penutupan).

Outcome 5.
Terselenggaranya tata laksana
proyek serta kegiatan yang efektif

dalam mencapai tujuan proyek.

Terlaksana operasional proyek dan dukungan
logistik sesuai rencana kerja dan jadwal

pelaksanaan.

1. Kesiapan project management system (SOP
program, SOP keuangan, ESAP, grievance-
complaint handling, instruksi kerja proyek,
jadwal kerja detail), dan tata laksana logistik
terlaksana dengan baik;

2. Dokumen laporan keuangan;

3. Laporan pengadaan konsultan.

Tidak terjadi keterlambatan
pencairan anggaran.

Mitigasi:

Pengembangan sistem
manajemen proyek
(programatik, SDM, dan
keuangan), pembekalan dan
pendampingan tim pelaksana;
penyusunan periodic expenses
plan didasarkan kepada survei
segala aspek yang berkaitan
dengan kebutuhan operasional
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kantor lapangan yang dilakukan
setiap 1 bulan sebelum
pelaksanaan kegiatan.
Output 5.1 1) Terlaksana Dukungan pelaksanaan 1) Dokumen laporan periodic expenses plan Tidak terjadi keterlambatan
Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik; didasarkan kebutuhan operasional kantor pencairan anggaran.
operasional proyek dan logistik. 2) Tersedianya tim pengelola proyek. lapangan;

2) Kontrak tim pengelola proyek.

Mitigasi:

Pengembangan sistem
manajemen proyek
(programatik, SDM, dan
keuangan), pembekalan dan
pendampingan tim pelaksana;
Penyusunan periodic expenses
plan didasarkan kepada survei
segala aspek yang berkaitan
dengan kebutuhan operasional
kantor lapangan yang dilakukan
setiap 1 bulan sebelum
pelaksanaan kegiatan.
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2.2.Kemajuan dan Pencapaian Masing-masing Output
Tabel 2 Capaian Output
Akumulasi

Output

Indikator dan target tahun
2021

Capaian indikator dan target

sampai saat ini

capaian dan
indikator

Keterangan

Output 1.1. Panitia/Kelompok Kerja
(POKJA) KMHA untuk pengakuan dan
perlindungan tenurial system KMHA
yang dibentuk melalui penetapan SK
Gubernur dan atau Bupati.

1. SKPanitia MHA Kab. Rote
Ndao;

2. SK Panitia dan Pokja KMHA
Kab. Raja Ampat;

3. Dua SOP Pokja;

4. Dua Mekanisme dan rencana

kerja.

1. SKPanitia MHA Kab. Rote
Ndao;

2. SKPanitia dan Pokja KMHA
Kab. Raja Ampat;

3. Dua mekanisme dan rencana
kerja;

4. Laporan kegiatan pelaksanaan.

100%

= SK Bupati Rote Ndao No 304
tahun 2021 ttg Panitia MHA
Kab. Rote Ndao dan Rencana
Kerja Panitia MHA Rote 2021.

= SK Bupati Raja Ampat No
188/48/SK-BRA/VIII/2021 ttg
Pembentukan  Panitia dan
Kelompok Kerja KMHA di SAP
Raja Ampat.

Output 1.2. Hasil Kajian kelayakan
lokasi KMHA yang akan menjadi pilot
activities.

Terlaksana kajian kelayakan
lokasi KMHA bersama
Pokja/Panitia KMHA di TNP-LS
(di Kab. Rote Ndao) dan SAP-KRA
(Kab. Raja Ampat, Distrik Waigeo

Barat daratan).

Sudah dilaksanakan di Rote dan
sedang berjalan di Raja Ampat.

100%

Laporan kajian kelayakan dan
kesepakatan para pihak terhadap
lokasi pilot ativities sudah
disusun.
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Output 1.3. Hasil Kajian tentang
mekanisme kerja tenurial system
KMHA di lokasi pilot activities

Tersusun hasil kajian tentang
mekanisme Kerja tenurial system
KMHA di lokasi pilot activities
(dua KMHA di TNP-LS wilayah
Kabupaten Rote Ndao dan satu
KMHA di SAP-KRA wilayah
Distrik Waigeo Barat, Kabupaten
Raja Ampat).

Laporan pemetaan partisipatif
tenurial system (termasuk marine
tenure) KMHA di dua lokasi
sasaran.

100%

Hasil pemetaan partisipatif
sudah disusun dan dilampirkan
bersama peta wilayah adat.

Output 2.1 Naskah akademis
(kebijakan daerah) pengakuan dan
perlindungan tenurial system KMHA
di lokasi pilot activities.

1) Tersedianya peta wilayah
kelola laut KMHA;
2) Tersedianya naskah

akademis pengakuan dan
perlindungan tenurial system
KMHA di lokasi pilot
activities (dua KMHA di TNP-
LS wilayah Kab. Rote Ndao
dan satu KMHA di SAP-KRA
Distrik Waigeo Barat, Kab.

Raja Ampat).

Peta Wilayah Kelola Adat MHA di
Kabupaten Rote Ndao.

100%

Sudah ada dua dokumen kajian
akademik yang disusun maupun
diserahkan ke panitia KMHA
untuk mendukung pengakuan
wilayah KMHA di dua kabupaten.

Output 2.2. Hasil kajian baseline dan
dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan terhadap pelaksanaan
RBFM.

Tersusunnya kajian baseline dan
dampak sosial ekonomi dan
lingkungan tentang praktik
pengelolaan perikanan secara
berkelanjutan RBFM.

Laporan kajian baseline sosial
ekonomi dan lingkungan di tiga
KMHA tersedia.

100%

= Kajian ini

= Kajian baseline dan Kkajian

dampak pasca proyek sudah
dibuat dan disusun. Kajian
meliputi sosial, ekonomi, sosial
dan budaya yang ada di tiga
KMHA di tingkat desa.

menggunakan
metode survei KAP, survey
rumah tangga, analisis gender,
dan juga analisa data secara

kuantitatif maupun kualitatif.
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Input data sudah diselesaikan di
tahun 2020 untuk baseline dan
dampak di Maret 2022.

Output 2.3 Dukungan terhadap kajian | 1) Tersedianya hasil kajian Sudah dilakukan untuk workshop 100% = Dokumen laporan kajian
ekonomi dan biologi di tingkat bioekonomi yang menjadi diseminasi untuk trip satu dan bioekonomi.
nasional yang menjadi masukan masukan dalam rencana sedang berjalan untuk kajian trip * Kompilasi data primer.
dalam rencana pengelolaan input, pengelolaan input, output, kedua.
and process control, untuk
output, and process control untuk Sumber daya udang;
sumber daya udang di WPP 718. 2) Tersedianya data primer
sumber daya udang di WPP
718.
Output 2.4 Tersedianya kajian bio-ekonomi Laporan kegiatan workshop 100% = Sudah dilakukan workshop dan
Hasil kajian bio-ekonomi sederhana sederhana di dua lokasi KMHA bioekonomi sederhana di tiga pelaksanaan kajian bioekonomi
di dua lokasi KMHA sasaran bagi sasaran bagi rencana RB-SFM) KMHA; sederhana di tiga KMHA dengan
rencana RB-SFM. memuat harvest measure control Laporan kajian bio-ekonomi peserta perwakilan dari
perikanan ikan karang -- dengan sederhana di tiga lokasi KMHA kelompok  masyarakat  di
memadukan input, process, and sasaran bagi rencana RB-SFM) masing-masing desa/kampung
output control. memuat  harvest  measure (Pokmaswas, Pokdakan,
control perikanan ikan karang-- Poklahsar, dan KUB).
dengan memadukan input, = Laporan kajian bioekonomi
process, and output control. sudah selesai.
Output 2.5 Rencana pengelolaan Tersedianya rencana pengelolaan Dokumen rencana pengelolaan 100% = Sudah terbentuk kelompok di

perikanan berkelanjutan berbasis
hak (right-based sustainable fisheries
management atau RB-SFM).

perikanan berkelanjutan berbasis
hak (right-based sustainable
fisheries management atau RB-
SFM).

perikanan berkelanjutan
berbasis hak (right-based
sustainable fisheries
management atau RB-SFM)
tersedia di tiga KMHA;
Kesepakatan kelompok/aturan
KMHA/peraturan kampung

tiga KMHA dengan pembagian
kelompok perikanan tangkap,

pengawas, budi daya, dan
pengolahan hasil tangkapan
ikan.

FGD Finalisasi Rencana

Pengelolaan RB-SFM bersama
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atau naskah kebijakan tentang
terapan RBFM di tiga KMHA.

BKKPN Kupang Satker Raja
Ampat dan Rote Ndao.

Dokumen pendukung berupa
draf peraturan desa dan
peraturan kampung di tiga
kampung yang akan dikawal
DMPD/DPMK untuk konsultasi
dengan Kabag Hukum ke

depannya.

Output 3.1 Kemitraan dalam tata
kelola perikanan karang dan
pengolahan hasil tangkapan oleh
kelompok dampingan KMHA dengan
prinsip RB-SFM, melalui kemitraan
usaha dengan pelaku usaha
perikanan.

Berkembangnya kemitraan dalam
tata kelola perikanan karang dan
pengolahan hasil tangkapan oleh
KMHA
dengan prinsip RB-SFM, melalui

kelompok dampingan

kemitraan usaha dengan pelaku
usaha perikanan.

1. Dokumen kemitraan tata kelola

perikanan karang oleh Pokmas
KMHA dengan prinsip RB-SFM
yang didukung pelaku usaha
perikanan tersedia;
Dokumen kemitraan
pengolahan hasil tangkapan
oleh kelompok dampingan
KMHA dengan prinsip RB-SFM
yang didukung pelaku usaha

perikanan tersedia.

100%

Kesepakatan dukungan
kemitraan dengan dibangunnya
rumah olah di Waisai untuk
workshop peningkatan sumber
daya manusia di kampung.
Kesepakatan dukungan
kemitraan dengan dibangunnya
rumah olah di Oelua dan
Sotimori.

DPMD

untuk membeli abon ikan dari

Kesepakatan dengan
hasil olahan kelompok
dampingan melalui anggaran
bentuk

sinergi dan dukungan program

dana desa sebagai
penanganan stunting.
Ada dokumen PKS kemitraan
baik di Rote Ndao maupun di
Raja Ampat untuk kerja sama
dan pendampingan dengan
dinas terkait.
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Output 3.2. SDM KMHA dampingan 1) Terimplementasinya tata 1. Pertemuan bulanan kelompok 100% Kegiatan pendampingan
dalam menerapkan tata kelola kelola perikanan karang oleh RBSFM; penggunaan peralatan pendukung
perikanan karang dengan prinsip RB- kelompok dampingan KMHA Modul pelatihan penguatan RB-SFM:
SFM yang ditingkatkan dan sarana dengan prinsip RB-SFM; kapasitas tersedia; 1. Sosialisasi dan menyepakati
pengembangan usaha. 2) Terbangunnya kapasitas Laporan pendampingan tiga aturan pemakaian peralatan
(pengetahuan dan peralatan KMHA untuk implementasi pendukung RB-SFM.
pendukung usaha perikanan) RBSFM oleh kelompok 2. Pendampingan instalasi dan
kelompok dampingan KMHA dampingan KMHA tersedia; penggunaan peralatan
dalam penerapan RB-SFM; Pelaksanaan pengadaan alat pendukung RB-SFM.
3) Tersedianya peralatan pendukung RB-SFM; 3. BAST peralatan pendukung
pendukung untuk kelompok Mekanisme dan SOP pemakaian RB-SFM.
masyarakat. peralatan pendukung RB-SFM; 4. Pendampingan penggunaan
Pengawasan untuk perikanan peralatan pendukung.
tangkap di Rote Ndao dan Raja
Ampat: Pertemuan Bulanan
Pokmaswas/ Manaholo.
Output 3.3. KMHA dampingan Terimplementasinya pengolahan Pertemuan bulanan kelompok 100% Kegiatan pendampingan
menerapkan pengolahan hasil hasil tangkapan oleh kelompok pengolah dan pemasar; penggunaan peralatan
tangkapan dengan prinsip RB-SFM dampingan KMHA dengan prinsip Modul pelatihan penguatan pendukung pengolahan hasil
serta memiliki kapasitas dalam RB-SFM, serta menguatnya kapasitas tersedia; tangkapan:
pengolahan hasil tangkapan. kapasitas kelompok dampingan Laporan pendampingan tiga 1. Sosialisasi dan menyepakati

KMHA dalam pengolahan hasil
tangkapan.

KMHA untuk implementasi
pengolahan hasil tangkapan
oleh kelompok dampingan
KMHA dengan prinsip RB-SFM;
Laporan pelaksanaan
pengadaan peralatan
pendukung pengolahan hasil
tangkapan;

Mekanisme dan SOP
pemakaian peralatan

aturan pemakaian peralatan
pendukung pengolahan hasil
tangkapan.

Pendampingan instalasi dan
penggunaan peralatan
pendukung pengolahan hasil
tangkapan.
Penitipan peralatan
pendukung pengolahan hasil

tangkapan.
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pendukung pengolahan hasil

4. Pendampingan penggunaan

tangkapan. peralatan pendukung.
Output 3.4. Dokumen hasil Tersedianya pembelajaran dari 1. Laporan kegiatan monitoring 100% Dokumen BMPs telah tersusun
pembelajaran dari pilot activities di pilot activities di TNP-LS dan SAP- dan evaluasi pilot activities di dan telah tercetak, di antaranya
TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil KRA dari hasil monitoring dan tiga KMHA; BMP Pengakuan dan
monitoring dan evaluasi berupa best | evaluasi berupa best management | 2. Dokumentasi praktik Perlindungan KMHA, BMP RBFM,
management practices (BMPs). practices (BMPs). pembelajaran: BMP RPP Berbasis Hak, dan BMP
a. BMP tentang pengakuan Kemitraan.
dan perlindungan KMHA;
b. BMP tentang RBFM;
c. BMP tentang RPP berbasis
hak;
d. BMP tentang kemitraan
mendukung penerapan
RBFM dan sustainable
fisheries.
Output 3.5. Dokumen pembelajaran Terealisasinya dukungan Sudah dilakukan kegiatan workshop 100% Sudah ada laporan kegiatan
dari pilot activities di TNP-LS dan pemerintah daerah (Kab. Rote diseminasi BMPs untuk sosialisasi workshop diseminasi BMPs serta
SAP-KRA didukung oleh pemerintah Ndao, Pemda NTT, Kab. Raja dan adopsi komitmen BMPs. dukungan untuk adopsi BMPs.
daerah sasaran. Ampat, Pemda Papua Barat)
terhadap 4 (empat) best
management practices (BMPs)
yang dihasilkan proyek.
Output 4.1 Dukungan kegiatan 1) Tersedianya laporan monev 1. Laporan monev dan spot check 100% Untuk melaksanakan proyek, PILI

monitoring, evaluasi, dan pelaporan
periodik - serta audit proyek.

dan spot check lapangan;
2) Tersedianya dokumentasi
material komunikasi;
3) Tersedianya struktur tim
pelaksana proyek.

lapangan.

2. Dokumentasi material

komunikasi.

3. Laporan kegiatan proyek

hingga 2022.

telah merekrut dan memobilisasi

konsultan proyek yang terdiri

dari:

1. Koordinator utama lapangan
(Nur Indah Ristiana)

2. Koordinator site Rote Ndao
(Ajeng Miranti Putri)
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3. Asisten koordinator site Rote
Ndao (Berliansah Nikin)

4. Asisten koordinator site Raja
Ampat (Hasim Andi Taufig)

5. Media (Nieko Octavi S.)

6. Administrasi dan keuangan
lapangan Raja Ampat (Siti
Suprehatin)

7. Asisten bendahara (Melda
Yanti)

8. Tenaga ahli ESSF dan monev
(Andrea Aditya)

9. CO-Lokal Rote Ndao (Abdur
Rahman Mau dan Arifin
Pratama Lolok)

10. CO-Lokal Raja Ampat
(Raimod F. Dimara)

11. Procurement specialist
(Bambang Supriadi)

Output 5.1 Dukungan pelaksanaan 1) Terlaksananya dukungan Dukungan pelaksanaan 100% Tim manajemen proyek yang

operasional proyek dan logistik.

pelaksanaan operasional
proyek dan logistik;
2) Tersedianya tim pengelola

proyek.

operasional proyek dan
logistik;

Tersedianya tim pengelola
proyek;

Struktur tim pelaksana proyek;
Kontrak tim pelaksana proyek
dan konsultan.

didukung oleh proyek:
1. Manajer program
2. Bendahara proyek,
yang  telah direkrut  dan
dimobilisasi sejak 14 Agustus
2020.
PILI dalam melaksanakan proyek
COREMAP-CTI Paket 6 memiliki
kantor proyek di Bogor dan
kantor lapangan/mess di Kupang,
dan Waisai yang operasionalnya
didukung oleh proyek COREMAP-
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Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022
27




|

A

Kementerian PPN/
Ba, ppenas Indonesia Climate Change Trust Fund

2.3.Hambatan dalam Pencapaian Output dan Upaya Mengatasi

Secara umum hambatan yang ada:

Pandemi membatasi pergerakan dan juga proses berkumpulnya para pihak. Untuk
mengatasinya, perlu strategi pertemuan skala kecil dan terbatas dengan jadwal
paralel. Selain itu, perlu ada edukasi untuk penerapan protokol kesehatan di
masyarakat. Pertemuan juga dapat dilakukan secara formal maupun informal.
Keterlambatan proses pencairan dana proyek telah banyak mempengaruhi
pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, ada tuntutan serapan dana program sebagai salah
satu indikator efektivitas program. Walau telah diatasi dengan prefinance, hal ini
sedikit banyak mempengaruhi strategi prioritas pelaksanaan kegiatan.

Perubahan personil dan posisi pengelola proyek ini sesuai dengan rencana kegiatan
dan anggaran yang sudah dirancang terkait dengan biaya kemahalan dan
penyesuaian protokol kesehatan di masa pandemi, sehingga proyek bisa berjalan
baik seperti yang diharapkan. Solusi utama update kondisi di lapangan dan dilakukan
monitoring dan evaluasi berkala untuk memudahkan mencari pendekatan lain dan
modifikasi kegiatan yang diperlukan dan mencapai output yang diharapkan.
Legalisasi bagian hukum memerlukan proses formal: diskusi dan meeting yang
menghadirkan Sekda (tertunda dengan adanya PPKM) di kedua kabupaten. Selain itu,
bergantinya personil di Kabag Perundangan Kabupaten Raja Ampat juga menjadi
kendala dalam proses legalisasi.

Perbedaan persepsi tentang mekanisme pengakuan KMHA di beberapa kelompok
sesuai pemahaman masing-masing stakeholder dan aturan yang dianut. Upaya
mengatasinya adalah dengan melakukan pertemuan untuk diskusi dan duduk
bersama untuk menyamakan persepsi.

Dinamika kelompok sebagai salah satu perkembangan organisasi tingkat tapak perlu
pendampingan intensif dan membangun komunikasi efektif antar pihak baik internal
anggota kelompok maupun para pihak karena masih proses memahami perlunya
berkelompok dan berorganisasi.

Perlu kegiatan pendukung untuk mengawal penguatan kelembagaan di tingkat tapak
sambil berjalannya proses edukasi dan awareness kepada masyarakat untuk
memelihara sarana dan prasarana yang diberikan dan disesuaikan dengan rencana

pengelolaan perikanan berbasis hak di masing-masing KMHA.

Kegiatan untuk mengawal penguatan kelembagaan di tingkat kampung/desa
memerlukan intensitas dan komunikasi yang kontinyu, namun durasi project cukup

singkat untuk bisa melanjutkan pendampingan hingga kelompok ini bisa mandiri.
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e Kondisi geografis di Raja Ampat menyebabkan kegiatan di lokasi project sangat

tergantung dengan cuaca dan musim angin. Ketika musim angin barat, kegiatan
pendampingan tidak bisa dilakukan secara optimal. Peralatan harus disimpan di

tempat yang aman, jika tidak akan terbang oleh angin kencang dan rusak karena

badai.

2.4.Penyerapan Anggaran

Dari dana anggaran 2021 yang diberikan dan jumlah serapan maka dapat dilihat
dibawah ini untuk perhitungannya:
Dari dana yang telah diturunkan pada termin 1 s.d. 5 sebesar :Rp7.830.615.596

Total pengeluaran : Rp8.423.982.391
Sisa anggaran :-
Persentase serapan anggaran 100 %

Adapun detail penggunaan anggaran ada dalam matriks berikut ini:
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Tabel 3 Matriks Serapan Output Vs Program

Matriks Output Vs ProgramTahun 2020

Indonesia Cimate Change Trust Fund

ICCTF W&l /X]
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2020 indikator/target Realisasi 2020 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2020
(%) (IDR) (USD) (IDR) (USD)
1 Output 1.1 Panitia/Kelompok 3,80% 1,90% 1. Tim formatur 1. 1 tim formatur POKJA 80% 519.057.000 36.306 232.498.978 16.347
Kerja (POKJA) KMHA untuk terbentuk KMHA di kabupaten
p kuan dan perli Raja Ampat
te.nurlal system l_(MHA yang 2. Draft Sk pokja 2. Dua Draft SK Pokja
dibentuk melalui penetap.an SK tersedia tersedia untuk dua
Gubernur dan atau Bupati kabupaten
3. 4 kali di RAB awal, 3. 9 Serial meeting di 2
Serial meeting/FGD lokasi (Kabupaten Raja
penyusunan mekanisme | Ampat dan Rote Ndao )
kerja dan SOP
4. 1 kick off meeting 4. 1 Kick off Meeting
terlaksana
2 Output 1.2 Hasil kajian 3,80% 3,80% 1. Laporan kajian 1. Laporan kajian 100% 291.623.041 20.398 291.623.041 20.503
kelayakan lokasi KMHA yang kelayakan kelembagaan | kelayakan sudah
akan menjadi pilot activities KMHA di dua lokasi tersedia di dua lokasi
tersedia
2. Kesepakatan lokasi 2. Berita acara
pilot di 3 KMHA kesepakatan lokasi pilot
di 3 KMHA sudah
tersedia
3 Output 1.3 Hasil kajian tentang 5% 5% 1. Laporan kajian 1. Laporan kajian 100% 445.229.446 31.142 445.229.446 31.303
mekanisme kerja tenurial pemetaan partisipatif pemetaan partisipatif
system KMHA di lokasi pilot (tenurial system) (tenurial system) di tiga
activities lokasi sudah tersedia
2. Peta tenurial sistem 2. Peta tenurial sistem
untuk pengelolaan untuk pengelolaan
perikanan di 3 KMHA perikanan di 3 KMHA
sudah tersedia
4 Output 2.2 Hasil kajian baseline 3,80% 1,50% 1 Draft laporan kajian 1. Draft laporan kajian 80% 186.117.641 13.018 115.734.446 8.137
dan dampak sosial, ekonomi, baseline sosial ekonomi | baseline sosial ekonomi
dan lingkungan terhadap dan lingkungan di 3 lingkungan di 3 KMHA
pelak RBFM KMHA tersedia tersedia
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2020 indikator/target Realisasi 2020 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2020
(%) (IDR) (USD) (IDR) (USD)
5 Dukungan terhadap kajian 3,80% 3,80% 1. Laporan hasil kajian 1. Laporan hasil kajian 100% 287.762.000 20.128 287.762.000 20.232
ekonomi dan biologi di tingkat bioekonomi yang bioekonomi yang
nasional yang menjadi menjadi masukan dalam | menjadi masukan dalam
masukan dalam rencana rencana pengelolaan rencana pengelolaan
pengelolaan input, output and input, output dan proses | input, output dan proses
process control untuk sumber control untuk Sumber control untuk Sumber
daya udang di WPP 718 daya udang tersedia daya udang tersedia
2.laporan analisa dan 2.laporan analisa dan
modeling data tersedia modeling data tersedia
3. workshop kajian awal | 3. workshop kajian awal
bioekonomi udang di bioekonomi udang di
WPP 718 tersedia WPP 718 tersedia
6 Output 2.4 Hasil kajian bio- 3,80% 0,20% 1. Laporan kegiatan 1. laporan Workshop bio 80% 12.794.000 895 12.794.000 900
ekonomi sederhana di 2 lokasi Workshop bio ekonomi ekonomi untuk metode
KMHA sasaran bagi rencana RB- sederhana di 3 KMHA pendekatan sederhana
SFM di 3 KMHA sudah
2. Laporan kajian bio- tersedia
ekonomi sederhana di 3
lokasi KMHA sasaran
bagi rencana RB-SFM)
memuat harvest
measure control
perikanan ikan karang --
dengan memadukan
input, process and
output control
7 Output 3.2 SDM KMHA 2% 0.2% 1. Identifikasi 1. Identifikasi 100% 18.509.400 1.295 18.509.400 1.301
dampingan dalam menerapkan pengadaan alat pengadaan alat
tata kelola perikanan karang dukungan untuk tata dukungan untuk tata
dengan prinsip RB-SFM yang kelola perikanan kelola perikanan
ditingkatkan dan sarana tersedia
pengembangan usaha
2. List pengadaan alat 2. List pengadaan alat
tersedia
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2020 indikator/target Realisasi 2020 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2020
(%) (IDR) (USD) (IDR) (USD)
8 Output 3.3 KMHA dampingan 2% 0.2% 1. Identifikasi 1. Identifikasi 100% 12.649.200 885 12.649.200 889
menerapkan pengolahan hasil pengadaan alat pengadaan alat
tangkapan dengan prinsip RB- dukungan pengolahan dukungan untuk tata
SFM serta memiliki kapasitas hasil tangkapan untuk kelola perikanan
dalam pengolahan hasil tata kelola perikanan tersedia
tangkapan
2. List pengadaan alat 2. List pengadaan alat
tersedia
9 Dukungan kegiatan monitoring, 5% 5% 1. Laporan monev dan 1. Laporan monev dan 100% 379.497.178 26.544 379.497.178 26.682
evaluasi, dan pelaporan spot check lapangan spot check lapangan
periodik - serta audit proyek tersedia
2. dokumentasi material | 2.dokumentasi material
komunikasi komunikasi tersedia
3. Laporan kegiatan 3. Laporan kegiatan
proyek proyek tersedia
10 Output 5.1 Terselenggaranya 5% 5% 1. Dukungan 1. Dukungan 100% 100.634.144 7.039 100.634.144 7.075
tata laksana proyek serta pelaksanaan operasional | pelaksanaan
kegiatan yang efektif dalam proyek dan logistik operasional proyek dan
mencapai tujuan proyek logistik tersedia
2. Tersedianya tim 2. Tersedianya tim
pengelola proyek pengelola proyek
tersedia
3. Struktur tim 3. Struktur tim
pelaksana proyek pelaksana proyek
tersedia
4. Kontrak tim 4. Kontrak tim
pelaksana proyek dan pelaksana proyek dan
konsultan konsultan tersedia

Matriks Output Vs ProgramTahun 2021
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2021 indikator/target Realisasi 2021 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2021
(%) (IDR) (USD) (IDR) (USD)
1 Output 1.1 Panitia/Kelompok Kerja 3,80% 1,90% 1. 2 SK Pokja 1. SKPanitia MHA 100% 282.835.243 20.164 282.835.242 20.164
(POKJA) KMHA untuk pengakuan (Kabupaten Rote Kab. Rote Ndao
dan perlindungan tenurial system Ndao dan Raja
KMHA yang dibentuk melalui Ampat)
penetapan SK Gubernur dan atau 2.2 SOP Pokja 2. SK Panitia dan
Bupati Pokja KMHA Kab.
Raja Ampat
3.2 Mekanisme dan 3. 2 Mekanisme dan
rencana kerja rencana kerja
4. Laporan kegiatan
pelaksanaan
2 Output 2.1 Naskah akademis 1. Peta wilayah Peta wilayah kelola 100% 88.337.582 6.298 88.337.582 6.298
(kebijakan daerah) p k dan kelola laut KMHA adat di Kabupaten
perlindungan tenurial sy KMHA 2. Naskah akademik Rote Ndao
di lokasi pilot activities di kabupaten Rote
Ndao dan Raja Ampat
3 Output 2.2 Hasil kajian baseline dan 3,80% 1,50% 1 Draft laporan kajian | 1.Laporan laporan 100% 62.436.900 4451 62.436.900 4451
dampak sosial, ekonomi, dan baseline sosial kajian baseline sosial
lingkungan terhadap pelaksanaan ekonomi dan ekonomi lingkungan
RBFM lingkungan di 3 di 3 KMHA tersedia
KMHA tersedia
4 Output 2.4 Hasil kajian bio-ekonomi 3,80% 0,20% 1. Laporan kegiatan 1. Laporan kegiatan 100% 333.027.708 23.742 333.027.708 23.742
sederhana di 2 lokasi KMHA sasaran Workshop bio Workshop bio
bagi rencana RB-SFM ekonomi sederhana ekonomi sederhana di
di 3 KMHA 3 KMHA
2. Laporan kajian bio- | 2. Laporan kajian bio-
ekonomi sederhana ekonomi sederhana di
di 3 lokasi KMHA 3 lokasi KMHA
sasaran bagi rencana | sasaran bagirencana
RB-SFM) memuat RB-SFM) memuat
harvest measure harvest measure
control perikanan control perikanan
ikan karang -- dengan | ikan karang -- dengan
memadukan input, memadukan input,
process and output process and output
control control
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2021 indikator/target Realisasi 2021 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2021
(%) (IDR) (USD) (IDR) (USD)
5 Output 2.5 Rencana pengelolaan 3,80% 1. Dokumen rencana 1. Dokumen rencana 100% 645.097.415 45.990 645.097.415 45.990
perikanan berkelanjutan berbasis pengelolaan pengelolaan
hak (Right-based sustainable perikanan perikanan
fisheries management atau RB-SFM) berkelanjutan berkelanjutan
berbasis hak (Right- berbasis hak (Right-
Based Sustainable Based Sustainable
Fisheries Fisheries
Management atau Management atau RB-
RB-SFM) tersedia di 3 | SFM) tersedia di 3
KMHA KMHA
2. Kesepakatan 2. Kesepakatan
kelompok/aturan kelompok/aturan
KMHA/Peraturan KMHA/Peraturan
Kampung atau Kampung atau naskah
naskah kebijakan kebijakan tentang
tentang terapan terapan RBFM di 3
RBFM di 3 KMHA KMHA
6 Output 3.1 Kemitraan dalam tata 2% 1. Dokumen 1. Dokumen 100% 74.810.500 5.333 74.810.500 5.333

kelola perikanan karang dan

p lahan hasil t: oleh
kelompok dampingan KMHA deng
prinsip RB-SFM, melalui kemitraan
usaha dengan pelaku usaha

perikanan

kemitraan tata kelola
perikanan karang
oleh kelompok
dampingan KMHA
dengan prinsip RB-
SFM yang didukung
pelaku usaha
perikanan tersedia;
2.Dokumen
kemitraan
pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan
prinsip RB-SFM yang
didukung pelaku
usaha perikanan
tersedia ;

kemitraan tata kelola
perikanan karang
oleh kelompok
dampingan KMHA
dengan prinsip RB-
SFM yang didukung
pelaku usaha
perikanan tersedia;
2.Dokumen
kemitraan
pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan prinsip
RB-SFM yang
didukung pelaku
usaha perikanan
tersedia ;

Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022

34




| 2

A

Bappenas

Kementerian PPN/

ICCTF

Indonesia Cimate Change Trust Fund

2. Modul pelatihan
penguatan kapasitas
tersedia

3. Laporan pelatihan
penguatan kapasitas
(pengetahuan dan
peralatan pendukung
usaha perikanan)
kelompok dampingan
KMHA dalam
pengolahan hasil
tangkapan

2) Modul pelatihan
penguatan kapasitas
tersedia

3) Laporan
pendampingan 3
KMHA untuk
implementasi
pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan prinsip
RB-SFM ersedia

4) Pelaksanaan
Pengadaan alat
pendukung RB-SFM

5) Mekanisme dan
SOP Pemakaian
Peralatan Pendukung
RB-SFM.

6) Pengawasan
untuk perikanan
tangkap di Rote Ndao:
Pertemuan Bulanan
Pokmaswas/
Manaholo.

No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2021 indikator/target Realisasi 2021 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2021
(%) (IDR) (USD) (IDR) (USD)
7 Output 3.2 SDM KMHA dampingan 2% 0.2% 1) Laporan 1) Pertemuan 100% 1.368.334.525 97.550 1.368.334.525 97.550
dalam menerapkan tata kelola pendampingan 3 bulanan Kelompok.
perikanan karang dengan prinsip KMHA untuk
RB-SFM yang ditingkatkan dan implementasi
sarana pengembangan usaha pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan
prinsip RB-SFM
ersedia;
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2021 indikator/target Realisasi 2021 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2021
(%) (IDR) (USD) (IDR) (USD)
8 Output 3.3 KMHA dampingan 2% 0.2% 1) Laporan 1) Pertemuan 100% 760.358.677 54.207 760.358.677 54.207
menerapkan pengolahan hasil pendampingan 3 bulanan Kelompok
tangkapan dengan prinsip RB-SFM KMHA untuk Pengolahan.
serta memiliki kapasitas dalam implementasi
pengolahan hasil tang} pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan
prinsip RB-SFM
ersedia;
2. Modul pelatihan 2) Modul pelatihan
penguatan kapasitas penguatan kapasitas
tersedia tersedia.
3. Laporan pelatihan 3) Laporan
penguatan kapasitas pendampingan 3
(pengetahuan dan KMHA untuk
peralatan pendukung | implementasi
usaha perikanan) pengolahan hasil
kelompok dampingan | tangkapan oleh
KMHA dalam kelompok dampingan
pengolahan hasil KMHA dengan prinsip
tangkapan RB-SFM.
4) Laporan
Pelaksanaan
pengadaan peralatan
pendukung
pengolahan hasil
tangkapan.
5) Mekanisme dan
SOP pemakaian
peralatan pendukung
pengolahan hasil
tangkapan.
9 Output 3.4 Dokumen hasil 2% 1. Laporan kegiatan 1. Laporan kegiatan 100% 204.755.600 14.597 204.755.600 14.597
pembelajaran dari pilot activities di monitoring dan monitoring dan
TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil evaluasi pilot evaluasi pilot
activitiesdi 3 KMHA activitiesdi 3 KMHA
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2021 indikator/target Realisasi 2021 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2021
(%) (IDR) (USD) (IDR) (USD)
monitoring dan evaluasi berupa 2. Dokumentasi 2. Dokumentasi
best management practices (BMPs) praktik pembelajaran | praktik pembelajaran
a. BMP tentang a. BMP tentang
pengakua dan pengakua dan
perlindungan KMHA perlindungan KMHA
b. BMP tentang b. BMP tentang
sustainable fisheries sustainable fisheries
c. BMP tentang RBFM
-KMHA
d. BMP kemitraan
mendukung terapan
RBFM dan
sustainable fisheries
10 Output 4.1 Dukungan kegiatan 5% 5% 1. Laporan monev 1. Laporan monev 100% 1.129.213.055 80.503 1.129.213.055 80.503
monitoring, evaluasi, dan pelaporan dan spot check dan spot check
periodik - serta audit proyek lapangan lapangan
2. dokumentas 2. dokumentas
material komunikasi material komunikasi
3. Struktur tim 3. Struktur tim
pelaksana proyek pelaksana proyek
4. Laporan
pembelajaran proyek
11 Output 5.1 Terselenggaranya tata 5% 5% 1. Dukungan 1. Dukungan 100% 291.750.606 20.774 291.750.606 20.774
laksana proyek serta kegiatan yang pelaksanaan pelaksanaan
efektif dalam mencapai tujuan operasional proyek operasional proyek
proyek dan logistik dan logistik
2. Tersedianya tim 2. Tersedianya tim
pengelola proyek pengelola proyek
3. Struktur tim 3. Struktur tim
pelaksana proyek pelaksana proyek
4. Kontrak tim 4. Kontrak tim
pelaksana proyek dan | pelaksana proyek dan
konsultan konsultan

Matriks Output Vs ProgramTahun 2022
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kelola perikanan karang dan

p lahan hasil t: oleh
kelompok dampingan KMHA d
prinsip RB-SFM, melalui kemitraan
usaha dengan pelaku usaha
perikanan

kemitraan tata kelola
perikanan karang
oleh kelompok
dampingan KMHA
dengan prinsip RB-
SFM yang didukung
pelaku usaha
perikanan tersedia;
2.Dokumen
kemitraan
pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan prinsip
RB-SFM yang
didukung pelaku
usaha perikanan
tersedia ;

kemitraan tata kelola
perikanan karang
oleh kelompok
dampingan KMHA
dengan prinsip RB-
SFM yang didukung
pelaku usaha
perikanan tersedia;
2.Dokumen kemitraan
pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan prinsip
RB-SFM yang
didukung pelaku
usaha perikanan
tersedia ;

No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2022 indikator/target 2022 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2022
(%) Realisasi (IDR) (USD) (IDR) (USD)
1 Output 2.1 Naskah akademis 1. Peta wilayah kelola | Peta wilayah kelola 100% 296.891.373 21.071 296.891.373 21.071
(kebijakan daerah) p K dan laut KMHA adat di Kabupaten
perlind tenurial sy KMHA 2. Naskah akademik Rote Ndao
di lokasi pilot activities di kabupaten Rote
Ndao dan Raja Ampat
2 Output 2.2 Hasil kajian baseline dan 3,80% 1,50% 1 Draft laporan kajian | 1.Laporan laporan 100% 189.849.890 13.474 189.849.890 13.474
dampak sosial, ekonomi, dan baseline sosial kajian baseline sosial
lingkungan terhadap pelaksanaan ekonomi dan ekonomi lingkungan
RBFM lingkungan di 3 di 3 KMHA tersedia
KMHA tersedia
3 Output 3.1 Kemitraan dalam tata 2% 1. Dokumen 1. Dokumen 100% 30.086.287 2.135 30.086.287 2.135
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pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan prinsip
RB-SFM tersedia;

2. Modul pelatihan
penguatan kapasitas
tersedia

3. Laporan pelatihan
penguatan Kapasitas
(pengetahuan dan
peralatan pendukung
usaha perikanan)
kelompok dampingan
KMHA dalam
pengolahan hasil
tangkapan

2) Modul pelatihan
penguatan kapasitas
tersedia

3) Laporan
pendampingan 3
KMHA untuk
implementasi
pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan prinsip
RB-SFM ersedia

4) Pelaksanaan
Pengadaan alat
pendukung RB-SFM

5) Mekanisme dan
SOP Pemakaian
Peralatan Pendukung
RB-SFM.

6) Pengawasan
untuk perikanan
tangkap di Rote Ndao:
Pertemuan Bulanan
Pokmaswas/
Manaholo.
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2022 indikator/target 2022 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2022
(%) Realisasi (IDR) (USD) (IDR) (USD)
4 Output 3.2 SDM KMHA dampingan 2% 0.2% 1) Laporan 1) Pertemuan 100% 121.923.011 8.653 121.923.011 8.653
dalam menerapkan tata kelola pendampingan 3 bulanan Kelompok.
perikanan karang dengan prinsip RB- KMHA untuk
SFM yang ditingkatkan dan sarana implementasi
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2022 indikator/target 2022 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2022
(%) Realisasi (IDR) (USD) (IDR) (USD)
5 Output 3.3 KMHA dampingan 2% 0.2% 1) Laporan 1) Pertemuan 100% 94.490.475 6.706 94.490.475 6.706
menerapkan pengolahan hasil pendampingan 3 bulanan Kelompok
tangkapan dengan prinsip RB-SFM KMHA untuk Pengolahan.
serta memiliki kapasitas dalam implementasi
pengolahan hasil tangk pengolahan hasil
tangkapan oleh
kelompok dampingan
KMHA dengan prinsip
RB-SFM ersedia;
2. Modul pelatihan 2) Modul pelatihan
penguatan kapasitas penguatan kapasitas
tersedia tersedia.
3. Laporan pelatihan 3) Laporan
penguatan kapasitas pendampingan 3
(pengetahuan dan KMHA untuk
peralatan pendukung | implementasi
usaha perikanan) pengolahan hasil
kelompok dampingan | tangkapan oleh
KMHA dalam kelompok dampingan
pengolahan hasil KMHA dengan prinsip
tangkapan RB-SFM.
4) Laporan
Pelaksanaan
pengadaan peralatan
pendukung
pengolahan hasil
tangkapan.
5) Mekanisme dan
SOP pemakaian
peralatan pendukung
pengolahan hasil
tangkapan.
6 Output 3.4 Dokumen hasil 2% 1. Laporan kegiatan 1. Laporan kegiatan 100% 117.547.276 8.343 117.547.276 8343
pembelajaran dari pilot activities di monitoring dan monitoring dan
TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil evaluasi pilot evaluasi pilot
monitoring dan evaluasi berupa best activitiesdi 3 KMHA activitiesdi 3 KMHA
management practices (BMPs) 2. Dokumentasi
praktik pembelajaran
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2022 indikator/target 2022 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2022
(%) Realisasi (IDR) (USD) (IDR) (USD)
a. BMP tentang
pengakua dan
perlindungan KMHA
b. BMP tentang
sustainable fisheries
c. BMP tentang RBFM
-KMHA
d. BMP kemitraan
mendukung terapan
RBFM dan sustainable
fisheries
7 Output 3.5 Dokumen pembelajaran 2% 1) Laporan kegiatan 1) Laporan kegiatan 100% 45.755.000 3.247 45.755.000 3.247
dari pilot activities di TNP-LS dan lokakarya dukungan Workshop Desiminasi
SAP-KRA didukung oleh pemerintah pemerintah daerah terhadap 4 (tiga) best
daerah sasaran (Kab. Rote Ndao, management
Pemda NTT, Kab. Raja | practices (BMPs) yang
Ampat, Pemda Papua | dihasilkan proyek
Barat) terhadap 4 2. Dokumen
(tiga) best dukungan para pihak
management terkait komitmen
practices (BMPs) untuk mengadopsi 4
yang dihasilkan BMPs
proyek
2. Dokumen
dukungan para pihak
terkait komitmen
untuk mengadopsi 4
BMPs
8 Output 4.1 Dukungan kegiatan 5% 5% 1. Laporan monev 1. Laporan monev dan 100% 341.946.290 24.269 341.946.290 24.269
monitoring, evaluasi, dan pelaporan dan spot check spot check lapangan
periodik - serta audit proyek lapangan
2. dokumentas 2. dokumentas
material komunikasi material komunikasi
3. Struktur tim 3. Struktur tim
pelaksana proyek pelaksana proyek
4. Laporan
pembelajaran proyek
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No Output Bobot Bobot Indikator/Target Realisasi capaian % Budget AWP Budget Budget Budget
output output Output 2022 indikator/target 2022 AWP Expenditure Expenditure
(%) realisasi 2022
(%) Realisasi (IDR) (USD) (IDR) (USD)
9 Output 5.1 Terselenggaranya tata 5% 5% 1. Dukungan 1. Dukungan 100% 47.958.000 3.404 47.958.000 3.404

laksana proyek serta kegiatan yang
efektif dalam mencapai tujuan
proyek

pelaksanaan
operasional proyek
dan logistik

2. Tersedianya tim
pengelola proyek

3. Struktur tim
pelaksana proyek

4. Kontrak tim
pelaksana proyek dan
konsultan

pelaksanaan
operasional proyek
dan logistik

2. Tersedianya tim
pengelola proyek

3. Struktur tim
pelaksana proyek

4. Kontrak tim
pelaksana proyek dan
konsultan
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3. INFOGRAFIS HASIL PROGRAM

3.1.Sarana dan Prasarana

& iccTF W

COREMAP-CTI

Berikut adalah sarana dan prasarana pendukung RBFM dan pengolahan hasil
perikanan yang diberikan di tiga KMHA beserta distribusinya:

Pengadaan Alat Pendukung
Paket & The Coral Reef Rehabilitation and Management Program

NAMA DAN JUMLAH ASET

KELOMPOK PENERIMA ASET :

-
Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) ' NAMA ALAT JUMLAH koNEM
Alat Pancing 2630t ot
RBSFM & PENGOLAHAN HASIL TANGKAP : — . ‘a3
Alst pengering ikan mekanis sistem udara hembus  10unit Senis Barang
Untuk kelompok masyarakat di Taman Nasions| Persiran Laut Sawu, NTT, e =
dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, L Lot KuB
Helm Proyek 26unit MUJUR
Jaring Apelle 26 pes ‘a*
. Kemasan [P oduct Packaging 1 paket Jenis Barang
Lampu Darurst 10unit POKDAKAN
—_— = INGKOI
B et )
C - Mesin Pengemas Vacuum 4unit Tanis Barang
- SUMLA EAMPUNG Pembersih sisik ian fcharger] 10unit -
R Ampat 1 Kamparg Pembersih Siik lkan (manusl 10unit KORASUWAN
NAMA KAMPUNG | JENIS ASET PV Energy Storage: & unit ‘@"
- Jenis Bacang
T o Scoape Net fserdkan ikan 26unit
Senter Kepala headlam 26unit POKLAHSAR
B! MANDEMOR
Seragam Lapangan 8lset -
\,_Timbangen Gentung 2unit Jenis Bocang
. POKLAHSAR
. 5, STy MANYARIDO
> Kab. Rote Ndaa Prov. Musa Tenggara Timur ;" Rots Ndao 2Desa 0 Bacang
b\ i | Mamapesa JENIS ASET
/o [oda 2
) . Sotimori Fl
NAMA DAN JUMLAH ASET
" NAMA ALAT JUMLAH NAMA ALAT JUMLAK NAMA ALAT JUMLAH
‘Al Instalasi Mezin Pomps Ar 2set \esin pencetsk stix S unt Senter kepals fheadlamg) & pes
Alst Pengering Rumput Laut fiatakan jemur rumput laut) 30 unit Mesin Pengemas Vacuum 4 it Senter selom &pes
Alst snorkling (lengkar) set Mesin pengemasan 4 poket Sepaty Kavet 32 pasang
Blender MYAKO SUnt Nesin pengering rumput laut 2 unit Seragem Lopangan 34set
Celemek Spes Mesin e pung ikan 1ot Spinner pengering Abon i pos
Cold Starage, powered by Solar PV Sunit Miner fpesar) PHILIFS 4 unit Tali fomm] bemangan 1000 pes
Fiber box ian/ Coal box 2 unkc Patck bes [ukuran | meter) 2000 pes Tali ikat bibit nilan (2 mm) S07all
Kacamats slam besar W0pe Pelampung besar {ukuran 40 cm) 2000 pes Tandan Air 1050L 2 unit
Kemasmn (Praduet Packaging) 2 paket Pelampung keal fukuran 30 am) 3000 pes Timbangan Digital S edang ukuran 40 kg 1 unit
Lampu tanda wntuk pkat s0pes Pelampung tands (masring bay) 20 pes Waring 4l
Life Jacket GREN 12pes Pampa A et pump) SHIMZU 2 unit
Mesin pencazah daging Funit PV Eneray Starage 1 unt

KELOMPOK PENERIMA ASET POKDAKAN 21 .
NALE TAS] #gg@® Jensarang  Dopy s S Jenis Borang

3.2.Peningkatan Kapasitas

POKLAHSAR

L 12
TULUFALI Y% Jents Barang

Banyak rangkaian forum diskusi atau FGD/training/workshop/sosialisasi serta

beberapa kajian yang melibatkan peserta, baik laki-laki dan perempuan, dari tiga
KMHA serta instansi terkait baik BKKPN Kupang maupun SKPD di tingkat kabupaten.

Peningkatan kapasitas yang telah dilakukan selamaproyek berjalan 2020- 2022 yaitu

a. Workshop kajian bioekonomi sederhana - secara partisipatif bagi KMHA sasaran
bersama BKKPN Kupang Wilker Rote Ndao dan Satker Raja Ampat.

b. Loka-adat menyusun skema kemitraan RB-SFM dan pengolahan hasil tangkapan

(perumusan proposal kemitraan bagi BUMD dan Koperasi).

c. Loka-adat perencanaan pengadaan peralatan pendukung RB-SFM (bersama tiga

Pokmas di wilayah pilot activities: Rote Ndao dan Raja Ampat)
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d. Pendampingan penggunaan peralatan pendukung RB-SFM (bagi tiga Pokmas di
wilayah pilot activities: Rote Ndao dan Raja Ampat). Serial FGDs bersama tiga
Pokmas di dua lokasi pilot activities.

e. Pengawasan untuk perikanan tangkap di Raja Ampat: monitoring partisipatif
untuk implementasi RBSFM.

f. Workshop pengolahan hasil tangkapan bagi KMHA di dua lokasi pilot activities
(bersama BUMD dan Koperasi).

g. Loka-adat perencanaan pengadaan peralatan pendukung pengolahan hasil
tangkapan (bersama tiga Pokmas di wilayah pilot activities: Rote Ndao dan Raja
Ampat)

h. Pendampingan penggunaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan
(bagi tiga Pokmas di wilayah pilot activities: Rote Ndao dan Raja Ampat) serial
FGDs bersama tiga Pokmas di dua lokasi pilot activities.

i. Workshop monitoring dan evaluasi - bagi perumusan BMPs.

j.  Loka-adat perumusan BMPs di dua lokasi target (Waisai dan Kupang).

k. Loka-tulis finalisasi BMPs di Bogor untuk tiga BMPs.

1. Midterm Workshop (Progress Pelaksanaan Project dan EKKP3K BKKPN Kupang)
di dua lokasi target: Kupang (NTT) dan Sorong (Papua Barat).
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3.3.Kajian, Survei, dan BMPs

>z~ (T 2> @

Base\ine & Dampa k

KAJIAN

Perubahan kajian baseline pada Oktober tahun 2020 dan kajian
PILI di 3 KMHA sasaran

COREMAP

2022
(Oelua, ri dan ). P han yang dilihat di
tingkat ekosistem, praktik RBFM, kelembagaan & tata kelola,
perubahan sosial i. sebelum dan proyek.

Pemahaman kerusakan Pemahaman kerusakan
ke shar ekosistem akan
berdampak pada hasil berdampak pada hasil
perikanan di 3 KMHA perikanan di 3 KMHA
(Oelua, Sotimori, Mutus) (Oelua, Sotimori, Mutus)
30-40% G7u%
Persepsi praktik RBFM Persepsi praktik RBFM
tentang pengelolaan tentang pengelolaan
perikanan berkelanjutan perikanan berkelanjutan
yang berjalan di 3 KMHA yang berjalan di 3 KMHA
(Oelua, Sotimori, Mutus) (Oelua, Sotimori, Mutus)
30-96 % 65-100%
Indeks Komposit Indeks Komposit
Kesiapan Lembaga Adat Kesiapan Lembaga Adat
terhadap praktik RBFM terhadap praktik RBFM
dan potensi serta dan potensi serta
penyelesaian konflik penyelesaian konflik
o 70-74 72-76
=
i
Ty
Struktur nafkah h nafkah h tangga
tangga (perubahan (perubahan pendapatan rata-
pendapatan rata-rata rata dan keterlibatan dalam
dan keterlibatan dalam usaha perikanan)
usaha perikanan) 58-85% dengan peningkatan
45-68% rata-rata pendapatan + 10%
KESIMPULAN
Selama proyek berjalan MHA
o  untuk di TNP-LS Oan SAP-KRA
secara

praktik
kearifan lokal oleh MHA di wilsyah keiola
implementasi rencana pengelolaan RB-SFM di 3 (tiga) wilayah MHA (di Kabupaten Rote
Raja Ampat).

Referensi

2020 dan kajian dampak 2022

PILI - Kajian
-’%
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Kajian dan survei yang telah dilakukan pada tahun 2020-2022 yaitu

a. Kajian  baseline  tentang  praktik  pengelolaan  perikanan  secara
berkelanjutan/RBFM, serta screening KMHA di Kabupaten Rote Ndao dan Raja
Ampat.

b. FGD bersama Pokja/Panitia KMHA dan UPT pengelola TNP-LS dan SAP-KRA
(BKKPN Kupang) dalam merumuskan "peta wilayah kelola laut dan perikanan”
KMHA sasaran.

c. Pelaksanaan kajian bioekonomi secara partisipatif bagi perikanan karang oleh
KMHA di dua UPT (bersama pakar).

d. Kajian dampak tentang  praktik  pengelolaan perikanan  secara
berkelanjutan/RBFM, serta screening KMHA di Kabupaten Rote Ndao dan Raja
Ampat.

e. Empatbuku pembelajaran atau BMP tentang pengakuan dan perlindungan KMHA,
BMPs pendampingan RBFM, BMP RPP berbasis hak, dan BMP kemitraan.

3.4.Modul, Kajian, Surat Keputusan, dan Mekanisme Kerja/SOP yang Dihasilkan

a) Lima dokumen kajian: 1) kesiapan kelembagaan adat, 2) pemetaan partisipatif, 3)
baseline sosial, ekonomi, dan lingkungan, 4) dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan, 5) kajian bioekonomi sederhana di tiga KMHA;

b) Lima modul: 1) kesiapan kelembagaan adat, 2) pemetaan partisipatif, 3)
pendampingan RBFM, 4) pendampingan pengolahan perikanan, 5) monitoring dan
evaluasi partisipatif;

c) Empat buku BMPs: 1) pengakuan dan erlindungan KMHA, 2) RBFM, 3) RPP
berbasis hak, 4) kemitraan;

d) Enam dokumen kebijakan: 1) Perbup MHA Rote Ndao, 2) SK Panitia KMHA Rote
Ndao, 3) SK Panitia/Pokja KMHA Raja Ampat, 4) Draf Perdes Oelua, 5) Draf Perdes
Sotimori, 6) Draft Perkam Mutus;

e) Dua belas AD/ART kelompok;

f) Tiga dokumen RPP MHA;

g) Satu SOP Tanggap Darurat;

h) Satu SOP Penanganan Pengaduan dan Keluhan;

i) Dua belas SOP Penggunaan dan pemeliharaan alat dukungan RBFM dan
pengolahan hasil perikanan;

j) Dua dokumen pemetaan wilayah KMHA tenurial system Rote Ndao dan SAP
Kepulauan Raja Ampat;

k) Dua mekanisme kerja/rencana kerja Panitia/Pokja KMHA di Kabupaten Rote dan
Raja Ampat;
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1) Tujuh belas dokumen PKS kemitraan di Kabupaten Raja Ampat dan Rote Ndao
antara kelompok dengan dinas terkait (DPMD, Diskoperindag, Dinas Perikanan,
Dinas Kesehatan), desa, dan Koperasi Mitra Mina Cendrawasih di Sorong;

m) Satu dokumen BA dukungan para pihak adopsi pembelajaran BMPs PILI.

Y (R D> @
Modul, kajian, SK dan

mekanisme kerja/SOP
yang dihasilkan

Kajian

kelembogoon odat, pemetoan
partisipatif, kajian baseline_ kojion
dampak, Anafisa Modeling Bioekonomi
i wPP 78, Bioekonomi sederhana. 2
kojian pemetoan tenurial system.

& dokumen kebijakan: Perbub MHA Rote
Ndoo, SK Panitia KMHA Rote, 5K
panitia/pokja KMHA Raja Ampat, draft
perdes Osluo,_ droft perdes Sotimori, draft
perkam Mutus, 17 PXS kemitraan, | Berita
Acora komitmen dukungan adopsi BMPS.

AD/ART-RPP

12 AD/ART pembentukan kelompok di 2

Mekanisme
kerja/SOP

12 mekanisme kerja/SoP kegiatan di
kelompok dan Mekaniame kerja
PanitafPokja KMHA di 2 kabupaten
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4. ENVIRONMENT AND SOCIAL ACTION PLAN (ESAP), GENDER INCLUSION PLAN &
PELAKSANAANNYA

4.1. Tindakan Terkait Dampak Lingkungan dan Sosial

Pemenuhan ESSF pada Paket 6 COREMAP-CTI, PILI dengan mengacu pada dokumen
“KERANGKA KERJA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL” yang diterbitkan
oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) & Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas Fase Restrukturisasi Kedua. Beberapa tindakan
telah dilakukan PILI dalam melaksanakan kegiatan terkait Dampak Lingkungan dan

Sosial (Environmental and Social Action Plan-ESAP).

1. Awal proyek PILI telah melakukan screening aspek lingkungan dan sosial melalui
kajian awal (rapid environment and social impact assessment) untuk melihat resiko
dan potensi dampak lingkungan dan sosial dari semua kegiatan yang diusulkan
baik fisik maupun non-fisik. PILI dalam kegiatannya bersifat non-fisik sehingga
menggunakan Kerangka Kerja Perlindungan Sosial terutama pada Kerangka Kerja
Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF). Pada tahap ini PILI telah melakukan Studi
Penyaringan Awal Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang di dalamnya
termasuk menilai kesiapan kelembagaan adat di 2 (dua) lokasi terpilih yaitu di
Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Raja Ampat, Papua
Barat. Kemudian memetakan para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan
wilayah adat.

2. PILI telah merekrut personil untuk mengelola aspek lingkungan dan sosial proyek,
serta implementasi ESAP.

3. PILI telah menyiapkan dan memperbaharui SOP Penanganan Keluhan dan
Pengaduan dan SOP Tanggap Darurat termasuk penerapan protokol kesehatan
terkait pandemi Covid 19 pada setiap kegiatan paket 6 dan telah melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap penerapan ESAP.

4. PILI telah memenuhi kebijakan ketenagakerjaan meliputi kesetaraan, non
diskriminasi, pekerja anak, kerja paksa, serta keluhan pekerja melalui Pedoman
Operasional Proyek (POP) PILL

5. PILI telah melakukan diskusi, sosialisasi, dan konsultasi publik sesuai dengan
prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) kepada masyarakat adat yang
terkena dampak, baik berupa dampak negatif maupun positif (sebagai penerima
manfaat). Dan memastikan bahwa kearifan lokal diakomodasi dalam desain
kegiatan. PILI dalam kegiatannya telah mendapat dukungan dari kesepakatan

dengan masyarakat adat di dua lokasi kegiatan.
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6. PILI telah menyerahkan Laporan Penanganan Keluhan dan Pengaduan per
triwulan dari April 2020 hingga Maret 2022.

4.2.Inklusi Gender

Dalam pelaksanaan proyek dengan keterlibatan SDM pengelola proyek sudah diberikan
akses kesetaraan gender. Program manager, asisten administrasi, dan koordinator
lapangan Kupang perempuan. Bendahara, staf lapangan Rote dan Raja Ampat serta
asisten staf lapangan Rote dan Raja Ampat laki-laki. Dari total 9 pelaksana proyek, 4 di

antaranya perempuan.

Begitu juga untuk peserta kegiatan, setiap aktivitas melibatkan perempuan dalam
kegiatan. Hal ini dilakukan dengan memastikan setiap undangan kegiatan wajib

mengikutsertakan peserta perempuan, meskipun jumlahnya belum proporsional.

Dalam kajian baseline juga dilakukan kajian gender atas akses perempuan dalam
pemanfaatan pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan sosial dan budaya di
masing-masing lokasi proyek (tiga pilot site). Dalam pembentukan kelompok juga dibuat
komposisi yang mengakomodasi keterlibatan perempuan, dimana untuk kelompok
pengolah pemasar (Poklahsar) didominasi perempuan.

Faktor terbesar adalah waktu kegiatan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan
dalam aktivitas keseharian. Antisipasinya dengan melakukan pertemuan terpisah
dengan kelompok perempuan dan pendekatan yang berbeda dengan kelompok laki-laki.
Peran dominasi perempuan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan berbeda
dengan laki-laki. Aktivitas terbesar laki-laki pada saat produksi, sedangkan perempuan
lebih banyak saat dan setelah panen. Antisipasinya dilakukan pelatihan khusus
kelompok perempuan yang disesuaikan dengan peran sosialnya dalam pengelolaan

potensi SDA perikanan berkelanjutan.

Sampai saat ini, dampak proyek masih belum terlihat karena masih tahap persiapan
atau pra kondisi dimana tingkatannya masih pada tahap berbagi informasi dan sharing
pengetahuan bersama. Kelompok perempuan yag terlibat dalam diskusi lebih berperan
aktif dalam sharing pengalaman dan ingatannya dalam pemetaan partisipatif hingga
kini. Kaum perempuan yang terlibat dengan laki-laki mempunyai posisi yang sama saat
berbagi informasi memetakan potensi desa dan analisa stakeholder. Meskipun KUBE
PEKKA atau kelompok usaha bersama perempuan kepala keluarga tidak ada, namun
pembagian peran dalam akses pengembangan perikanan untuk pengolahan hasil

perikanan dominan untuk kelompok perempuan.
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5. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROYEK

5.1. Dampak Proyek Terhadap Masyarakat/Pemerintah/Lingkungan

Secara umum dampak proyek terhadap masyarakat/pemerintah/lingkungan sudah mulai
terlihat di tingkat tapak melalui konsistensi pertemuan kelompok masyarakat yang
dibentuk dan didampingi oleh PILI. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah keterlibatan
OPD di setiap kegiatan PILI menjadi bukti atensi maupun pemahaman arti penting kegiatan
PILL

Keterlibatan masyarakat adat baik melalui pengurus dewan adat maupun masyarakat adat
itu sendiri berkontribusi positif dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan cara-
cara tradisional. Di setiap kesempatan seperti pendampingan kelompok masyarakat, PILI
selalu melibatkan OPD/UPT terkait agar pembelajaran tentang perikanan tangkap, budi
daya, dan juga pengawasan menggunakan penerapan hukum adat dapat lebih efektif dan

lebih terjamin keberlanjutannya.

Saat ini dua kabupaten yang menjadi lokus kegiatan sudah terinformasikan dengan baik
dan juga memiliki Panitia (Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat) dan Pokja MHA
(Kabupaten Raja Ampat) yang ikut mendorong kelompok kerja MHA yang menjadi payung
keberadaan masyarakat adat di tingkat desa/kampung. Para pihak baik masyarakat, tokoh
adat, pemerintah daerah yang terwakili dari pemerintah desa, dinas terkait, dan Bappeda
juga sudah lebih paham akan kesempatan kelompok masyarakat untuk mendapatkan

pendampingan dan asistensi terhadap praktik pengelolaan perikanan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan analisa dampak yang dilakukan pada bulan Februari 2022 di tiga KMHA, ada

empat komponen dampak yang bisa dilihat.
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RELASI KAUSALITAS ANTARA INTERVENSI DAN DAMPAK PROGRAM PILI-ICCTF (2020-2022)

>
[T

Bogor-Maret2022 @FF

Dialog

Pr Pengembangan
rekaonisi kebijakan anit Jeaha MAA
MHA oleh (Pemberdayaan)
Pemda Kab.
Rote Ndao Rintisan
kemitraan MHA -
BKKPN

Pengawasan laut
dan perikanan
oleh MHA

Dialog
kebijakan

Provinsi NTT

MHA
Rote Ndao
i

AR

Stakekolders
Pendukung Lain

FK-TAPB
Rote Ndao

Warga Adat

Kajian partisipatif
Bersama MHA untuk

Modul pembelajaran
bersama; Kajian

Sonp ez
mendalami kembali Kelompok o %s %,
p e kelembagaan MHA; konom!, Sec, 25g, "%
kearifan, wilayah, dan homapeong Ki‘ﬂ" b'°‘ s Pondampingan - /:;,i‘e»,,, ¥
kelembagaan adat dalam | partiinatoris us oy

RB-SFM

1

. Keberhasilan inisiasi Panitia MHA di Kab. Rote Ndao meletakkan dasar percepxan rekngmsl MHA -
mendukung kemitraan formal program konservasi TNP-LS antara BKKPN Kupang &

. Penguasaan informasi MHA terhadap wilayah adat-nya, kondisi SDI dan ekosistem seknamya dan
kearifan lokal - penting untuk terus dijaga dan diadopsi dalam RPP RB-SFM

. Kelompok usaha MHA telah memiliki kapasitas teknis, dan skema pengembangan usaha-nya telah
didukung oleh nilai p KA)

~

w

4. Pengalaman pendampingan saat Covid-19 dan saat bencana sllonlropls Semja membawa
pengalaman berharga bagi MHA (dan lainnya) gnya integrasi isu
penguatan resiliensi MHA dalam p p KKPN dalam

kenaikan nilai EVIKA

Dialog

o Kebijakan o Pengembangan
oni — unit usaha MHA
MHA oleh o \LEM’ T/ (Pemberdayaan)
Pemda Kab, oxxen
aja Ampat intisar
—~ Z Kemitraan MHA -
Komitmen
; Pengawasan laut
“:::/rl- u'a’!’gk f > dan perkansn
PRSRa \ kebijakan &L ¥
Akademisi di Q&@ § .
Papua Barat & &y \,
& e S /2 2\ MHA
F Stakekolders & I "
§ Pendukung Lain Q L | - mpung
¥ s AN ] | Mutus
N !
§ & N Kelompok Usaha 1
S \ o MHA /
S
Q& Warga Adat

Kampung Mutus

Kajian partisipatif %,
Bersama MHA untuk ':Wvl pe""(bglafmﬂ / "f//“,’f;/,
. 4 ersama; Kajian o 0, %,
k':"ff"”".: k"::';' kelembagaan MHA; mi, Kelompok e 5 00
arifan, wilayah, dan Panstoon Ka,un bioek E"d,mpmql" %2 7
kelembagtan adat daam | prsptos WHA, P! oty
Rum" HHRB . SFM)

P M

2. Lessons learned dari SAP Kepulauan Raja Ampat (SAP-KRA)

1. Keberhasilan inisiasi Panitia MHA di Kab. Raja Ampat meletakkan dasar percepatan rekognisi MHA
- mendukung kemitraan formal program konservasi SAP-KRA antara BKKPN Kupang dan MHA

2. Penguasaan informasi MHA terhadap wilayah adat-nya, kondisi SDI dan ekosistem sekitarnya, dan
kearifan lokal - penting untuk terus dijaga dan diadopsi dalam RPP RB-SFM

3. Kelompok usaha di bawah MHA telah memiliki kapasitas teknis, dan skema pengembangan usaha-
nya telah didukung oleh p p g nilai p yaan EVIKA)

4. kebijakan daerah bagi MHA dapat ditempuh
dengan mengkombinasikan ragam kerangka regulasi yang telah tevsedla di beberapa peraturan
perundangan yang berbeda, serta melalui jalur kementerian yang berb

dan

Strategi keberlanjutan proyek

a. Keberlangsungan kelompok-kelompok yang telah dibentuk dalam menjamin
keberlanjutan operasional kegiatan dan pemeliharaan peralatan yang telah
dihibahkan dengan:

i. Mendorong Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah dibuat dengan
target pembentukan BUMDES dimana ada kesepakatan pembiayaan perawatan
milik kelompok dari BUMDES maupun dana desa. Pada Kabupaten Rote Ndao
status pembahasan sudah di Bagian Hukum dan di Raja Ampat telah ada
kesepakatan bersama antara BAMUSKAM dan para pihak di Kampung Mutus;

ii. Kelompok di Rote Ndao membangun kesepakatan antara kelompok budidaya

dan pengolahan untuk menyisihkan pendapatan bagi operasional Manaholo;

iii. =~ Kelompok di Rote Ndao telah dimasukkan kegiatan pengawasan pada RPJMD

untuk bisa mendapatkan dana desa secara rutin. Mendaftarkan kelompok

Pokmaswas menjadi kelompok usaha nelayan tangkap/budidaya untuk bisa

mendapatkan pendanaan mandiri melalui usaha;

iv.  Dalam Perkam yang telah diajukan kepada Bagian Hukum Raja Ampat salah

satunya pembiayaan dari retribusi bagan (hasil pembahasan bersama

Bamuskam beserta pemangku lainnya. Bahwa ada alokasi pendanaan dari

kompensasi izin bagan di Kampung Mutus);
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Ada integrasi program lanjutan yang diteruskan oleh program lain baik dari
pemerintah maupun lintas program, untuk program TEKAD di Kabupaten Raja
Ampat, sedangkan integrasi penanganan stunting di Kabupaten Rote Ndao dari
pendampingan dinas hingga alokasi dana desa sebagai pendampingan rutin
kelompok di tiga KMHA;

Untuk membantu penguatan kelembagaan kelompok pascaproyek, Yayasan PILI
berkomitmen untuk mendampingi kelompok minimal setahun setelah proyek
selesai dengan menempatkan CO-lokal di tiga KMHA. Untuk CO-lokal di
Kampung Mutus berdasarkan diskusi “tiga batu satu tungku”, fungsi CO-lokal

dilanjutkan oleh majelis dan dipimpin ibu pendeta.

b. Integrasi kegiatan Coremap-CTI dengan kegiatan pada kementerian/lembaga

(pembinaan, bantuan pemerintah):

i.

ii.

Kerja sama dengan DPMD Rote Ndao dalam program penanganan stunting
dengan pembelian produk abon ikan dan sejenisnya ke Poklahsar baik melalui
mekanisme dana desa maupun program pendampingan dari DPMD dan
Diskoperindagkop kabupaten;

Program TEKAD Kemendes Raja Ampat, sudah memasukkan Kampung Mutus
sebagai salah satu desa dampingan untuk pemberdayaan masyarakat melalui
promosi produk dan pemasaran hingga tahun 2024. Selain itu, program Dinas
Perikanan Kabupaten Raja Ampat juga sudah mengalokasikan pendampingan
untuk sentra ‘kampung nelayan’ di Mutus dan sudah sinergi dengan program

peningkatan kapasitas.

c. Mendorong akses pendanaan melalui pendanaan alokasi khusus yang masih

dibutuhkan dan juga anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

termasuk dengan pihak swasta (CSR) untuk operasional, pemeliharaan sarana

dan prasarana termasuk peningkatan kapasitas kelompok dalam mengelola

peralatan bantuan dan mengakses pendanaan untuk keberlanjutan kegiatan:

I.

il.

iil.

Pelatihan pembuatan proposal kerjasama/kemitraan dengan OPD/UPT
ataupun swasta yang telah dilakukan;

kemitraan dengan koperasi mina cendrawasih di Sorong;

Pembuatan SOP/mekanisme kerja melalui kesepakatan (FPIC) dan pembuatan

rencana kerja (termasuk skema pembiayaan).
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d. Transfer pengetahuan dengan mencetak hasil dokumentasi capaian hasil proyek
(policy brief, kajian, pembelajaran), menerbitkan melalui website lembaga maupun
website mitra (BKKPN, Pemda Rote Ndao dan Raja Ampat, dan lain-lain) serta

mendistribusikan softfile.

e. Transfer pengetahuan hasil kajian, policy brief, dan dokumentasi pembelajaran (BMPs)
dengan melibatkan OPD dan UPT pada setiap kegiatan. Pelibatan tim kerja khususnya
dengan Pokja KMHA di Raja Ampat di setiap kegiatan sejak perencanaan hingga
pelaporan. Dokumen yang dihasilkan dikomunikasikan sebagai capaian bersama dan

disampaikan ke seluruh stakeholder.
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6. INOVASI DAN TEROBOSAN

-

b D > @
INOVASI

Berangkat dari Adat untuk tata kelola perikanan
berkelanjutan di TNP laut Sawu dan SAP Raja
Ampat

Efektifitas dan penguatan
kelembagaan adat dalam
praktik RBFM
__|lengedepankan pengatahuan adat
\ | > / dalam membangun praktik-praktk
S \LLl % /  terbaik dalam tata kelola perikanan
= berkelanjutan. Penyelesaian konflik
/ dan mengembangkan potensi dengan
kelembagaan adat

Penyusunan Rencana
Pengelolaan Perikanan f )

berbasis hak E J
RPP disusun untuk mengembangkan M O

potensi sumber daya ikan datr

diperkuat dengan peraturan adat yang /

sudah berlaku. Namun pelaksanaan/ |

dan pengaturan pengelolaary} \

disesuaikan dengan hukum form ||

pengawasan. perkam/perdes untuk

memperkuatnya.
Sarana dan Prasarana
pendukung RBFM dan
Q"\’Jﬁ\‘ ) Pengolahan hasil perikanan
S

ore.

W <A Inovasi peralatan seperti rak

% Q i pengeringan ikan asin sistem hembus,
membantu kelompok di Mutus untuk
meningkatkan kualitas produksi. Dio
tingkat kelembagaan kelompok,

mengelola sarpras dengan mekanisme

kolektif dan individu untuk
mengembangkan usaha

Pendekatan kemitraan
untuk pendampigan dan
penguatan kelembagaan

Biasanya Kemitraan merupakan
pengembangan usaha kelompok.
namun dalam proyek ini dokumen
kerjasama kemitraan menjadi media Y
untuk meneruskan pendampingan dan %/
dukungan para pihak kepada kelompok

Yayasan PILI 2022
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Saat ini inovasi dan terobosan yang dilakukan antara lain:
A. Dari sisi penguatan kelembagaan adat

Inisiasi untuk menggali pengetahuan adat dengan perencanaan bersama di tingkat tapak
menjadi salah pendekatan tersendiri dalam penelitian sosial dan upaya pemberdayaan
masyarakat adat. Masyarakat adat dalam strata sosial masuk dalam kelompok marginal,
namun dengan program ini, upaya untuk mendampingi kelembagaan adat di tingkat tapak.
Selain itu pembentukan kelompok yang berbasis adat yaitu Manaholo yang kemudian
mengikuti asas pembentukan kelompok di SKPD dan menuliskan SK/AD atau ART serta
mekanisme kerja yang biasanya tidak ada di struktur adat menjadi pengetahuan sendiri

untuk organisasi adat di tingkat tapak.
B. Penyusunan rencana pengelolaan perikanan berbasis hak

Pada umumnya akses sumber daya ikan di pesisir mengacu pada rencana pengelolaan
perikanan wilayah pengelolaan perikanan (RPP WPP), namun dalam program ini, karena
tidak ada wilayah kelola adat di perairan maka pendekatan dokumen RPP berbasis hak
mengikuti analisa kebutuhan dan pengembangan KMHA yang berbasis desa/kampung.
Hanya saja untuk pemetaan wilayah ‘mencari ikan’ sebagai ‘piring makan bersama’ di
Kabupaten Raja Ampat akan disinergikan dengan rencana pengelolaan SAP Kepulauan

Raja Ampat.

Untuk di Kabupaten Rote Ndao, meski wilayah KMHA di perairan tidak ada, sinergi
kegiatan di dalam RPP berbasis hak dipayungi dengan papadak/hohorok yang selama ini
sudah dijalankan untuk aktivitas pelanggaran masyarakat atas zonasi pemanfaatan atau
pemanfaatan tradisional yang bisa diakses masyarakat adat. Untuk menguatkannya perlu

didukung dengan adanya peraturan desa.
C. Sarana dan prasarana pendukung RBFM dan pengolahan hasil perikanan

Dalam memberikan akses atas pendampingan kelompok di tiga KMHA telah dirancang
kebutuhan alat dan sarana pendukung kegiatan. Salah satu yang menjadi inovasi adalah
alat pengering ikan sistem hembus udara yang diberikan kepada Poklahsar di Kampung
Mutus, Raja Ampat. Hal ini merupakan upaya untuk peningkatan ekonomi di Kampung

Mutus yang hasil utamanya adalah ikan asin.

Selain itu ada alat pengering fabrikasi untuk rumput laut dengan sistem penutup terpal,
sehingga nelayan budidaya rumput laut tidak lagi khawatir jika hujan datang secara tiba-

tiba selama proses pengeringan.
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D. Pendekatan kemitraan untuk pendampingan dan penguatan kelembagaan

Biasanya kemitraan dilakukan untuk pengembangan kelompok yang sudah mandiri dalam
pengelolaan organisai maupun usahanya. Namun dengan durasi proyek yang pendek,
dokumen kerja sama kemitraan ini digunakan untuk memanjangkan dukungan
pendampingan dari para pihak. Sehingga masing-maisng dinas bisa menyesuaikan
anggaran kepada kelompok yang sudah terbentuk dan bisa dikawal hingga menuju

kemandirian.

7. PEMBELAJARAN
Dalam pelaksanaan kegiatan proyek ini dibagi menjadi lima capaian atau outcome di

antaranya seperti berikut ini:

Outcome Kegiatan

00

Dalam setiap outcome terdapat beberapa capaian indikator yang disesuaikan dengan

Outcome 1: Menguatnya
kelembagaan Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat (KMHA) untuk
pengelolaan perikanan berkelanjutan di
TNP Laut Sawu (TNP-LS) dan SAP
Kepulauan Raja Ampat SAP-KRA)

Outcome 3. Adanya dukungan
kebijakan daerah dan kemitraan
lainnya yang mengadopsi konsep RB-
SFM kabupaten sasaran

Outcome 4: Monitoring dan Evaluasi
Qutcome 2: Berkembangnya OQutcome 5: Manajemen
praktik pengelolaan perikanan
secara berkelanjutan berbasis
kearifan lokal oleh kesatuan

masyarakat hukum adat (KMHA)

output yang dirancang sesuai dengan jadwal setiap bulannya. Dalam panduan LFA yang
telah dibuat merupakan kerangka acuan kegiatan atau road map yang dijalankan secara
bertahap dan harus tecapai setiap bulannya. Hal itu direkam dalam laporan bulanan,
laporan kuartal dan laporan tahunan sebagai monitoring dan evaluasi. Untuk itu dalam
pelaksanaan kegiatan paket 6, tahapan yang dilakukan mengikuti tahapan dan strategi

yang direncanakan dalam LFA, yang perlu dilakukan antara lain:
1. Set up SDM pengelola proyek dan posisi kantor lapangan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat adat baik di tingkat

kabupaten dan kampung/desa diperlukan intensitas komunikasi yang cukup tinggi. Di
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awal proyek penetapan duty station kantor lapangan diperlukan untuk mempermudah
jembatan komunikasi dengan para pihak. Untuk kantor lapangan di Raja Ampat dipilih kota
Waisai sebagai fieldbased office aktivitas kegiatan.

Sedangkan untuk TNP Laut Sawu, di awal diperlukan banyak koordinasi dengan BKKPN
Kupang dan DKP Provinsi NTT maka based kantor lapangan dipilih Kota Kupang. Pada
waktu itu BKKPN Kupang Wilker Rote masih belum terbentuk dan baru ada di 2021.
Penempatan SDM pengelola proyek juga menggunakan strategi penempatan fasilitator
lapang serta CO lokal yang live in atau tinggal di sekitar desa lokasi desa dampingan (pilot
site). Masing-masing desa/kampung didampingi oleh CO lokal yang berperan untuk
membangun komunikasi dan edukasi terkait pra kondisi untuk pembentukan kelompok
dan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan ketika kelompok sudah
terbentuk.

2. Monitoring dan evaluasi internal untuk membangun tata hubungan koordinasi
dan komunikasi pelaksana proyek di lapangan

Untuk memaksimalkan monitoring dan pengawasan jarak jauh perlu dilakukan koordinasi
dan komunikasi intensif “satu pintu”. Hal ini dijalankan untuk mengantisipasi adanya
tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan proyek. Sehingga penetapan job desk
setiap pengelola proyek perlu dimasukkan level kewenangan dan supervisi untuk
membangun tata hubungan komunikasi jarak jauh. Sistem ini akan mengurangi miss
communication dan miss leading dalam pelaksanaan kegiatan. Pengaturan koordinasi dan

komunikasi internal perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Koordinasi yang jelas untuk penyampaian informasi kepada para pihak
Adabeberapa koordinasi yang dilakukan di tingkat lapangan. Penyampaian informasi,
sosialisasi kegiatan kepada para pihak di awal kegiatan perlu pemahaman substansi
yang utuh di semua fasilitator hingga CO lokal, meskipun kegiatan ini juga baru
pertama kali bagi Yayasan PILI intensif di lapangan dengan lanskap pesisir dan
perairan. Terlebih lagi dengan sistem kerja pengelolaan keuangan melalui DIPA,
dengan berbagai kelengkapan administrasi detail sebagai bukti pengeluaran anggaran
yang eligible.

Jarak jauh antara dua site TNP Laut Sawu dengan lingkup kerja Kupang-Rote Ndao
serta SAP Kepulauan Raja Ampat, dengan lingkup kerja Wasai-Mutus perlu garis
koordinasi yang jelas sehingga capaian output dikawal dan berbagai persoalan di
lapangan dapat diketahui sejak awal untuk mencari solusi sehingga capaian kegiatan

bisa terlaksana.
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Kemampuan setiap fasilitator dan CO lokal di awal kegiatan cukup beragam, hal ini
perlu strategi pengelolaan yang baik. Tahap penyesuaian kegiatan dan intensitas
capaian yang harus dijalankan setiap bulannya memerlukan koordinasi intensif baik
evaluasi bulanan maupun tindak lanjut kegiatan di bulan berikutnya yang disesuaikan
dengan indikator capaian output. Setiap bulan diakhir bulan antara tanggal 25-30
dilakukan rapat internal untuk evaluasi capaian kerja bulanan dan perencanaan
kegiatan berikutnya.

Setiap kegiatan yang melibatkan para pihak, juga dilakukan secara konsisten
sosisalisasi terkait prosedur Penanganan Keluhan dan Pengaduan dari waktu ke

waktu dan evaluasi penerapannya.
b)Modifikasi pendekatan untuk mencari solusi permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan lapangan tentunya muncul berbagai persoalan. Terlebih
saat mulainya program ini masuk dalam pandemi Covid 19 yang cukup menyita
banyak anggaran untuk protokol kesehatan (prokes) dan syarat perjalanan. Begitu
juga hambatan pertemuan terbatas cukup membuat CO lokal dan fasilitator lapangan
kesulitan untuk menetapkan kepastian tanggal kegiatan di tingkat kabupaten maupun
kampung dengan izin Satgas. Solusi untuk kegiatan ini, pertemuan terbatas di
kampung/desa dengan prokes ketat. Pada awalnya, kegiatan pertemuan direncakan
banyak dilakukan di tingkat kabupaten. Dengan situasi tersebut kegiatan di kabupaten
dilakukan door to door dan diskusi informal. Di sisi lain, hal positif yang diperoleh
adalah kedekatan personil pemangku yang ikut mendorong kegiatan ini menjadi lebih

mudah dalam pelaksanaan proyek.

Persoalan kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pertemuan,
pembentukan kelompok memerlukan pendekatan yang cukup berbeda dan beragam.
Setiap fasilitator punya interest tersendiri membangun komunikasi dengan para
pihak, sehingga solusi atas permasalahan individu dan kelompok tentunya
disesuaikan dengan tingkat permasalahan dan dampak atas permasalahan itu.

Contohnya: budaya ‘iri’yang masih cukup kental di Kampung Mutus perlu pendekatan
yang berbeda dengan yang lain. Mengawal konsistensi keputusan kolektif di Mutus
menjadi salah satu kunci untuk memompa motivasi personal dalam kelompok. Jika si
A mendapatkan kepercayaan untuk mengakomodir kegiatan harus mendapatkan
persetujuan kolektif di kelompok besar dan perlu membentuk tim kerja. Jika ada ada
yang menentang dan tidak setuju di luar forum, maka keputusan awal dianggap tidak
bermasalah. Sehingga rencana awal bisa terus berjalan. Bisa jadi dalam perjalanannya

si B tidak setuju, sepanjang itu tidak disampaikan terbuka di forum diskusi maka
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pernyataan si B tidak berlaku. Meskipun timbul tantangan lainnya, kalau si B menjadi

tidak aktif di kelompok. Sehingga perlu pendekatan personal dari peran CO lokal dan

fasilitator untuk memotivasi kembali anggota supaya aktif di kelompok.

Lain halnya dengan di Rote, persoalan kelompok tidak hanya di tingkat personal tetapi
kelembagaan. Hal ini tentunya perlu solusi yang berbeda. Pendekatan penyelesaian
kelembagaan, mendekatkan dengan cara kerja bersama, memetakan peran dan posisi
antar lembaga untuk tujuan bersama diperlukan untuk resolusi konflik. Begitu juga
koordinasi lintas lembaga kelompok diperlukan agar bisa membangun satu tujuan

berkembangnya usaha perikanan dalam satu desa.
3. Mengawal dinamika capaian kegiatan dan penyelesaian laporan

Kegiatan di lapangan cukup padat dan tenggat waktu yang ketat. Setiap bulan di awal
pelaksanaan kegiatan masih soal prakondisi dan kajian persiapan untuk menentukan pilot

site dan melihat situasi kebijakan di tingkat kabupaten terkait pengakuan dan

perlindungan KMHA.

Outcome 1

Output 1.1: Adanya dukungan kebijakan pemda kabupaten/provinsi di 2 lokasi

Output 2.1: Tersedianya satu hasil kajian kelayakan lokasi KMHA

Output 3.1: Tersedianya satu hasil kajian tentang tenurial system KMHA di lokasi pilot

activities q

Capaian

v'SK panitia KMHA di Raja Ampat dan POKJA KMHA SAP Raja Ampat dan mekanisme
kerja

v'"Modul kelayakan kelembagaan dan modul pemetaan partisipatif

v'Dokume at

Dari peta kegiatan di Outcome 1 tentunya banyak kegiatan yang melibatkan para pihak
kunci untuk bisa mengawal rangkaian kegiatan pendampingan ke depan. Target draf SK
Panitia/Pokja KMHA awalnya direncanakan di awal pelaksanaan kegiatan (Q1 dan Q2
tahun 2020). Namun sampai akhir tahun belum tercapai karena proses para pihak di

daerah masih belum terbiasa dengan diskusi terkait KMHA.
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Raja Ampat misalnya, informasi atau ulasan mengenai KMHA masih sangat minim.
Melibatkan dua lembaga adat terkait posisi masyarakat di SAP Kepulauan Raja Ampat pun
cukup sulit dipertemukan di pertemuan resmi forum KMHA di tingkat kabupaten. Namun
dengan intensif pembentukan tim dari dinas yang dipimpin oleh Bappeda Raja Ampat
cukup terbukti mampu mengawal lahirnya SK panitia KMHA diRaja Ampat yang terbit pada
bulan Agustus 2021 lalu. Diskusi informal para tim kerja saat itu menjadi formatur cukup
intensif membangun pemahaman yang sama dan saling berbagi peran mewujudkan Panitia
KMHA ini di tingkat kabupaten.

Untuk Rote, pendekatan di Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAPB) atau
forum adat cukup intensif dan perlu waktu lama untuk melihat posisi FKTAPB di forum
tingkat kabupaten. Dukungan untuk memperbesar peran FKTAPB di tingkat kabupaten
juga dilakukan hingga revitalisasi kelembagaan FKTAPB untuk mendukung peran-peran
adat dalam diskusi tentang KMHA. Namun tantangan terbesar pendampingan FKTAPB di
awal karena keputusan sifatnya hak prerogatif ketua adat sehingga intervensi keputusan
kolektif tidak bisa dilakukan.

Sementara itu, kondisi kesehatan Ketua FKTAPB mempengaruhi pada keaktifan beliau
dalam mengawal kegiatan hingga tingkat desa. Sehingga kegiatan di desa hanya dikawal
perwakilan FKTAPB yang tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan.
Kemudian pendekatan beralih untuk inisiasi di tingkat dinas, dimana Bappelitbangda Rote

menjadi leading sector untuk proses ini.

Saat itu momentumnya pas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kemendagri untuk
pembentukan Panitia KMHA di tingkat kabupaten, identifikasi, dan verifikasi wilayah
KMHA di tingkat kabupaten dan menerbitkan dukungan kebijakan KMHA kemudian
melaporkan di tingkat provinsi dan kementrian. Diskusi awal disambut baik, PIt.
Bappelitbang Rote Ndao segera menadbirkan Kabag Hukum Kabupaten Rote Ndao untuk
memulai proses diskusi hingga terbitnya SK Panitia KMHA di bulan Agustus 2021. Surat
Keputusan Panitia KMHA Rote Ndao lebih dulu terbit dibandingkan di Raja Ampat—
meskipun draf SK Panitia/Pokja KMHA Raja Ampat telah masuk lebih awal. Dukungan tim
kabupaten cukup kondusif dan berjalan baik hingga semangat mengenai pengakuan dan
perlindungan KMHA benar-benar terealisasi hingga saat ini proses penerbitan peraturan

daerah mengenai pengaturan kelembagaan adat di Rote Ndao masih terus berjalan.
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Outcome 2.

Qutput 2.1: Tersedianya draft kajian akademis/naskah akademik untuk usulan pengakuan dan
perlindungan KMHA

Qutput 2.2.:Tersusunnya kajian baseline dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap
pelaksanaan Right-based Fisheries Management (RBFM)

Quput 2.3.: Kajian ekonomi dan biologi di tingkat nasional yang menjadi masukan dalam rencana
pengelolaan input, output and process control untuk sumber daya udang di WPP 718

Qutput 2.4: Tersedianya kajian bio-ekonomi sederhana di 3 lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-
SFM)

Output 2.5: Tersedianya Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan berbasis hak (Right-Based
Sustainable Fisheries Management atau RB-SFM) di 3 KMHA

Capaian:

v'Dokumen kajian Baseline dan kajian dampak

v" Draft naskah/kajian akademik pengakuan dan perlindungan KMHA di 2 kabupaten
v'Laporan Analisa modelling Biekonomi di WPP 718

v'Dokumen Bioekonomi Sederhana d 3 KMHA

v'Dokumen Rencana Pengelolan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Hak di
(3 KMHA)

Outcome 3

Output 3.1: Berkembangnya kemitraan kelompok dampingan
Qutput 3.2.: Menguatnya kapasitas KMHA dampingan

Ouput 3.3.. Terimplementasi pengolahan hasil tangkapan serta menguatnya kapasitas kelompok
dalam pengolahan hasil tangkapan

Output 3.4: Tersedianya pembelajaran dari pilot activities di berupa best management practices

(BMPs), 4 buku: Pengakuan dan perlindungan KMHA, Pengelolaan RBFM, Rencana Pengelolaan
Perikanan, Kemitraan.

Qutput 3.5. Terlaksananya workshop/lokakarya pembelajaran dan komitmen adopsi BMPS

Capaian:
v'Pendampingan Kelompok dan pemetaan kebutuhan alat untuk pengembangan usaha 8 kelompok raja
ampat, 4 kelompok di Rote

v'Pengadaan alat dukungan RBFM dan Pengolahan Hasil Perikanan di 6 kelompok di raja ampat dan 3
kelompok di Rote

v'Kemitraan dalam pengembangan unit usaha kelompok serta pengawasan: Rote: 4 PKS di Oelua, 4
PKS di Sotimori

v'Buku Pembelajaran: 4 BMP's (BMP’s 1: Pengakuan dan Perlindungan KMHA, BMP’s 2:RBFM ,
BMP’s 3: RPP berbasis hak, BMP’s 4: Kemitraan )

v'Laporan workshop diseminnasi dan berita acara rekomendasi/komitmen penerapan BMP's\

Mengawal kegiatan di outcome 2 dan 3 simultan dengan pendampingan kelompok dan
komunikasi dengan tim kerja dari dinas. Sementara di Raja Ampat, kegiatan di outcome 2
dan 3 selalu dilakukan di dalam kerja tim Pokja KMHA SAP Raja Ampat, sehingga tim inti
dari Yayasan PILI, BKKPN Kupang Satker Raja Ampat, Dinas Perikanan, dan BPPP Ambon
selalu bekerja bersama ketika turun ke kampung untuk memulai pembentukan kelompok,

mengawal kajian, hingga membangun kemitraan.

Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022
61



"2

Kementerian PPN/
Bappenas Indonesia Climate Change Trust Fund

Pendampingan di Rote Ndao lebih banyak dilakukan oleh CO lokal yang ada di dua desa

COREMAP-CTI

dengan fasilitator dan asisten fasilitator lapangan.

Dua tipe pendekatan yang berbeda ini merupakan langkah yang disesuaikan dengan lokus
dan peta stakeholder saat pemetaan partisipatif dilakukan. Hal ini tentunya dikawal
management project di bawah manajer program untuk melihat dinamika pelaksanaan
kegiatan secara berkala.

Dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan tentunya bisa kita tarik beberapa
catatan yang kita sebut sebagai tantangan dan pembelajaran. Secara umum tantangan dan

pembelajaran seperti berikut:

TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN

Penguatan kemitraan
Akses dan Pengakuan
pelibatan dan peran aktif dalam
forum di tingkat kabupaten
propinsi dan nasional

Perlunya dukungan untuk bisa
meneruskan pendampingan
program

(7
B,

%

Dukungan kebijakan

Daerah
mekanisme pendanaan mulai

tingkat tapak hingga propinsi untuk
alokasi pemberdayaan masyarakat

Dinamika kelompok
penguatan kelembagaan
Pendampingan rutin dan
intensif

BEST BEST
MANAGEMENT MANAGEN
PRACTICES PRACTICES

Adapun untuk dokumen pembelajaran secara rinci sudah ada dalam empat buku BMP.

Catatan pembelajaran secara umum bisa dijelaskan sebagai berikut:
a. Dinamika kelompok dalam penguatan kelembagaan

Salah satu yang penting untuk diperhatikan dalam pembentukan kelembagaan adalah
dinamika kelompok. Dinamika dari kelompok-kelompok masyarakat di tiga KMHA
dampingan Yayasan PILI cukup beragam. Untuk Desa Oelua, dinamika kelompok kental
dengan perbedaan pendapat anggota atas keputusan pengurus dan anggota kelompok.
Begitu juga pendampingan kelompok oleh desa, masih kental dengan intervensi kelompok

oleh pihak yang dominan.
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Di Desa Sotimori, karena kelompok masih dalam satu lembaga— meskipun ada tiga divisi,
aktivitas utama sebagai petani budidaya rumput laut cukup padat. Walau demikian,
pertemuan kelompok dan juga penambahan anggota kelompok masih bisa mewadahi
lingkaran personal anggota. Konflik perorangan jarang terjadi, karena kepala desa cukup
berperan aktif dalam pembentukan kelompok sehingga komunikasi dua arah lebih mudah

dan cukup baik.

Sedangkan untuk kelompok di Mutus, pemahaman kelompok masih berproses meski lebih
lambat daripada Rote. Hal ini tentunya pengaruh atas akses informasi dan transportasi
anggota masyarakat yang bergabung dengan kelompok lebih terbatas daripada di Rote
Ndao. Delapan kelompok di Mutus cukup kuat untuk motivasi usaha perikanan, sehingga
kerjasama dalam kelompok cukup baik. Perubahan signifikan di kelompok pengolahan
hasil perikanan dengan hasil yang sudah bisa dilihat peningkatan dan perbaikan teknik

pengeringan dengan alat yang digunakan.

b. Penguatan kemitraan

Penguatan kemitraan di proyek ini tidak sekedar capaian akhir proyek tetapi jembatan
untuk dukungan ke arah kemandirian kelompok. Begitu juga bagi instansi dinas di
kabupaten merupakan pintu masuk untuk meneruskan pendampingan terhadap

kelompok.

Proses pendampingan kelompok yang kontinyu diperlukan untuk strategi pendekatan
kepada kelompok pasca proyek. Selain itu, kelompok bisa mengkomunikasikan
kebutuhannya kepada para pihak termasuk dinas-dinas terkait, untuk bisa dimasukkan

dalam rencana anggaran yang bisa didukung pemerintah setempat.

c. Dukungan kebijakan daerah untuk praktik RBFM

Dukungan kebijakan daerah untuk praktek RBFM terkait diperlukan untuk memperbanyak
akses usaha perikanan kepada masyarakat adat yang belum tergabung dalam kelompok.
Pemilihan pilot site tentunya tidak bisa dipungkiri pendampingan kelompok ini sangat
terbatas. Untuk itu dukungan daerah penting sebagai upaya menyebarkan edukasi dan
pemahaman tentang usaha perikanan. Baik disisi ekologis maupun teknis praktik RBFM

untuk melindungi sumber daya ikan berkelanjutan.

Selain itu dukungan kebijakan daerah melalui alokasi dana desa untuk membeli produk
kelompok pengolahan cukup membantu kelompok secara nyata beroperasi rencana kerja

atau rencana pengelolaan perikanan yang sudah disusun. Begitu juga dukungan penguatan
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peraturan desa atau peraturan kampung di tingkat tapak, cukup diterima baik untuk
memayungi pelaksanaan denda adat yang sudah berlaku di dalam aturan
adat/papadak/hohorok yang berlaku di Rote Ndao maupun peraturan adat yang berlaku
di Raja Ampat.

d. Pentingnya akses dan Pengakuan KMHA dalam perikanan berkelanjutan
Pemberian akses dan upaya perlindungan terhadap KMHA penting untuk terus diberikan
dukungan. Hal ini seiring dengan proses pengakuan KMHA di tingkat kabupaten. Dokumen
pengakuan oleh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk melestarikan kearifan lokal
yang ada di KMHA.

Akses dan perlindungan dalam pembelajaran pelaksanaan kegiatan ini lebih mudah
dicapai, namun upaya pengakuan masih memerlukan proses dan perlu dikawal tim panitia
KMHA. Salah akses yang bisa diberikan adanya keterlibatan masyarakat adat dalam forum-
forum diskusi di tingkat kabupaten maupun regional sebagai sharing pengetahuan dan
pemahaman. Bukti keterlibatan masyarakat adat untuk melestarikan sumber daya alam
dan sumber daya ikan di sekitar tempat tinggalnya perlu didukung untuk pemberian akses
hingga pengakuan. Karena itu juga mendapat mandat negara untuk melestarikan

keragaman budayanya.

Hal optimal yang dicapai sehingga menjadi catatan sukses proyek ini antara lain:

1. Membangun kolaborasi para pihak

Dalam memulai kegiatan dan membangun tim lapangan pendekatan para pihak kunci
diperlukan. Sehingga kerja-kerja bersama di tingkat tapak bisa berlanjut. Meskipun
pendekatan dan level koordinasi berbeda antara Rote Ndao dan Raja Ampat, namun kerja
kolaborasi ini cukup sukses untuk menjadi contoh di program atau proyek lain.

2. Dukungan kebijakan pengakuan dengan terbitnya SK Panitia KMHA

Di kedua kabupaten kegiatan yang menghasilkan produk hukum berupa SK Panitia KMHA
yang ditandatangani bupati cukup berhasil. Satu tahun pelaksanaan kegiatan ini, kedua SK
bisa dihasilkan dengan tim dinas yang berbagi peran mengawal hingga keluarnya
keputusan ini. Proses detail di kedua kabupaten juga berbeda langkah dan juga strateginya
karena tantangannya juga berbeda, namun capaian yang dihasilkan pada akhirnya cukup
baik untuk menjadi kisah sukses.

3. Pembentukan kelompok

Pembentukan kelompok dilakukan di masing-masing desa atau kampung. Pembentukan

kelompok diawali dengan proses diskusi pemangku kepentingan dan sudah dilakukan saat
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kajian pemetaan partisipatif. Pembentukan kelompok juga melihat hasil pemetaan
stakeholder dan disosialisasikan sesuai prosedur pembentukan kelompok yang ada di
peraturan dinas perikanan. Pembentukan kelompok ini jumlah anggota serta struktur
kepengurusan diambil sesuai dengan juklak yang ada, minimal 10 orang dalam satu

kelompok dan ada ketua, sekretaris, dan bendahara di dalam strukturnya.

Baik di Rote Ndao maupun di Raja Ampat, proses pembentukan kelompok cukup lancar,
hanya pemahaman atas pentingnya kelompok masih perlu edukasi dan input pengetahuan
soal leadership dan pentingnya kelembagaan kelompok. Seiring dengan itu tentunya
dinamika Kkelompok cukup berjalan baik. Kesesuaian antar individu maupun
ketidakcocokan ide pun bisa diselesaikan dengan komunikasi antar personal. Hingga
proyek ini berakhir, kelompok masih beraktifitas dengan usaha perikanannya baik

budidaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan maupun pengawasan mandiri.
4. Pendampingan kelompok hingga kemitraan

Proses pendampingan kelompok yang sudah terbentuk sudah melewati masa satu tahun
ketika proyek ini berakhir. Hanya saja sebagai komitmen dan tanggung jawab untuk
mengawal kemandirian kelompok PILI menerapkan strategi keberlanjutan dengan
mengawal kelompok oleh CO lokal satu tahun pasca-proyek ini. Selain itu upaya
pendampingan kelompok tetap dilakukan rutin dari mulai pembiasaan diskusi bulanan di
setiap kelompok dan update progres capaian kinerja kelompok terhadap rencana kerja

yang dilakukan.

Pendampingan kelompok ini salah satunya juga melakukan asistensi terkait pembuatan
proposal teknis yang dikomunikasikan kepada dinas terkait. Hal ini pembiasaan anggota
kelompok untuk meningkatkan level komunikasi dan mengawal motivasi kolektif di
kelompok dampingan. Kegiatan ini mesti rutin dilakukan sebagai upaya mitigasi kelompok
menjadi pasif karena tidak ada komunikasi intensif diantara anggota. Selain itu, kemitraan
juga merupakan jembatan kelompok dalam melaporkan capaian-capaian usaha perikanan
yang dilakukan untuk mendapatkan perbaikan teknis dan mendapatkan hasil yang lebih

baik lagi.

Selain upaya optimal, dengan keterbatasan ruang atau jarak lokasi dampingan dan
keterbatasan waktu kurang lebih 20 bulan atas dukungan proyek ini, ada juga hal-hal yang
kurang optimal. Adapun catatan yang kurang optimal dalam capaian proyek ini

diantaranya:
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1. Proses pengakuan KMHA di Kabupaten Raja Ampat

Pendampingan dalam menggulirkan proses pengakuan di Raja Ampat masih butuh waktu
yang cukup lama. Diskusi peran aktif panitia KMHA harus terhenti karena proses
pergantian jabatan kepala dinas di beberapa instansi. Dan ini tentunya mengulang dari
awal proses pemahaman bersama terhadap upaya-upaya pengakuan dan perlindungan
KMHA di Raja Ampat. Ada kurang lebih 4 kepala dinas berganti yang tadinya mengawal
dan menjadi tim bersama di pembentukan KMHA. Tentunya ini perlu memebangun
komunikasi ulang dan tata koordinasi dari awal untuk bisa berbagi peran kembali dalam

upaya pengakuan KMHA di Raja Ampat.

Dari tahapan proses pengakuan dan perlindungan di Kabupaten Raja Ampat masih sebatas
identifikasi wilayah adat di SAP Raja Ampat. Masih ada lima kampung lagi yang perlu
pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi areal mencari di ruang laut SAP Raja Ampat.
Tahapan selanjutnya mestinya penetapan wilayah KMHA di Raja Ampat dan dukungan
kebijakan berupa PERDA pengaturan kelembagaan adat ataupun perlindungan KMHA di
Raja Ampat.

2. Mekanisme reward untuk kelompok kurang tepat di tengah program.

Dalam proyek ini ada dukungan pemberian bantuan alat pendukung, hanya saja proses
pemberian alat ini belum seiring dengan penguatan kelembagaan kelompok. Sehingga
proses dinilai kurang tepat. Mestinya penguatan kelembagaan berjalan dan muncul
inisiatif baru diberikan reward atas dukungan alat kepada anggota kelompok. Sehingga
motivasi personal bergabung dalam kelompok tidak terpecah dengan adanya penerimaan
bantuan alat. Hal ini tidak bisa dihindari karena durasi program sangat pendek dan
menjadi capaian indikator yang harus terpenuhi ketika proyek ini selesai dikerjakan.
Kedepannya, perlu memperhitungkan tata waktu prakondisi kelompok hingga benar-

benar siap diberikan reward berupa bantuan alat pendukung.

Harapan ke depan, upaya perencanaan hingga tahap berkhirnya proyek bisa berisi
roadmap pemberdayaan yang lebih baik lagi. Begitu juga dukungan para pihak dalam
pemberian akses, perlindungan dan upaya pengakuan KMHA di daerah.

8. REKOMENDASI PENTING SEBAGAI TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL/OUTPUT
SETELAH PROGRAM BERAKHIR DAN TANTANGANNYA

Rekomendasi tindak lanjut/solusi: Perlu dukungan pemerintah Kabupaten dalam
mengawal panitia POKJA KMHA di Raja Ampat. Perlu kegiatan rutin PANITIA KMHA yang
melibatkan FKTAB di rote Ndao terkait dengan inventarisasi dan identifikasi wilayah
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kelola adat yang menjadi tugas daerah. Perlu pendampingan rutin kepada masyarakat

N L1y

COREM

desa atau kampung ke depan untuk melaksanakan RPP yang telah ada dan masih proses
finalisasi dokumen. Perlunya pendampingan aktif untuk melibatkan masyarakat adat
dalam pembahasan kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan SDA khususnya yang

berinteraksi langsung dengan masyarakat adat di wilayahnya.

Kerja tim Panitia/POKJA baik di Kabupaten Rote Ndao maupun Raja Ampat perlu
mendapatkan perhatian penting dari pemerintah setempat. Political will untuk
meneruskan akses dan perlindungan KMHA ini sangat penting dan perlu disadari sebagai
kebutuhan daerah. Untuk itu keaktifan forum adat dan juga diskusi di dalam tim
panitia/POKJA KMHA mestinya terus berlanjut hingga proses penetapan wilayah kelola

adat dan juga proses berjalannya perlindungan KMHA berjalan sebagaimana mestinya.

Kunci sinergi program dengan berbagai SKPD adalah perencanaan bersama dan
keterlibatan program ini sejak awal. Untuk itu pembekalan untuk mendampingi kelompok
melalui RPP berbasis hak musti menjadi komitmen bersama yang ditandai dengan alokasi
pendanaan selanjutnya dari para pihak setelah program selesai. Upaya untuk membangun
kemitraan juga menjadi penting sebagai salah satu exit strategy untuk terus mengawal
kelompok sehingga mampu untuk mandiri secara institusi dan juga meningkat ekonomi

serta pengetahuannya.
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Pengukuh Pengurus FKTAPB
Kab. Rote Ndao

S NOWLIVEON:
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PiLI - Green Network

Youtube
PILI-Green Network

LAUT wsian g
SE]AHTERA

Penqukuhan Penqurus FKTAPB Rote Ndao Hari Laut Sedunia
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https://www.youtube.com/channel/UCBbbXlJ-JzpXIkqa5ShmADQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cp14bKa5rrk
https://www.youtube.com/watch?v=0GMzRBxeAYk
https://www.youtube.com/watch?v=BmhFwjNwNck
https://www.youtube.com/watch?v=ksOh1w-i1Dg
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Indonesia Climate Change Trust Fund

i Tokol lPed.\uﬂ Budayy

' ,
Hoholok/Papadak dalam Budaya Rote Ndao
Merchandise dan Banner Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Laporan Kajian Kelayakan di Kupang
Oktober 2020

5
?ENYU SUNAN LAPORAN

-
 onTusUNAN Lapors |8 ‘
2 ) F % .
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Kegiatan Dialog Pemangku Kepentingan (Rangkaian Kick Off Meeting)
November 2020

COREMAP-CTI

o WMEDH @ \\;‘\

Brranghat
JARI ADAT
N ook i /

Pengelolaan Perairan
gn_{(syAﬂﬂtAh .

— — e ~—

Kegiatan Workshop Bioekonomi Sederhana dan FGD Pemetaan Partisipatif
November 2020

pr— Y X

PELATIHAN
KAJIAN BIOLOGI-EKONOMI SEDERHANA
SECARA PARTISIPATIF

T

PELATIHAN
KAJIAN BIOEKONOMI SEDERHANA SECARA PARTISIPATIF, , .

BERSANMA KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN BKKPN KUPANG

ﬁ Mokl On The Rock Kupang, 23 Novorvor 2630

PENYUSUNAN LAPORAN
FGD HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN FPIC
: DI TNP LAUT SAWU ~¥
WY
§ <
Hotel On The Rock Kupang. 2¢ November 2020

WITA
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Merchandise Monitoring dan Evaluasi Paket 6 (April 2021), FGD Finalisasi RPP
Berbasis Hak (Agustus 2021), dan Pengukuhan Pengurus FKTAPB Rote Ndao
(September 2021)

&

7

P £ e

Factsheet Maret 2021
LD J S p P

AKSES
MASYARAKAT ADAT

OREMAP-CTI FACT SER

SASARAN

e Menguatnya kelembagaan KMHA untuk

lanjutan di

AP Kepulauan Raja

nya praktik pengelolaan
perikanan sec

kearif.

ra berkelanjt

an berbasis
1 lokal oleh KMHA,

Implen

masyarakat (RB-SFM) di wilayah

oo : kabupaten sasaran

1 CAPAIAN

Capaian Paket 6 hingga Maret 2021 yaitu:

* Kesepakatan pembentukan Kelompok
Kerja (Pokja) KMHA.

ian kelayakan di dua lokasi pilot

INFORMASI PROYEK

PENDAHULUAN

Mitra Pelaksana:
Pusat Informasi
Lingkungan Indonesia (PILI)

Tujuan:
Mengidentifikasi dan
il
pesisir dan
nan deng

i di TNP Laut

NT'I' dan SAP
Kepulauan Raja Ampat, Provinsi

) - Februari

awu dan SAP R:

© 02518657002

Kegiatan pake sh akses masyarak

dalam nan berkelanju

Tamar an Laut Sawu d

Kegiatan aw h dilakukan adalak
penycdiaan dats info
pemangku mela ) akan kelembagaar

atif atas

Masyaraka

adat dan juga pemetaan

nformasi ac

Hukum Ac

skan mengoptimalkan kemitraa

dat dalam pengawasar

dan perikanan

njutan di Rot

Tenggara Timur dan Raja Ampat, Papua Bar

piligreennetwork & www.piliorid

Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022

Peta lokasi kegiatan Paket 6 di
SAP Kepulauan Raja Ampat

Keglatan observasi laut di Kampung Mutus

® 02518657 002

@ piligreennetwork

Pemetaan partisipatif tenurial system
KMHA di dua lokasi pilot
« Kajian baseline sosial ekonomi dan

lingkt

an mengenal praktik RB-SFM

Data primer hasil survei sumber daya

udang sebagai dukun

bioekonomi sumber daya uda

nasional

ng dapat dijadik
dan referensi dalam penyusunan
rencana pengelolaan berbasis hak.

mbentukan kelompok masyarakat di

Desa O

dan Sotimori, Rote Ndao

serta di Kampung Mutus, Raja Ampat

@ woww.pili.or.id
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Bera ngkof dari Adat: NUSAK DENGKA NUSAK LANDU
DESA OELUA, KEC. LOAHOLU DESA SOTIMORI, KEC. LANDU LEKO

Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal
Masyarakat Adat di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat KAD BOIEIOAD KA ROTE HAG

hak

secara berkelanjutar
+ Implementasi an perikanan

ifan lokal.

Penitipan Peralatan Pendukung RESFM
dan Pengolahan Hasil Tangkapan

© 0251-8657002

olling cif

sial ekonomi da

Program ini akan mengoptimalkan kemitraan masyarakat adat dalam
pengawasan perairan dan perikanan berkelanjutan di TNP Laut Sawu dan
SAP Kepulauan Raja Ampat.

Pemetaan Partisipati

R e
"hs

@ piioris |
@ 0251-8657002 ‘] twork @ pili.or.id

piligreennetwork

Factsheet Maret 2022
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Sebelum k ek Rote sistem

TNP
Laut Sawu

bupaten Rote Ndao
termasuk salah satu dari 10
kabupaten yang berada di
TNP Laut Sawu. Kebanyakan
penduduk Rote Ndao bekerja
sebagai nelayan. Saat tidak
bisa melaut, mereka akan
melakukan budi daya rumput
laut atau berkebun. Orang
Rote mengenal kearifan lokal
yang disebut 'hoholok' atau
‘papadak’ untuk mengelola
sumber daya terestrial dan
perairan, Kearifan lokal ini
diawasi oleh penjaga adat
yang disebut ‘manaholo’

kerajaan yang disebut 'nusak dengan

pemimpin yang disebut ‘manek’ atau raja. Setelah kemerdekaan, kesembilan belas nusak yang ada
di Rote Ndao setara dengan tingkat kecamatan. Oelua di bagian barat dan Sotimori di bagian timur
Rote, dipilih sebagai dua lokasi kegiatan Yayasan PILL

DESA OELUA,
KECAMATAN LOAHOLU

* Dahulu Qelua masuk dalam wilayah Nusak
Dengka, kerajoan ferbesar dari 19 nusak di Rote
Ndao

* Secara administratif Oelua berada di

Kecamatan Loaholu

Terdapat delapan dusun,

lima di antaranya merupakan dusun pesisir.

* Mata pencaharion penduduk Oelua didominasi

nelayan tangkap

Yayasan PILl membentuk tiga kelompok

masyarakat dalam bidang perikanan:

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang
Selatan

2. Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklohsar)
Tulufali

3. Manaholo Desa Oelua

@® 02518657 002

@ piligreennetwork

DESA SOTIMORI,
KECAMATAN LANDU LEKO

+ Dahulu Sotimori masuk dalam wilayah Nusak Landu,
kerajaan tertua yang budayanya paling dihormati

* Secara administratif berada di Kecamatan Landu
Leko

« Terdapat empat dusun di Sotimori

* Mata pencaharian penduduk Sotimori didominasi
petani budidaya rumput laut

* Yayasan PILl membentuk satu kelompok

masyarakat:
1. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Nale
Tasi, terdir dari
+ Divisi petani budidaya rumput laut
+ Divisi pongolahan dan pemasaran perikanan
* Divisi pengawasan ekosistem pesisir dan laut

@ www.pili.or.id

Indonesia Climate Change Trust Fund

Kemontertan PPN/
ottt

KAMPUNG MUTUS,

DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN

Melalui diskusi 'Tiga Batu Satu Tungku' bersama ketua
adat, kepala kampung, dan ketua agama dari masing-
masing kampung, Mutus dipilih sebagai lokasi kegiatan
Yayasan PILI.

Masyarakat Mutus mengenal kearifan lokal ‘kabruf
yang lambat laun diucapkan sebagai 'kabus'. Cerita
mistis yang disematkan dalam area yang di-kabus
akan membuat orang tidak mengeksploitasi sumber
daya di wilayah fersebut.

Setelah Agama Kristen Protestan masuk Mutus pada
1950-an, diperkenalkanlah aturan tanpa cerita mistis.
Kabus diganti dengan sasi gereja dan sasi adat.
Masuknya Kristen Protestan juga melahirkan konsep
Tiga Batu Satu Tungku sebagai unsur pemimpin
kampung.

SAP
Kepulauan
Raja Ampat

Terdapat 5 kampung yang
termasuk dalam SAP
Kepulauan Raja Ampat yaitu
Kampung Manyaifun,
Meosmanggara, Mutus,

i dan Bianci. Pulau-
pulau ini dipercaya
merupakan tanah ulayat
masyarakat Suku Maya.
Namun demikian masyarakat
yang bermukim berasal dari
Suku Betew/Beser yang
merupakan sub-suku Biak
yang telah lama bermukim di
Raoja Ampat.

® 02518657 002

Audiensi dengan Bupati Rote Ndao
April 2021

KEGIATAN PAKET 6

AKSES
MASYARAKAT

ADAT

Akses masyarakat adat
perikanan b
emitraan dal

Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022

@ piligreennetwork

&

COREMAP-CTI

Secara administratif, Mutus berada di Distrik
Waigeo Barat Daratan. Penduduk Mutus masih
mengandalkan perikanan tangkap sebagai

pekerjaan utama.

Yayasan PILI mencoba mendorong potensi di

bidang perikanan lainnya, dengan membentuk

delapan kelompok masyarakat:

KUB Inkonem

KUB Mujur

Poklahsar Manyarido

Poklahsar Mandemor

. Pokdakan Ingkoi

Pokdakan Koraswan

Kelompok Masyarakat Pengawas
{Pokmaswas) Barawan Jaya

8. Pokmaswas Mambri

NotE N

@ www.pili.or.id

*kegiatan tidak jadi dilakukan karena badai seroja

KEGIATAN PAKET 6

AKSES

=X

MASYARAKAT

ADAT

Mengidentifikasi dan mer
dan perikanan berkelanjutan

sumber daya pes

erkuat praktik kelola

bert hak masyarakat adat
(indigenous people right)

+ Taman Nasional Perairan (TNP)
t Sawu. Nusa Tenggara Timur
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Lampiran 2: Dokumen List aset dan penyerahan aset
Tahun Nilai Total Pen i Hasil
No Kegiatan Jenis Barang Merk/Tipe Jumlah Satuan Perolehan Perolehan Kondisi ph Lokasi Pemeriksaa
Perolehan Hibah BMN
(Rp) (Rp) n
Peralatan Pendukung . B Desa Oelua, Kec.
1 | Pengolahan Hasil Fiber box ikan / TANAGA 2021 12 Unit 800.000 9.600.000 Baru Poklahsar Loaholu, Kab. Rote | Kondisi Baik
Cool box Tulufali
Tangkapan Ndao
Peralatan Pendukung Poklahsar Desa Oelua, Kec.
2 Pengolahan Hasil Mesin tepung ikan 2021 1 Unit 6.250.000 6.250.000 Baru . Loaholu, Kab. Rote Kondisi Baik
Tulufali
Tangkapan Ndao
Peralatan Pendukung Mesin pencacah Poklahsar Desa Oelua, Kec.
3 Pengolahan Hasil ) P 2021 4 Unit 396.000 1.584.000 Baru L Loaholy, Kab. Rote Kondisi Baik
daging Tulufali
Tangkapan Ndao
Peralatan Pendukung Mesin Pengemas Poklahsar Desa Oelua, Kec.
4 Pengolahan Hasil 8 2021 4 Unit 676.500 2.706.000 Baru . Loaholuy, Kab. Rote Kondisi Baik
Vacuum Tulufali
Tangkapan Ndao
Peralatan Pendukung Kemasan (Product Poklahsar Desa Oelua, Kec.
5 Pengolahan Hasil ) 2021 1 Paket 15.900.000 15.900.000 Baru . Loaholu, Kab. Rote Kondisi Baik
Packaging) Tulufali
Tangkapan Ndao
Peralatan Pendukung Timbangan Digital Poklahsar Desa Oelua, Kec.
6 Pengolahan Hasil Sedang ukuran 40 SAYAKI 2021 1 Unit 660.000 660.000 Baru . Loaholu, Kab. Rote Kondisi Baik
Tulufali
Tangkapan kg Ndao
Peralatan Pendukung Cold Storage, Poklahsar Desa Oelua, Kec.
7 Pengolahan Hasil powered by Solar 2021 2 Unit 43.000.000 86.000.000 Baru . Loaholu, Kab. Rote Kondisi Baik
Tulufali
Tangkapan PV Ndao

Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022
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Tahun LT jfotal Penerima Hast]
No Kegiatan Jenis Barang Merk/Tipe Perolehan Jumlah Satuan Perolehan Perolehan Kondisi Hibah BMN Lokasi Pemeriksaa
(Rp) (Rp) n
Peralatan Pendukung Spinner pengerin Poklahsar Desa Oelua, Kec.
8 | Pengolahan Hasil P pengering 2021 1 Pcs 2.640.000 2.640.000 Baru X Loaholu, Kab. Rote | Kondisi Baik
Abon Tulufali
Tangkapan Ndao
Peralatan Pendukung Poklahsar Desa Oelua, Kec.
9 Pengolahan Hasil Tandon Air 1050 L PINGUIN 2021 1 Unit 2.400.000 2.400.000 Baru Tulufali Loaholu, Kab. Rote Kondisi Baik
Tangkapan Ndao
Peralatan Pendukung Poklahsar Desa Oelua, Kec.
10 Pengolahan Hasil Seragam Lapangan 2021 6 Set 451.000 2.706.000 Baru Tulufali Loaholu, Kab. Rote Kondisi Baik
Tangkapan Ndao
Peralatan Pendukung Pompa Air (jet Poklahsar Desa Oelua, Kec.
11 Pengolahan Hasil P SHIMIZU 2021 1 Unit 2.090.000 2.090.000 Baru Tulufali Loaholuy, Kab. Rote Kondisi Baik
Tangk pump) ulufali Nd
gkapan a0
Peralatan Pendukung Alat Instalasi Poklahsar Desa Oelua, Kec.
12 Pengolahan Hasil . . 2021 1 Set 4.400.000 4.400.000 Baru R Loaholu, Kab. Rote Kondisi Baik
Mesin Pompa Air Tulufali
Tangkapan Ndao
. . . Desa Oelua, Kec.
13 | Peralatan Pendukung | Fiber box ikan / TANAGA 2021 12 Unit 830.500 9.966.000 |  Baru KUB Bintang | ) - holu, Kab. Rote | Kondisi Baik
RBSFM Cool box Selatan Ndao
. . Desa Oelua, Kec.
14 | Peralatan Pendukung | Alat snorkling AMSCUD 2021 6 Set 1.045.000 6.270.000 Baru KUB Bintang | 1 0lu, Kab. Rote | Kondisi Baik
RBSFM (lengkap) Selatan Ndao
Peralatan Pendukung Lampu tanda Warning KUB Bintang Desa Oelua, Kec.
15 RBSFM untuk pukat Light - DZ 2021 60 Pcs 451.000 27.060.000 Baru Selatan Loahol;,dla(‘zb. Rote Kondisi Baik
. Desa Oelua, Kec.
16 | Peralatan Pendukung | g 0\ oo coiam LAKUGE 2021 6 Pcs 253.000 1.518.000 Baru KUB Bintang | o101y, Kab. Rote | Kondisi Baik
RBSFM Selatan Ndao
. Desa Oelua, Kec.
17 | Peralatan Pendukung | Pelampung tanda YQE 2021 60 Pes 88.000 5280.000 | Baru KUB Bintang | -} oly, Kab. Rote | Kondisi Baik
RBSFM (mooring boy) Selatan Ndao
Peralatan Pendukung Senter kepala DONY KUB Bintang Desa Oelua, Kec.
18 RBSFM (headlamp) MS309 2021 6 Pcs 429.000 2.574.000 Baru Selatan Loahol;,dlszb. Rote Kondisi Baik
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Tahun LT jfotal Penerima el
No Kegiatan Jenis Barang Merk/Tipe Jumlah Satuan Perolehan Perolehan Kondisi . Lokasi Pemeriksaa
Perolehan Hibah BMN
(Rp) (Rp) n
Cold Storage, . Desa Oelua, Kec.
19 | Peralatan Pendukung | o000 by Solar 2021 1 Unit 46.000.000 46.000.000 Baru KUB Bintang | -} 0lu, Kab. Rote | Kondisi Baik
RBSFM Selatan
PV Ndao
. Desa Oelua, Kec.
20 | PeralatanPendukung | g garer 2021 12 Pasang 520.000 6.240.000 |  Baru KUBBintang | .} 01y, Kab. Rote | Kondisi Baik
RBSFM Selatan Ndao
. Desa Oelua, Kec.
21 Peralatan Pendukung Seragam Lapangan 2021 6 Set 500.500 3.003.000 Baru KUE Bintang Loaholu, Kab. Rote Kondisi Baik
RBSFM Selatan Ndao
. Desa Oelua, Kec.
22 | PeralatanPendukung | ie o0 oo GREN 2021 12 Pcs 230.000 2.760.000 Baru KUB Bintang | | "} 0lu, Kab. Rote | Kondisi Baik
RBSFM Selatan Ndao
Desa Sotimori, Kec.
23 g;rsaﬁa“ Pendukung | oy b ooy Storage 2021 1 Unit 9.100.000 9.100.000 Baru ';\f;g?;:‘;i‘ Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Rote Ndao
. Desa Sotimori, Kec.
24 | Peralatan Pendukung | Tali (6mm) RODA IKAN 2021 1000 tali 20.020 20.020.000 | Baru Pokdakan Landu Leko, Kab. | Kondisi Baik
RBSFM bentangan Nale Tasi Rote Ndao
Desa Sotimori, Kec.
25 | Peralatan Pendukung | Pelampung besar 2021 2000 Pcs 18.480 36.960.000 | Baru Pokdakan Landu Leko, Kab. | Kondisi Baik
RBSFM (ukuran 40 cm) Nale Tasi Rote Ndao
R Desa Sotimori, Kec.
26 | PeralatanPendukung | Pelampung kecil 2021 3000 Pes 14.520 43.560.000 | Baru Pokdakan Landu Leko, Kab. | Kondisi Baik
RBSFM (ukuran 30 cm) Nale Tasi Rote Ndao
L o Desa Sotimori, Kec.
27 | Peralatan Pendukung | Tali ikatbibit nilon 2021 50 Roll 29.000 1450000 |  Baru Pokdakan Landu Leko, Kab. | Kondisi Baik
RBSFM (2 mm) Nale Tasi Rote Ndao
. Desa Sotimori, Kec.
2 | PeralatanPendukung | Patok besi (ukuran 2021 2000 Pcs 72.930 145.860.000 |  Baru Pokdakan Landu Leko, Kab. | Kondisi Baik
RBSFM 1 meter) Nale Tasi Rote Ndao
Peralatan Pendukun, Kacamata selam Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
29 g TAFFSPORT 2021 20 Pcs 137.500 2.750.000 Baru . Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
RBSFM besar Nale Tasi Rote Ndao
Peralatan Pendukun; Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
30 RBSFM e Sepatu karet 2021 20 Pasang 522.500 10.450.000 Baru Nale Tasi Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Rote Ndao
Alat Pengering . .
Desa Sotimori, Kec.
31 | Peralatan Pendukung | Rumput Laut 2021 30 Unit 12.044.500 361.335.000 | Baru Pokdakan Landu Leko, Kab. | Kondisi Baik
RBSFM (Para-para tatakan Nale Tasi Rote Ndao
jemur rumput laut)
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Tahun LT jfotal Penerima Hast]
No Kegiatan Jenis Barang Merk/Tipe Perolehan Jumlah Satuan Perolehan Perolehan Kondisi Hibah BMN Lokasi Pemeriksaa
(Rp) (Rp) n
Desa Sotimori, Kec.
32 g‘;";}ﬁa" Pendukung | ¢ oam lapangan 2021 20 Set 500.500 10.010.000 Baru ';I"a];gaT];"’S'i‘ Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Rote Ndao
Peralatan Pendukung Mesin pencetak Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
33 Pengolahan Hasil stik P 2021 5 Unit 385.000 1.925.000 Baru Nale Tasi Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Tangkapan Rote Ndao
Peralatan Pendukung Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
34 | Pengolahan Hasil Mesin pengemasan 2021 4 Unit 660.000 2.640.000 Baru Nale Tasi Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Tangkapan Rote Ndao
Peralatan Pendukung Desa Sotimori, Kec.
35 | Pengolahan Hasil Kemasan (Product 2021 1 Paket 15.900.000 15.900.000 Baru ';fl;d?rkar.‘ Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Tangk Packaging) ale Tasi Rote Nd
gkapan ote Ndao
Peralatan Pendukung Mesin pengerin, Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
36 | Pengolahan Hasil pengering 2021 2 Unit 2.310.000 4.620.000 Baru ; Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
rumput laut Nale Tasi
Tangkapan Rote Ndao
Peralatan Pendukung Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
37 Pengolahan Hasil Celemek 2021 5 Pcs 77.000 385.000 Baru Nale Tasi Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Tangkapan Rote Ndao
Peralatan Pendukung Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
38 | Pengolahan Hasil Waring 2021 4 Roll 440.000 1.760.000 Baru Nale Tasi Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Tangkapan Rote Ndao
Peralatan Pendukung Pompa Air (jet Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
39 Pengolahan Hasil P ) SHIMIZU 2021 1 Unit 2.200.000 2.200.000 Baru Nale Tasi Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Tangkapan pump) Rote Ndao
Peralatan Pendukung Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
40 Pengolahan Hasil Tandon Air 1050 L. PINGUIN 2021 1 Unit 2.145.000 2.145.000 Baru Nale Tasi Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Tangkapan Rote Ndao
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Peralatan Pendukung . Desa Sotimori, Kec.
41 | Pengolahan Hasil Alat Instalasi 2021 1 Set 4.400.000 4.400.000 |  Baru Pokdakan Landu Leko, Kab. | Kondisi Baik
Mesin Pompa Air Nale Tasi
Tangkapan Rote Ndao
Peralatan Pendukung Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
42 Pengolahan Hasil Blender MIYAKO 2021 5 Unit 495.000 2.475.000 Baru Nale Tasi Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Tangkapan Rote Ndao
Peralatan Pendukung Pokdakan Desa Sotimori, Kec.
43 Pengolahan Hasil Mixer (besar) PHILIPS 2021 4 Unit 740.000 2.960.000 Baru Nale Tasi Landu Leko, Kab. Kondisi Baik
Tangkapan alefas Rote Ndao
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . . o >
44 | Pengolahan Hasil Fiber box ikan / TANAGA 2021 11 Unit 800.000 8.800.000 | Baru Poklahsar ) Distrik Waigeo Barat | ;i paiy
Cool box Mandemor Daratan, Kab. Raja
Tangkapan Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung R 2
45 | Pengolahan Hasil PV Energy Storage 2021 1 Unit 10.100.000 10.100.000 |  Baru ;‘;:l‘;’:‘;fr D]‘;;;:;::a]‘(io g:r:t Kondisi Baik
Tangkapan Ar'npatl )
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . P >
46 | Pengolahan Hasil Mesin Pengemas 2021 2 Unit 660.000 1.320.000 | Baru Poklahsar -} Distrik Waigeo Barat | -y 4;c; ok
Vacuum Mandemor Daratan, Kab. Raja
Tangkapan Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung o °
47 | Pengolahan Hasil Kemasan (Product 2021 1 Paket 15.900.000 15.900.000 | Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat |y | ic; pajic
Packaging) Mandemor Daratan, Kab. Raja
Tangkapan Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . - s
48 | Pengolahan Hasil Timbangan WEIHENG 2021 1 Unit 330.000 330.000 Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat | ;i paik
Gantung Mandemor Daratan, Kab. Raja
Tangkapan Ampat
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Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung s - >
49 | Pengolahan Hasil Pembersih Sisik 2021 5 Unit 55.000 275.000 |  Baru Poklahsar - Distrik Waigeo Barat | -y 1 ;¢ ok
Tangkapan Ikan (manual) Mandemor Daratan, Kab. Raja
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung S A >
50 | Pengolahan Hasil Pembersih sisik GETRA HR- 2021 5 Unit 770.000 3.850.000 | Baru Poklahsar - Distrik Waigeo Barat | -y y;c; ok
Tangkapan ikan (charger) 85B Mandemor Daratan, Kab. Raja
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung P >
51 | Pengolahan Hasil Seragam Lapangan 2021 13 Set 450.000 5.850.000 Baru Poklahsar Distrik Waigeo Ba}‘at Kondisi Baik
Tangkapan Mandemor Daratan, Kab. Raja
Ampat
Alat pengering Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . . P s
52 | Pengolahan Hasil ikan mekanis 2021 5 Unit 7.103.250 35.516.250 Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat | . yic; i
Tangkapan sistem udara Mandemor Daratan, Kab. Raja
hembus Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . . P s
53 | Pengolahan Hasil Fiber box ikan / TANAGA 2021 17 Unit 800.000 13.600.000 Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat | o y;c; g
Tangkapan Cool box TNG60 Manyarido Daratan, Kab. Raja
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung A >
54 | Pengolahan Hasil PV Energy Storage 2021 1 Unit 10.100.000 10.100.000 Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat |y 1 ic; pajic
Tangkapan Manyarido Daratan, Kab. Raja
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . - >
55 | Pengolahan Hasil Mesin Pengemas 2021 2 Unit 660.000 1.320.000 Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat | y;c; g
Tanakapan Vacuum Manyarido Daratan, Kab. Raja
skap Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung 5 P :
56 | Pengolahan Hasil Timbangan WEIHENG 2021 1 Unit 330.000 330.000 Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat | ;i paik
Tangkapan Gantung Manyarido Daratan, Kab. Raja
Ampat
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Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung S cies P 2
57 | Pengolahan Hasil Pembersih Sisik 2021 5 Unit 55.000 275.000 | Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat | -y 1 y;c; ok
Ikan (manual) Manyarido Daratan, Kab. Raja
Tangkapan Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung S i - s
58 | Pengolahan Hasil Pembersih sisik GETRA HR- 2021 5 Unit 770.000 3.850.000 | Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat | -y 1 4;c; o
ikan (charger) 85B Manyarido Daratan, Kab. Raja
Tangkapan Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung - 2
59 | Pengolahan Hasil Seragam Lapangan 2021 17 Set 450.000 7.650.000 Baru ;Z];la;sizl; DI;S:::;::T(E;O g:\_r;t Kondisi Baik
Tangkapan Y Ar'npatl )
Alat pengering Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung B . o >
60 | Pengolahan Hasil ikan mekanis 2021 5 Unit 7.103.250 35516250 | Baru Poklahsar | Distrik Waigeo Barat | ;i paiy
sistem udara Manyarido Daratan, Kab. Raja
Tangkapan
hembus Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . KUB Distrik Waigeo Barat s
61 RBSFM PV Energy Storage 2021 1 Unit 12.350.000 12.350.000 Baru Inkonem Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung Fiber box ikan / TANAGA . KUB Distrik Waigeo Barat s
62 RBSFM Cool box TNG60 2021 16 Unit 830.500 13.288.000 Baru Inkonem Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung SURYA SQL . KUB Distrik Waigeo Barat s
63 RBSFM Lampu Darurat L3001 2021 5 Unit 82.500 412.500 Baru Inkonem Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung Senter Kepala . KUB Distrik Waigeo Barat i s
64 RBSFM (headlamp) DONY 2021 16 Unit 423.500 6.776.000 Baru Inkonem Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . KUB Distrik Waigeo Barat i s
65 RBSFM Helm Proyek 2021 16 Unit 88.000 1.408.000 Baru Inkonem Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Peralatan Pendukung . KUB Kampung Mutus, s
66 RBSFM Life Jacket GREN 2021 16 Set 230.000 3.680.000 Baru Inkonem Distrik Waigeo Barat Kondisi Baik
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Daratan, Kab. Raja
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung KUB Distrik Waigeo Barat s
67 RBSFM Seragam Lapangan 2021 16 Set 469.219 7.507.500 Baru Inkonem Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . KUB Distrik Waigeo Barat s
68 RBSFM Alat Pancing 2021 16 Set 1.047.200 16.755.200 Baru Inkonem Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . . Distrik Waigeo Barat i T
69 RBSFM PV Energy Storage 2021 1 Unit 12.350.000 12.350.000 Baru KUB Mujur Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung Fiber box ikan / TANAGA . . Distrik Waigeo Barat ¢ s
70 RBSFM Cool box TNG60 2021 10 Unit 830.500 8.305.000 Baru KUB Mujur Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung SURYA SQL . . Distrik Waigeo Barat s
71 RBSFM Lampu Darurat L3001 2021 5 Unit 82.500 412.500 Baru KUB Mujur Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung Senter Kepala . . Distrik Waigeo Barat s
72 RBSFM (headlamp) DONY 2021 10 Unit 423.500 4.235.000 Baru KUB Mujur Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . . Distrik Waigeo Barat I
73 RBSFM Helm Proyek 2021 10 Unit 88.000 880.000 Baru KUB Mujur Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . . Distrik Waigeo Barat s
74 RBSFM Life Jacket GREN 2021 10 Set 230.000 2.300.000 Baru KUB Mujur Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . Distrik Waigeo Barat I,
75 RBSFM Seragam Lapangan 2021 11 Set 500.500 5.505.500 Baru KUB Mujur Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . . Distrik Waigeo Barat ¢ s
76 RBSFM Alat Pancing 2021 10 Set 1.047.200 10.472.000 Baru KUB Mujur Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
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Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung - :
77 | Pengolahan Hasil PV Energy Storage 2021 1 Unit 10.100.000 10.100.000 Baru P?Edil;f“ DS;;';;’:‘*;&‘;" Ez.r:t Kondisi Baik
Tangkapan e Ar;qpatl )
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung A 2
78 | Pengolahan Hasil Seragam Lapangan 2021 16 Set 451.000 7.216.000 Baru P‘;Edil;ia“ D[‘f:;'g:a]‘(g:b" g:.r:‘ Kondisi Baik
Tangkapan 8 Ar;1patl 4
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . . A >
79 | Pengolahan Hasil Fiber box ikan / TANAGA 2021 16 Unit 808.500 12.936.000 |  Baru Pokdakan | Distrik Waigeo Barat | -y y;c; ok
Cool box TNG60 Ingkoi Daratan, Kab. Raja
Tangkapan Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . Pokdakan Distrik Waigeo Barat s R
80 RBSFM Jaring Apollo 2021 16 Pcs 76.000 1.216.000 Baru Ingkoi Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung Scoope Net . Pokdakan Distrik Waigeo Barat i T
81 RBSFM /serokan ikan 2021 16 Unit 75.000 1.200.000 Baru Ingkoi Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung - >
82 | Pengolahan Hasil PV Energy Storage 2021 1 Unit 10.100.000 10.100.000 |  Baru ;253:;22 D]‘;;;:;::a]‘(io g:r:t Kondisi Baik
Tangkapan Ar'npatl )
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung R 2
83 | Pengolahan Hasil Seragam Lapangan 2021 10 Set 451.000 4510000 | Baru Egl:::x:: DS;;:;::E]‘(%‘%" g;‘,r:“ Kondisi Baik
Tangkapan Ar;lpatl )
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . . o >
84 | Pengolahan Hasil Fiber box ikan / TANAGA 2021 10 Unit 808.500 8.085.000 | Baru Pokdakan | Distrik Waigeo Barat | -y y;c; ok
Cool box TNG60 Koraswan Daratan, Kab. Raja
Tangkapan Ampat
Kampung Mutus,
Peralatan Pendukung . Pokdakan Distrik Waigeo Barat s
85 RBSFM Jaring Apollo 2021 10 Pcs 76.000 760.000 Baru Koraswan Daratan, Kab. Raja Kondisi Baik
Ampat
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Kampung Mutus,

Peralatan Pendukung | Scoope Net . 750.000 Baru Pokdakan Distrik Waigeo Barat
RBSFM /serokan ikan . Koraswan Daratan, Kab. Raja

Ampat

Kondisi Baik
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Lampiran 3. Dokumen pendukung pembuktian capaian indikator untuk setiap
output

Output 1.1

Perbup Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA

BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENT.
PEDOMAN mmunwu IJMI PERLINDUNGAN
HUKUM ADAT DI ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan
perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan prin
Bupati tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rote Nda

3

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4184);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

»

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
tndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repnbhk'
Indonesia Nomor 5495);

w

SK Bupati Raja Ampat SK Bupati Rote Ndao

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT "

NOMOR : 188/48/SK-BRA/VIII/2021

BUPATI ROTE NDAO
TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PEMBENTUKAN PANITIA DAN KELOMPOK KERJA KESATUAN MASYARAKAT bty W%‘/mﬂm’“’
HUKUM ADAT DI SUAKA ALAM PERAIRAN KABUPATEN RAJA AMPAT 304/
TENTANG
BUPATI RAJA AMPAT, PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
tentang pedoman pengakuan dan Perlindungan Masyarakat SRIESSSSHEN BDAD,
Hukum Adat maka perlu di bentuk Panitia dan Kelompok Mg R I s isngalcut. din mueptigie
Kerja (POKJA] Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Foktiis b Whhiin mukeyacaia hukcam adat et Bk
di Suaka Alam Perairan (SAP) Kabupaten Raja Ampat; ik tradisioualuys sepanjang masih hidup dan sesuai

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
b. bahwa untuk mengakui dan menghormati Kesatuan Kesatuan Repubik Indonesia perly pen
Masyarakat Hukum Adat (KMHA) beserta hak-hak perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Republik Indonesia, perlu pengakuan dan perlindungan Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
E:zt:man M;s)amka( Hukum Adat di Suaka Alam Perairan Hukum Adat Di Kabupaten :ﬁnﬂduﬁu;nu? perty
paten Raja Ampat; i s

bahwa
0 c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang b STiE = dan Buril B, paihu dimtapkan
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, b szmutu.nﬂupah"

dinyatakan identitas budaya Masyarakat Hukum Adat

termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
perkembangan zaman; Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di sa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
d.  bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negar:
huruf ¢ diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor 4184);
Bupati Raja Ampat tentang Pembentukan Panitia Dan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Kelompok Kerja Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

I}
Suaka Alam Perairan Kabupaten Raja Ampat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang dengan UndangUndang Nomor 13 Tabun 2020
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

iministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 202, Tambahan
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Draft Rencana dan Mekanisme Kerja
Panitia dan Pokja KMHA Kab. Raja Ampat

MEKANISME KERJA PANITIA DAN POKJA KMHA KABUPATEN RAJA AMPAT

us
a

e

13

® -

DOKUMEN
RENCANA KERJA DAN MEKANISME KERJA

dimaksud dalam dikeum Kesatu pada SK adalah sebagai berikut.
Mekanisme kerja Panitia yaitu tugas Rinci Panitia KMHA sebagaimana dimaksud dalam

im Kesatu pada SK adalah
dan

program
adat secara partisipati i kearifan lokal;
Menyediakan sarana yang diperlukan masyarakat hukum adat dalam rangka
‘menjaga kelestarian dan keutuhan adat istiadat, tradisi dan wilayah adat;
Melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada masyarakat
hukum adat;

Melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat di Kabupaten Raja Ampat;
Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja KMHA untuk
membentuk Forum KMHA dalam pengelolaan dan perlindungan adat di
kabupaten Raja Ampat;

Memantau dan mengevaluasi kinerja Kelompok Kerja KMHA dan Forum KMHA;
Tugas - tugas lain yang dipandang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan
Kebijakan Kabupaten Raja Ampat yang ki i
hi hak - hak

adat.

X Kerd

PANITIA DAN POKJA KMHA KABUPATEN RAJA AMPAT

s

=

SEPTEMBER 2021

e

dalam

inci Kelom,

i ja Panitia yaitu tugas

Diktum Kesatu adalah

Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Forum KMHA dalam kerangka
i bersama berbasis i wilayah SAP Raij A

atuhi

Kabupaten R:

Membuat dan menetapkan Struktur, Rencana Kerja,
Forum KMHA meminta

Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada para pihak;

e yang
Mekanisme Kerja serta
Panitia KMHA;

Tugas - tugas lain yang dipandang perlu dilakukan dalam rangka pembentukan

Forum KMHA SAP Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat yang mengakui,
i, melindungi d hi hak - hak

Sifat Kelompok Kerja KMHA-SAP Raja Ampat bersifat sementara, secara otomatis

akan membubarkan diri setelah Forum KMHA terbentuk melalui SK Bupati

dengan menyerahkan laporan peranggungan jawaban tugas kepada Panitia KMHA

Draft Rencana dan Mekanisme Kerja
Panitia dan Pokja KMHA Kab. Rote Ndao

©

cemimin<n

b= xEm @) >

DOKUMEN
RENCANA KERJA DAN MEKANISME KERJA
PANITIA MHA KABUPATEN ROTE NDAO

SEPTEMBER 2021
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Anggota Panitia MHA

NO. JABATAN JABATAN DALAM TIM
1| Sekretaris Dacrah Kab. Rote Ndao Ketua
7. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sekretaris
Rote Ndao

3. [Pl Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Anggota

Rote Ndao

4. |Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Anggota

5| Kepal lanan Kab. Rote Ndao Anggota

6. | Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Anggota
Kab. Rote Ndao

7. |Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Anggota
Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao

§__| Camat Landuleko Anggota

9. | Camat Rote Timur Anggota

10| Camat Pantai Baru Anggota

1| Camat Rote Tengah Anggota
12| Camat Lobalain Anggota
13| Camat Rote Selatan Anggota

14. | Camat Rote Barat Laut Anggota

15| Camat Rote Barat Daya Anggota

16. | Camat Rote Barat Anggota

17| Camat Ndao Nuse Anggota

V. MEKANISME KERJA PANITIA MHA KABUPATEN ROTE NDAO

Mekanisme kerja Panitia yaitu tugas Rinci Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu pada SK adalah melakuls k

tahapan- tahapan:

dan ikat huk

dat melalui

w o

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau
Kelompok masyarakat yang dilakukan dengan mencermati sejarah Masyarakat Hukum
Adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan
kelembagaan/siatem pemerintahan adat.

Verifikasi dan validasi Masyarakat Hulum Adat,

Mengumumban hasil verifikasi dan validasi kepada Masyarakat Hukum Adat setempat
dalam waktu 1 (satu) bulan;

kepada Bupati hasil verifikasi dan validasi
untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.



"a
Kementerian PPN/ | C C T F

Bappenas

Indonesia Climate Change Trust Fund

COREMAP-CTI

Output 1.2
Modul Kajian Kelayakan Kelembagaan

Output 1.3
Modul Pemetaan Partisipatif dan Pelaksanaan Prinsip FPIC
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Output 2.1
Peta Wilayah Kelola Adat

e -z 40c a0z

PETA WILAYAH ADAT
Lambar: 01

KABUPATEN ROTE NDAO
NUSA TEGGARA TIMUR

Output 2.2
Kajian Baseline Sosial, Ekonomi, dan Kajian Dampak Tata Kelola Sumberdaya
Lingkungan Perikanan Berkelanjutan Bersama MHA
yi= D 2> &) - o= > o I

KAJIAN DAMPAK

Tata Kelola Sumberdaya Perik Secara Berk
Bersama Masyarakat Hukum Adat (MHA)

di A
dengan Skema Rights-based Fisheries Management (RBFM)

KAJIAN

DATA DASAR

Taman Nosional Perairan (TNP) Lout Sawy,
Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur den

Suaka Alam Peroiron (SAP) Raja Ampat . Popua Baratt
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Output 2.4
Dokumen Kajian Bioekonomi Sederhana di SAP Kepulauan Raja Ampat dan TNP
Laut Sawu
PADA MASYARAXAT MUKUM ADAT ()
SUAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT (SAP - KRA)
DAN TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU (TNP - LS)
OLEH:
TIM KAJIAN
Output 2.5
A. Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan
Desa Sotimori Desa Oelua Kampung Mutus

RENCA
PEN D
» 117 Al D, |
:Al" a
BERK AN
BERBA

- DI Desa Sotimori, Kabupateh
= Nusatenggara Timur

PENULIS:

» 5 cm ®
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B. Berita Acara Pembentukan Kelompok Kabupaten Raja Ampat

Berita Acara Pokdakan Ingkoi

##wm PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PERIKANAN

Alamat ; Waisal, Distrik Waisai Kota

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDYA PERIKANAN (POKDAKAN)
“INGKOI” KAMPUNG MUTUS
No. 523.1/ r; /1m /2021

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu pukul, 20,00 WIT. $4d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik
Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di
hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan
dan masyarakat.

Telah dilaksanakan penetapan Pembentukan Kelompok Budidaya Perikanan (POKDAKAN)
“ INGKOI" dengan Keputusan scbagai berikut

1. Identitas Kelompok
a Nama Kelompok  : Ingkoi
b, Alamat Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat daratan
Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
¢ Jumlah Anggota : 13 Orang
d. Jenis Usaha Budidaya Ikan Kerapu Hidup (Keramba Jaring Apung)

2. Susunan Pengurus

a Ketua Theopilus Dimara
b, Sekretaris Yansen Dimara
¢ Bendahara Elisa Dimara

d. Anggota Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan scbagaimana mestinya dan ditandatangani

bersama untuk dilakukan pembinaan sclanjutnya
WA
Penyuluh Perikanan / m\Kcl
Kabupatgn Raja Ampat
John Pieter/Mainake, S.Pi ) pilus Dimara
Nip. 19781012 200506.1-001
/.

Berita Acara KUB Inkonem

AH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PERIKANAN
Alamat ; W
BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PEN,
“INKONEM * KAMPUNG MUTUS
No.523.1/ 32 /101/2021

Distrik Waisai Kota.

KAPAN IKAN

Pada Hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu pukul, 20.00 WIT. /d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik
Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di
hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan
dan masyarakat

Telah dilaksanakan penctapan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Penangkapan Ikan
“INKONEM™ dengan Keputusan sebagai berikut

1. Identitas Kelompok
a. Nama Kelompok : KUB INKONEM
b. Alamat Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan
Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
c. Jumlah Anggota  : 13 Orang
d. Jenis Usaha Penangkapan Ikan

2. Susunan Pengurus

a. Ketua Zeth Yapen

b, Sekretaris  : Yosias Mambraku
c. Bendahara Markus Dimara
d Anggota Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani
bersama untuk dilakukan kegiatan selanjutnya.

Penyuluh Perikanan
Kabupater Amj

Berita Acara Poklahsar Mandemor

Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022
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Berita Acara Pokdakan Korasuwan

DINAS PERIKANAN
Alaman : Waisai, Distrik Waisal Kota
BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDYA PERIKANAN (POKDAKAN)
“KORASWAN” KAMPUNG MUTUS TIMUR
No.523.1/ G /12021

@ PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu pukul, 2000 WIT. 9d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik
Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di
hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan
dan masyarakat.

Telah dilaksanakan penetapan Pembentukan Kelompok Budidaya Perikanan (POKDAKAN)
“ KORASWANI" dengan Keputusan sebagai berikut

1. Identitas Kelompok
a. Nama Kelompok ~: Koraswan
b. Alamat Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat daratan
Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
c. Jumlah Anggota :7 Oran
d. Jenis Usaha Budidaya Ikan Kerapu Hidup ( Keramba Jaring Apung)
2. Susunan Pengurus
Ketua Alfred Mayor
b. Sekretaris  : Armeneus Dimara
c. Bendahara  : Melyanus Tuberwait
d Anggota terlampir.

Demikian berita acra ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani
bersama untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.

Penyuluh Perikanan
Kabupaten Raja Amj

Jolin Plefer/ M
Nip. 1978101

Berita Acara KUB Mujur

DINAS PERIKANAN

Alamar : Waisai, Distrik Waisai Kota

@ PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PENANGKAPAN IKAN
“MUJUR » KAMPUNG MUTUS
No. 523.1/ 5 /10 /z«n

Pada Hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu pukul, 20.00 WIT. s/d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik
Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di
hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan
dan masyarakat

Telah dilaksanakan penetapan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Penangkapan Ikan
“MUJUR” dengan Keputusan sebagai berikut

1. Tdentitas Kelompok
a. Nama Kelompok  : KUB MUJUR
b. Alamat Kampung Mutus Timur, Distrik Waigeo Barat Daratan
Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
c. Jumlsh Anggota 8 Orang
d. Jenis Usaha Penangkapan Ikan

2. Susunan Pengurus

a Ketua Obed Mesak Dimara
b. Sekretaris Oskar Mambrasar
¢. Bendahara Mahan Dimara

d. Anggota Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani

bersama untuk dilakukan kegiatan selanjutnya /:‘
708 M
/K

Penyuluh Perikanan
bupaten Rgja Ampat

Kty
MU

i
Nip. lemmz 200506 | \m

R BARTHG
'NIP. 19801031 200502 1 006

Berita Acara Poklahsar Manyarido
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BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAHAN IKAN DAN PEMASARAN
“POKLAHSAR MANDEMOR " KAMPUNG MUTUS TIMUR
No. 523.1/ /172021

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu pukul, 20.00 WIT. /d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik
Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di sclenggarakan Pertemuan yang di
hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan
dan masyarakat.

Telah dilaksanakan penetapan Pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Produk
Perikanan (POKLAHSAR) * MANDEMOR?” dengan Keputusan sebagai berikut

1. Identitas Kelompok
a. Nama Kelompok  : Mandemor
b, Alamat : Kampung Mutus Timur, Distrik Waigeo Barat daratan
Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
c. Jumlah Anggota : 8 Orang
d. Jenis Usaha Pengolahan Tkan (Ikan Asin, Abon Ikan, Krupuk Ikan,
Fishik Ikan, Sambal Ikan).

2. Susunan Pengurus

a Ketua Adolfince Sauyai
b, Sekretaris Lenora Makusi

c. Bendahara Adriana Manggara

d. Anggota Sesua Dafiar terlampir.

Demikian berita acra ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani
bersama untuk dijlakukan pembinaan selanjutnya.

Penyuluh Perikanan Ketua Kelompok
K: n

ija Ampat
Adolfince Elnyll

hn Pi ainake, S.Pi
Nip. 19781012 200506 1 001

C. SKPembentukan Kelompok
Kab. Raja Ampat
SK Pokdakan Ingkoi

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
MOR : & TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN (POKDAKAN)

“INGKOI"
KAMPUNG MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang  : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran
kegiatan budidaya perikanan melalui organisasi kelompok, maka
dipandang perlu membentuk kelompok budidaya ~perikanan
(POKDAKAN) dan menetapkan pengurus dan anggota kelompok
budidaya perikanan (POKDAKAN)

-

Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini,
dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok
dan pengurus yang dapat menjalankan kegiatan sebuah Kelompok
Budidaya Perikanan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah

Mengingat

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014
tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam

i pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan  Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang
pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil

SK KUB Inkonem
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%% PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PERIKANAN

Alamat : Waisai, Distrik Waisai Kota

—
BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASARAN PRODUK
PERIKANAN (POKLAHSAR) “ MANYARIDO " KAMPUNG MUTUS
No. 523.1/ /m/2021

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu pukul, 20.00 WIT. /d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik
Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di
hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, ‘Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan
dan masyarakat

Telah dilaksanakan penetapan Pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Produk
Perikanan (POKLAHSAR) “* MANYARIDO" dengan Keputusan sebagai berikut

1. Identitas Kelompok
a Nama Kelompok : Manyarido
b. Alamat Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat daratan
Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
¢. Jumlah Anggota - 13 Orang
d. Jenis Usaha Pengolahan Ikan (Ikan Asin, Abon Ikan, Krupuk Tkan,
Fishik Ikan, Sambal Ikan).

2, Susunan Pengurus
a Ketua Ambrosius Mambraku
b. Sekretaris Lenonerce Dimara
¢. Bendahara Korina Mayor
d. Anggota Terlampir .
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani
bersama untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.

Penyuluh Perikanan
Kabupatgn Raja Ampat

John Piefer |
Nip. 19781012 200506 1 001

SK Pokdakan Koraswan

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR :{0° TAHUN 2021

TENTANG

[UKAN KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN (POKDAKAN)

“KORASWAN"

KAMPUNG MUTUS TIMUR DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN

KABUPATEN RAJA AMPAT

PEMBE!

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang : a Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran
kegiatan budidaya perikanan melalui organisasi kelompok, maka
dipandang perlu membentuk kelompok budidaya perikanan
(POKDAKAN) dan menetapkan pengurus dan anggota kelompok
budidaya perikanan (POKDAKAN).

-

Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini,
dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok
dan pengurus yang dapat menjalankan kegiatan sebuah Kelompok
Budidaya Perikanan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Dacrah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014

Mengingat

tentang peran serta dan pemberdayaan  masyarakat dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Peraturan  Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang

nelayan kecil dan ya ikan kecil.

SK KUB Mujur
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PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR : {2- TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PENANGKAPAN IKAN
“INKONEM “ KAMPUNG MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN

KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang

Mengingat

: a Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran

kegiatan perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang
perlu untuk membentuk kelompok usaha bersama dan menetapkan
pengurus dan anggota kelompok usaha bersama.

-

Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini,
dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok
dan pengurus yang mampu menjalankan kegiatan sebush
Kelompok Usaha Bersama Penangkapan Ikan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014

tentang peran serta dan pemberdayaan  masyarakat dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peratran  Pemerintah  Nomor S0 Tahun 2015 tentang
pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama  : Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Penangkapan Tkan “INKONEM" di Kampung
Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan Kabupaten
Raja Ampat

SK Poklahsar Mandemor

vy

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR : {0 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASARAN
PRODUK PERIKANAN ( POKLAHSAR) “ MANDEMOR *
KAMPUNG MUTUS TIMUR DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN

KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang @ a.

Mengingat X

™

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran
kegiatan pengolahan produk perikanan melalui organisasi
kelompok, maka dipandang perlu membentuk kelompok
pengolahan dan pemasaran produk perikanan (POKLAHSAR) dan
menetapkan pengurus dan anggota kelompok pengolahan dan
pemasaran produk perikanan (POKLAHSAR)

Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini,
dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok
dan pengurus yang dapat menjalankan kegiatan sebuah Kelompok
Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014
tentang peran serta dan pemberdayaan  masyarakat dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan  Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang

nelayan kecil dan va ikan kecil.

SK Pokmaswas Barawan Jaya
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INTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR : | TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PENANGKAPAN IKAN
“ MUJUR” KAMPUNG MUTUS TIMUR DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran
kegiatan perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang
perlu untuk membentuk kelompok usaha bersama dan menetapkan
pengurus dan anggota kelompok usaha bersama

o

Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini,
dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok
dan pengurus yang mampu menjalankan kegiatan sebush
Kelompok Usaha Bersama Penangkapan Ikan

Mengingat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014
tentang peran serta dan pemberdayaan  masyarakat dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Peraturan Pemerintah  Nomor S0 Tahun 2015 tentang
nelayan kecil dan kan kecil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama  : Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Penangkapan Tkan “MUJUR" di Kampung Mutus
Timur. Distrik Waigeo Barat Daratan Kabupaten
Raja Ampat

SK Poklahsar Manyarido

-

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASARAN

PRODUK PERIKANAN ( POKLAHSAR) “ MANYARIDO *

KAMPUNG MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang : a Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran
kegiatan pengolahan produk perikanan melalui organisasi
kelompok, maka dipandang perlu membentuk kelompok
pengolahan dan pemasaran produk perikanan (POKLAHSAR) dan
menetapkan pengurus dan anggota kelompok pengolahan dan

pemasaran produk perikanan (POKLAHSAR).

b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini,
dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok
dan pengurus yang dapat menjalankan kegiatan sebuah Kelompok

Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014

tentang peran serta dan pemberdayaan  masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

N 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang

pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil

SK Pokmaswas Mambri
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKAN,

AN
s Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abrabam O. Atururi Arfai Manolwari Kode Pos: 98315

dkp papua baratiagmail com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KLLAUTAN | DAN PERIKANAN
PROY

Menimbang

Mengingat

SUPAPUA
NOMOR: 08 TAHUN 203 oa1

IGAWAS SUMBERDAYA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTKANAN

o

OVINSI PAPUA BARAT,
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan pada kawasan
konservas ipaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
malka perh dilakukan pengawasan secara partisipatif oleh
seluruh ‘masyarakat
bahwa peran serta t dalam membantu
asan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan di Kabupaten Raja Ampat_Provinsi Papua Barat
harus mendapat perhatian dari pemerintah dacrah Provinsi
Piovaliiat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Perikanan Provinsi Papua Barat
tentang Pembentukan
KMASWAS) sumberdaya kelautan dan perikanan

BARAWAN JAYA Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Tentang imana telah diubah dengan

-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 2014 tentang

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007

o o W

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Puau Kecil

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Undang- umn.nmnmnnm:m
Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hi
. Undang-Undang Nomor 32 Tuhun 2014 Tmnm( s Pemerintal

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan;
Peraturan Pemerintah Nomro 60 Tahun 2007 tentang
Tkan;
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:

7.
KEP.58/MEN/2001 tentang Tata cara Pelaksanaan Sistem
Masyarakat dalam

Pengawasan Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Kab. Rote Ndao
SK Pokdakan Naletasi

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR : 188/48/SK-BRA/VIIl/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN KELOMPOK KERJA KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI SUAKA ALAM PERAIRAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Menimbang

Mengingat

A

BUPATI RAJA AMPAT,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
tentang pedoman dan

Hukum Adat maka perlu di bentuk Panitia dan Kelompok
Kerja (POKJA) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)
di Suaka Alam Perairan (SAP) Kabupaten Raja Ampat;

bahwa untuk mengakui dan menghormati Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat (KMHA) beserta hak-hak
tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, perlu pengakuan dan perlindungan
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Suaka Alam Perairan
Kabupaten Raja Ampat;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dinyatakan identitas budaya Masyarakat Hukum Adat
termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan
perkembangan zaman;

bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan
huruf ¢ diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Raja Ampat tentang Pembentukan Panitia Dan
Kelompok Kerja Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di
Suaka Alam Perairan Kabupaten Raja Ampat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
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I

REMAP-CTI

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

alan Bigen Marni (o) Abrahar ©. Aurrd Atfi Manoloeai e Pos: 96315
baratiagmail

Emal: dkp papua.

PEMBENTUKAN KELOMPOK
nu\trruwmmulm DISTRIK

Menimbang

: a. Bahwa dalam

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SI PAPUA BARAT
'NOMOR: 09 TAHUN 2021
TENTANG

MASYARAKAT PENGAWAS SUMBERDAYA
WAIGEO BARAT DARATAN.
UNG MUTUS TIMUR KABUPATEN RAJA AMPAT
PPROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI PAPUA BARAT,
mengoptimalkan sstem pengaasan
sumberdaya kelautan dan perikanan pada kaw:
Konservasi di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
SR Tt partisipatif oleh
luruh kalangan

3

o peran serta m.ymk.( dalam membantu
pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan di Kabupaten Raja Ampat. Provinsi Papua Barat
harus mendapat perhatian dari pemerintah dacrah Provinsi

g _

kan pertimbangan ana dimaksud
u.]-m huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat
mmng Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) sumberdaya kelautan dan
MAMBRI Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan ina telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
e Undnag Nomor 31 Tahun 2014 tentang

2. Ul\mrlmd.u\g Repubuk Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007

g Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
a telah diubah dengan Undang- Umhn. Numor 1

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir rhn

Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undln&l!ndln[ Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

@

Pcmunn Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha

nan;
Peraturan Pemerintah Nomro 60 Tahun 2007 tentang
Knnuxvni Sumberdaya lkan;

Menteri Kelautan dan Perikanan N
ey P 58/MEN/ 2001 e Tid e PERERE an Sistema
Pengawasan M iaan dan

r'.ﬁ.w,*

dalam Pengelol
Sumberdava Kelautan dan Perikanan;

SK Poklahsar Tulufali

Menimbang

Mengingat

BUPATI ROTE NDAO
NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI
'NOMOR 30¢//KEP/HK/2021
TENTANG
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN ROTE NDAO
BUPATI ROTE NDAO,
a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati
kesatuan

hukum adat;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Bup-n Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2021 tentang
dan

bangan masyarakat
Kesatuan Republik Indonesia perlu pvnukun.n dan
terhadap

Hukumm:mk.wpummndw maka perlu
membentuk Hukum  Adat
Kabupaten Rote Ndao;

: ;
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Nomor 5601):
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SK KUB Bintang Selatan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA OELUA
KECAMATAN LOAHOLU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor H 140 /44 / DOL/ Il / 2021
Lamplran H 1 (salv) berkas

TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN PENANGKAP IKAN
"Bintang Selatan”

DESA OELUA
Menimbang :a. bohwo berusaha dan

menciplakan lapangan kefa, perly diupayakan peningkatan pembinaan
terhadap para Penangkap lkan sehingga mempunyai jwa wirausaha.

b. bahwa untuk inaan feknis maupt teknis terhadap
para pengolah dan pemasar hasil perikanan di wikayah pesisi, ferulama yang
mempunyai niat mengembangkan usaha agribisnis perikanan maka perlu
dibentuk Kelompok Usaha
gai media unfuk Peni Kelompok Usaha

pengolah dan pemasar hasi perikanan agar dapat berfungsi sebagai Unit
Usaha Perikanan, Unit Usaha Keuangan Mikro Perikanan dan Unit Usaha
Penunjang lainnya sehingga menjadi Organisasi Usaha yang kuat.
d. bohwa pembentukan Kelompok Usaha Bersama Nelayan Penangkap Ikan

KUB Bintang Selatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

e. bahwa mereka yang namanya lercantum dalam Lampiran Surat Keputusan
ini dianggap cakap dan mampu serfa memenuhi syarat untuk melaksanakan
kegialan usaha di bidang Penangkapan lkan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote
Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 fentang Perikanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerinfchan Daerah:
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 fenlang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; \
Undang-Undang Nomor 8 Tohun 2005 tentang Perubahan Afas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

. Perofuran Pemeriniah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa:

»

Ed

@

o

25

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

. Peraturan Daerch Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tota Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerch Kabupalen
Rofe Ndao Tahun 2009 Nomor Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupalen Role Ndao Nomor 078).

@

Output 3.2

Modul Pendampingan Pengolahan

MODUL

PENDAMPINGAN
PENGOLAHAN
PERIKANAN

BERBASIS KESATUAN MASYARAKAT HUKL

/di Taman Nasibnal Perairan (TNP) Laut Sawu

0 Provinsi Nusa Tenggara Timur
/q.n'Su-n Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja
g = Ampat Provinsi Papua Barat

.

Output 3.3.
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SK Revitalisasi Manoholo Oelua

FORUM KOMUNIKASI TOKOH ADAT PEDULI BUDAYA
(FKTAPB)
KABUPATEN ROTE NDAO
Sekretariat : JIn. Nusaklain, Kelurahan Mokdale

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 18/FKTAPB/VII/2021

TENTANG
REVITALISASI MANAHOLO DESA OELUA DALAM MENDUKUNG
SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT

SAWU DI KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
FORUM KOMUNIKASI TOKOH ADAT PEDULI BUDAYA
KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang ~ : a.  bahwa Penerapan kearifan lokal papadak/hoholok
i guna pengelolaan

sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut
Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian dari Taman
Nasional Perairan (TNP) Luat Sawu;

b.  bahwa pemberlakuan hoholok/papadak untuk
tahap awal, dilak dengan Ik

Manaholo (Pengawas Papadak Hoholok) yang di
fokuskan pada 3 (tiga) Nusak (Wilayah Kerajaan)
vaitu Nusak Dengka, Nusak Termanu dan Nusak
Landu;

¢ bahwa dalam pelaksanaan masa bakti manaholo
terjadi pemekaran wilayah Desa

d bahwa anggota manaholo di Desa Oelua sudah
tidak relevan dan diperlukan adanya Revitalisasi
kepengurusan

e berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim.
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ d
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Fo

Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya Kabupaten
Rote Nduo

Mengingat 1. Undang undang  tahun 2002 tentang
pembentukan Kabupaten Rote Newo i Propima
Nuna o Tiar (1 negam Kepublik
Indo thun 2002 Nomwor 22 Tambahan
Lembaran N i Republik Indonesia Nomar 148y

Berita Acara Penitipan Barang

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BANTUAN PEMERINTAH
HIBAH BANK DUNIA ICCTF - BAPPENAS
CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM
CORAL TRIANGLE INITIATIVE PROJECT (COREMAP-CTT) GEF TF15470
Nomor: 001/BAP/PILI-GP6/11/2021

aksud
an hurut d maka

m

Pada hari ini, Selasa, tanggal 02 November 2021, yang bertanda tangan dibawah int

1. Nama : EviIndraswati
NIK  :3271055101780008
Jabatan : Program Manager Paket 6 Yayasan PILI
Alamat : J).Tumenggung Wiradireja No.216 Cimahpar Bogor 16155

Yang dalam hal ini bertindak sesuai kewenangan yang diterima untuk dan atas nama
Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Mitra Pelaksana Paket 6:
Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman Nasional Perairan (TNP)
LautSawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan
Raja Ampat - Provins| Papua Barat. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Zeth Yapen
Jabatan: Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) INKONEM
Alamat : Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat

Yang dalam hal In bertindak sesual kewenangan yang diterima untuk dan atas nama
Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) INKONEM, selanjutnya dalam perjanjian ini
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya
disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Penitipan Sementara Barang
Bantuan Pemerintah Berangkat dari Adat Penguatan Tata Kelola Perikanan
Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman
Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam
Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat yang berasal dari Hibah
Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative
(COREMAP - CTI) dari Dank Dunia dan ICCTF - Bappenas schagai Implementing
Partner dengan ketentuan sebagal berfkut:



-~
A
Kementerian PPN/
Bappenas

ICCTF

Indonesia Climate Change Trust Fund

Modul Pengelolaan Perikanan

PENGEEOLAAI)I ‘
PERIKANAN
BERBASIS HAK

(Right-based Fisheries Management,

DiTaman Nasional Perairan{TNP)

Laut Sawu Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan Suaka Alam Perairan (SAP)
Kepulauan Raja Ampat

Provinsi Papua Barat

PENULIS:
Ayu Maleh

Output 3.4.

COREMAP-CTI

Berita Acara Penitipan Barang

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BANTUAN PEMERINTAH
HIBAH BANK DUNIA ICCTF - BAPPENAS
CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM
CORAL TRIANGLE INITIATIVE PROJECT (COREMAP-CTI) GEF TF15470
Nomor: 005/BAP/PILI-GP6/11/2021

Pada hariini, Selasa, tanggal 02 November 2021, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi Indraswati

NIK  :3271055101780008

Jabatan : Program Manager Paket 6 Yayasan PILI

Alamat : J|.Tumenggung Wiradireja No.216 Cimahpar Bogor 16155

Yang dalam hal ini bertindak sesuai kewenangan yang diterima untuk dan atas nama
Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Mitra Pelaksana Paket 6:
Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman Nasional Perairan (TNP)
Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulavan
Raja Ampat - Provinsi Papua Barat. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Adolfince Sauyai
Jabatan: Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan
(POKLAHSAR) MANDEMOR
Alamat : Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat

Yang dalam hal ini bertindak sesuai kewenangan yang diterima untuk dan a

S nama
Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan (POKLAHSAR)
MANDEMOR, selanjutnya dalam perfanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya
disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Penitipan Sementara Barang
Bantuan Pemerintah Berangkat darl Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan
Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman
Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam
Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat yang berasal dari Hibah
Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative
(COREMAP - CTI) dari Bank Dunia dan ICCTF - Bappenas schagal Implementing
Partner dengan ketentuan sebagai berikut:

Modul Monitoring dan Evaluasi BMPs

MODUL

P
“

MONITORING =
DAN EVALUASI~ .,

KOFABORATIF UNJUK P
PRAKTIK MANAJEMEN TE

fBest Practices

|-

JUSAN

£

»
a ’gn kegiatan
pla Pertkanan

Berkelanjutan

BMP tentang Pengakuan KMHA
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BMP tentang RBFM
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SAADAGEMEDLE
PRACTICES

Praktik Manajemen Terbaik:

S

PENERBIT.
Yayasan PiL1

D - I ®

BMP tentang RPP BMP tentang Kemitraan

I
BEST BEST
MANAGEME MANAGEMENT
PRACTICES

PRACTICES

Praktik Manajemen Terbaik:
Pembelajaran Menyusun Rencana
Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak
di Rote Ndao dan Raja Ampat

Praktik Manajemen Terbaik

PENERBIT
Yayasan PiL

Lampiran 4. Dokumen lainnya yang dihasilkan

Draf Perdes Oelua Draf Perdes Sotimori
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COREMAP-CTI
. PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO s PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOAHOLU KECAMATAN LANDU LEKO
DESA OELUA DESA SOTIMORI
PERATURAN DESA .. PERATURAN DESA SOTIMORI
NOMOR ... TAHUN 2021 NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN HOBOLOK PAPADAK DATLAM PENGELOLAAN PEREINDUNGAN DAN PENGAKTUAN HOHOEOK PAPADAK DATAM PENGFT OF AAN
SUMBERDAY A LAUT DESA OFLUA KECAMATAN LOAHOLL SUMBERDAYA LAUT DESA SOTIMORI KECAMATAN LANDU LEKO
KABUPATEN ROTE NDAO KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAIIMAT TUILAN YANG MAILA ESA DENGAN RAIIMAT TUILAN YANG MATIA [SA
KEPALA DESA ORLUA TMORI
Menimhang a Bahwa sumhendaya perikasan dan kelsmin pertu dimanfaarkan Menimbang a dan kelauean perls dimanfaatian
swoeaon bestan
b Babwy delm poosclolaan sumbordsys  pokanes  perl b i dolem peegeioken sembookeys gk perts
keterlbaion masyarskan lokal
c & (3 xepinghatkan ketersediaan sumbendava
porssmn hoss Ochis dpanduag. pora vansk pengakan. dan porikanan di porawan 1oss Soimon dipandang pest nonik
pncrapon Hobokok Papadsk Gl Ptatusan Dess. pengakun dun penerapan Tlobolok Papadk dalam Peraturan

[

DBabw tugas dom pelsksamaan [lobolok Papadak merupakan
tanggung jiwah manaholo wiaku pengawas herhasis adat

[S

Undang-undang Nower 31 tabun 2004 tentang Perikasan
Undung-undang Nomeoe 32 Tahun 2004 tentmng  Pomcrintsh
Duersh

-

6 Pematuran Pemermesh Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Peagendalian dan atan Perusakan | s
Pomtursn  Pemeressh  Nowor 25 Tabwn 2000 scntang

-
»

Kewenangan Pemensash dun Pemerintah Provimsi schagai 7
Daeeah (ronom

& Pomtuss  Pomenessh  Nomor 27 IM 2007 entang
Pengelolain Pesisar dan 3

Palaw-pulau K
Undon g wmdeng Homor 36 Tabs 07 temtang Penataan Tata

©
<

Rusag
10 Poraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2007 twntang Konservisi
Sumberdsys kan

Draf Perkam Mutus

DRAST PERATURAN KAMPUNG MUTUS
Minggu, 2¢ Oktober 2021

1 mmmwswm Retribus Kamgung AP 300,000,

Desa
Hahwa tugas daa pelsksasaan HobholokPapadsk mcrupakan
tanggung yawah munhol sclaku poagawas hesbass adat

Mot 1. Undung-umdsosz Nomor 5 Tabom lwo B
Sumberdaya |ayati dan | knsistemay Mengingat L. Undang-unding Nomor 5 Tahun 1990 temtng Komservasi
2 Undang-undsng Noeww 6 nm TN tontang  Werminan Sumberdayn Alsn Hayats dan Fkasistcmmeyn
Tndoocsi 2 um,—-a-‘ Nomwr 6 Tabun 1% testang Pesainan
3. Undung-undang Noear 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan }idup 3 U-d.u-u-g Nomor 23 Tahun 1997 testang Pengelolaan

| snghungan H
Ulﬁud_&l.l&lﬂlnmimrﬂh
Undang-undang Nomee 32 Tahun 2004 wentang Pemerintah

Dacxah
Poturan  Pemermash Nomor 19 Tabun 1999 tentang
Pempendal Lawt

isar dan Pulau-pulau Kecil
Ilu.nqu-g Noemar 26 Tahun 2007 tentang Penstaan Taza

2 ads usaha lain: Retritns Kampung Rp
500 000, -
i ah ubsad 00 000,
s But, pergumod 2000, /%
S Aok
persturan kampung yang ssdsh ada/detapien
.
7. Retritesi p 30,000,000, /by
»  Kepola Kamgung Rp 1,000 000.-
b Bamuskam Rp 1,000,000,
€ Gemja Rp 1.000.000,
4 Masyarakat Rp 000,000,
«  Pokmayees Rp 1.000 000,
[ 8 g hamprg

Wi baryar @boium melatuban akfite
9 MEnimal Bagan yang Beraperasi & Kawasan Mutus tidak Rbin dad 3
10 Bagan yang diperboiehkan & Kawasen hanys $ GT be bawah

e mengawasl hasi

1. Wmmmwmmmum.
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11, Setap bapsn yarg & Kawasan Mutus bersedia menerima setisp sngots pokmaswass untul jags

“ijn 44 yang in tidak” dan berseda
membayar 1x pengagasn Rp 150.000.-
. varg hedagatan
04013 dgroses ongan 3 turghu
n jom Ap 50,000,
" o Bangn daleem
3 tunghis



Berangkat dari Adat:

Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis
Kearifan Lokal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)
di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP)
Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Bara.

Di Tahun 2011, TNC Savu Sea mencatat seluas 5.019,53 ha.
mangrove dan 5.320,62 ha. lamun terdapat di kawasan TNP
Laut Sawu, dengan area terluas berada di Kabupaten
Sumba Timur dan Rote Ndao.
Hasil monitoring berdasar Panduan EKKP3K- BKKPN
Kupang dan KepMenKP No. 6/Kepmen-KP/ 2014 ,
menunjukkan bahwa tekanan dan praktik penangkapan dan
eksploitasi SDA laut yang merusak telah berdampak pada
kelestarian ekosistem laut dangkal di TNP Laut Sawu
(terutama mangrove, lamun, dan terumbu karang). Lain
halnya dengan kondisi ekologis Suaka Alam Perairan (SAP)
Kepulauan Raja Ampat di Distrik Waigeo Barat, Kab. Raja
Ampat, Prov. Papua Barat masih tergolong baik,
karakteristik fisik perairan Kepulauan Raja Ampat sangat
mendukung kehidupan biota perairan khususnya terumbu
karang. Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola
sumber daya pesisir dan perikanan dengan pendekatan
yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat
(indigenous people right) di wilayah TNP Laut Sawu, Prov.
Nusa Tenggara Timur dan SAP Kep. Raja Ampat, Prov. -
Papua Barat, menjadi krusial dan penting untuk dilakukan.
Dengan menargetkan lima sasaran dan sepuluh kegiatan
utama, PILI melalui dukungan Program Hibah
COREMAP-CTI, World Bank, Indonesia Climate Change
Trust Fund (ICCTF) telah berhasil mencapai ke-lima dan
sepuluh keguiatan utama tersebut dalam sajian BAB 3
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